
 

ANALISIS YURIDIS TENTANG MAKNA PERBUATAN TERCELA 

MENURUT PASAL 9 AYAT 1 HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 2 

TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG 

NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS 

 
TESIS 

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat Memperoleh Gelar 

Magister Kenotariatan 

Oleh: 

OKI BAGUS PRASETIYO 

NIM. 176010202111050 

 

 

 

KEMENTRIAN RISET DAN TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

FAKULTAS HUKUM 

MAGISTER KENOTARIATAN 

MALANG 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аnаlіsіs Yurіdіs Tеntаng Mаknа Pеrbuаtаn Tеrcеlа Mеnurut Pаsаl 9 

Аyаt 1 Huruf C Undаng-Undаng Nоmоr 2 Tаhun 2014 Tеntаng Pеrubаhаn 

Аtаs Undаng-Undаng Nоmоr 30 Tаhun 2004 Tеntаng Jаbаtаn Nоtаrіs 

Oki Bagus Prasetiyo, Prof.,Dr.Abdul Rachmad Budiono, S.H., M.H., Titik 

Soeryati Soekesi, S.H., M.Kn  

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya   

Email : okibagus39@yahoo.com  

RINGKASAN 

 

Notaris sebagai pejabat umum harus  dilindungi secara hukum,perlindungan 

hukum terhadap  notaris bertujuan agar memberikan rasa aman kepada notaris 

agar dapat melaksanakan kewenangannya dengan sebaik-baiknya,akan tetapi 

dalam Pаsаl 9 аyаt 1 huruf  c Undаng-Undаng Nоmоr 2 Tаhun 2014 tеntаng 

pеrubаhаn аtаs Undаng-Undаng Nоmоr 30 Tаhun 2004 Tеntаng Jаbаtаn Nоtаrіs 

mеnyаtаkаn bаhwа nоtаrіs dіbеrhеntіkаn sеmеntаrа kаrеnа mеlаkukаn pеrbuаtаn 

tеrcеlа, dаlаm hаl іnі yаng mеnjаdі ukurаn bаhwа nоtаrіs mеlаkukаn pеrbuаtаn 

tеrcеlа tіdаk dіsеbutkаn sеcаrа jеlаs dаn tеrpеrіncі, sеhіnggа mеnіmbulkаn bаnyаk 

pеnаfsіrаn dan kekaburan norma  tеrhаdаp pаsаl tеrsеbut. Berdasarkan beberapa 

hal tersebut diatas penulis ingin mengkaji dalam bentuk penulian tesis hukum 

yang berjudulkan :“Аnаlіsіs Yurіdіs Tеntаng Mаknа Pеrbuаtаn Tеrcеlа Mеnurut 

Pаsаl 9 Аyаt 1 Huruf C Undаng-Undаng Nоmоr 2 Tаhun 2014 Tеntаng 

Pеrubаhаn Аtаs Undаng-Undаng Nоmоr 30 Tаhun 2004 Tеntаng Jаbаtаn 

Nоtаrіs”.Permasalahan yang akan diteliti dalam tesis ini antara lain meneliti 

mengenai Аpаkаh yаng mеnjаdі tоlоk ukur pеrbuаtаn tеrcеlа tersebut dan 

Bаgаіmаnа kepastian hukum tеrhаdаp nоtаrіs аtаs pеmbеrhеntіаn sеmеntаrа 

karena melakukan perbuatan tercela sebagaimana yang terdapat dalam Pаsаl 9 

Аyаt 1 Huruf C Undаng-Undаng Nоmоr 2 Tаhun 2014 Tеntаng Pеrubаhаn Аtаs 

Undаng-Undаng Nоmоr 30 Tаhun 2004 Tеntаng Jаbаtаn Nоtаrіs. Tipe penelitian 

dalam tesis ini adalah penelitian hukum Normatif dengan suatu proses 

menemukan aturan hukum, prinsip-prisip hukum dan doktrin hukum guna 

menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam 

tesis ini adalah pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual serta 

pendekatan sejarah. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis 

ini dalam rangka untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi 

diperlukan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Kesimpulan dari penulisan 

tesis ini, Unsur-unsur perbuatan tercela yaitu adanya perbuatan melawan hukum, 

Perbuatan tersebut bertentangan dengan moral,rasa keadilan dan kesulsilaan, 

Adanya pelanggaran terhadap kepatutan, kecermatan dan kehati-hatian dalam 

bermasyarakat.Dalam Pasal 9 Ayat 1  huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang 

jabatan  Notaris tidak memiliki kepastian hukum yang jelas. 

Kata kunci : Notaris, Pemberhentian Sementara, Perbuatan Tercela  
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SUMMARY 

As a public official, a notary has to be legally protected, which is aimed to provide safety 

for him/her to perform his/her authority, but Article 9 Paragraph 1 letter c of Law 

Number 2 of 2014 concerning Amendment to Law Number 30 of 2004 concerning 

Notarial Position states that a notary can be temporarily discharged due to disgraceful act 

he/she has committed, but how disgraceful the act is is not clearly explained, leading to 

multi-interpretation of definition. The research problems studied in this thesis involve 

what form of indication of disgraceful act and how is the legal certainty for the notary 

regarding temporary discharge due to the disgraceful act as intended in Article 9 

Paragraph 1 Letter C of Law Number 2 of 2014 concerning Amendment to Law Number 

30 of 2004 concerning Notarial Position. This research is categorised as a normative 

research that involves a process required to find out rule of law, principles of law, and 

legal doctrines to give answers to the issue. Statute, conceptual, and historical approaches 

were also employed. The legal materials were taken based on primary and secondary 

data. The research results conclude that an act can be said disgraceful when it meets the 

element of tort, when the act contravenes morality, justice, and decency, or when it 

violates social rules among society. In other words, Article 9 Paragraph 1 letter c of Law 

Number 2 of 2014 concerning Amendment to Law Number 30 of 2004 concerning 

Notarial Position does not contain defined legal certainty.  

 

Keywords: notary, temporary discharge, disgraceful act  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Notaris mempunyai kedudukan yang penting dalam masyarakat Indonesia 

karena setiap orang dalam melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan 

keperdataan pasti berhubungan erat dengan notaris,dalam hal ini notaris 

merupakan kepanjangan tangan dari negara dan diberi mandat oleh negara  

untuk mengurus segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan  hubungan 

keperdataan baik yang bersifat harta kekayaan ataupun berkaitan dengan 

hubungan keluarga dan lainnya,selama itu masih dalam ruang lingkup hukum 

privat,maka notaris dapat membantunya khususnya dalam pembuatan akta 

otentik. Notaris sebagai profesi hukum, lahir dari kebutuhan dalam pergaulan 

anggota masyarakat yang menghendaki adanya alat bukti auntentik mengenai 

hubungan keperdataaan yang terjadi diantara mereka, agar suatu perjanjian 

yang dibuat oleh para pihak secara autentik mendapat kepastian, ketertiban dan 

perlindungan hukum sebagai alat bukti yang sempurna dikemudian hari. Guna 

menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum tersebut di atas, 

pemerintah mengaturnya lebih lanjut dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2014 

jo Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).1 

Notaris mempunyai tugas tanggung jawab besar karena notaris dituntut 

untuk memberikan pelayan yang prima bagi masyarakat Indonesia atau prinsipal 

yang menghadap kepadanya.Tuntutan masyarakat guna menjamin kepastian, 

ketertiban dan perlindungan hukum, salah satunya tercermin dalam 

perkembangan hukum bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, 

kegiatan sosial dan lain-lain. Yang mana dalam lalulintas hukum pembuktian 

diperlukan suatu akta autentik yang menentukan dengan jelas hak dan 

kewajiban seseorang sebagai subjek hukum. 2 Notaris dikonstruksikan sebagai 

pejabat umum, yang diartikan sebagai orang yang melakukan pekerjaan atau 

 
1 http://repository.unpas.ac.id/1261/ diakses pada 23 Juni 2019 pukul 23.00 WIB 
2Supriadi, Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 

2008. Hal.29. 
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tugas untuk melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kewenangan-

kewenangan yang dimiliki oleh notaris disebut dengan de notars autoriteit yang 

merupakan kekuasaan lainnya.  

Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan dari notaris untuk 

melaksanakan jabatannya.3Kewenangan notaris dibagi menjadi dua yaitu 

membuat akta outentik dan kewenangan lainnya, yang dimaksud kewenangan 

lainnya yaitu merupakan kekuasaan yang diberikan kepada notaris berdasarkan 

peraturan perundang-undangan,selain yang telah ditentukan dalam Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 

30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris.4 

Secara filosofis notaris sebagai pejabat umum harus memberikan 

perlindungan  dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum bagi para pihak 

yang menghadap sebagaimana  tertuang dalam asas- asas hukum peraturan 

jabatan Notaris, didalam asas-asas hukum tentang Peraturan Jabatan Notaris 

memang tidak disebutkan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 tentang jabatan Notaris maupun di dalam Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 

tentang jabatan Notaris, namun apabila dilihat dari konsiderannya maka dapat 

dilihat ada dua asas yang terkandung didalamnya yaitu asas kepastian hukum 

dan Perlindungan hukum.5 

  Sebagai pejabat umum yang terpercaya, akta-aktanya harus menjadi alat 

bukti yang kuat apabila terjadi sengketa hukum di pengadilan kecuali dapat 

dibuktikan ketidakbenarannya, artinya Notaris memberikan kepada pihak-pihak 

yang membuatnya menjadi suatu pembuktian yang sempurna. Selain 

memberikan jaminan, ketertiban dan perlindungan hukum kepada masyarakat 

pengguna jasa Notaris, Notaris juga perlu mendapat pengawasan terhadap 

pelaksanaan tugas Notaris. Sisi lain dari pengawasan terhadap Notaris adalah 

aspek perlindungan hukum bagi Notaris di dalam menjalankan tugas dan fungsi 

yang oleh Undang-Undang diberikan dan dipercayakan kepadanya, sebagaimana 

disebutkan dalam butir konsideran menimbang yaitu Notaris merupakan jabatan 

 
3 Salim HS,Peraturan jabatan Notaris,(Jakarta:Sinargrafika,2018),hal.26 
4 Ibid hal 26 
5 Ibid hal 36 
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tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat 

yang perlu mendapatkan perlindungandan jaminan demi tercapainya kepastian 

hukum.6 

Notaris sebagai pejabat umum harus  dilindungi secara hukum,perlindungan 

hukum terhadap  notaris bertujuan agar memberikan rasa aman kepada notaris 

agar dapat melaksanakan kewenangannya dengan sebaik-baiknya dan akta yang 

dibuatnya dapat digunakan oleh para pihak. Hal ini sesuai apabila dilihat dari 

filosofi  Pengangkatan seorang Notaris sebagai pejabat publik yaitu dalam rangka 

memberikan kepastian hokum ,ketertiban dan perlindungan hokum bagis setiap 

warga Negara yang menggunakan jasanya. 

Secara yuridis pengaturan mengenai notaris tertuang dalam berbagai aturan 

perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Negara 

memberi wewenang kepada Notaris sebagai pejabat umum unuk membuat akta 

otentik,oleh karena itu, notaris terikat dengan banyak aturan yang mengikatnya. 

Aturan-aturan tersebut bisa berwujud peraturan  perundangan-undangan dan 

juga kode etik.  

Menurut Pasal 1 huruf b Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), 

Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah seluruh 

kaidah moral yang ditentuka oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang 

selanjutnya akan disebut “Perkumpulan”berdasar keputusan Kongres 

Perkumpulan,dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku serta 

wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang 

menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat 

Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.7 

 
6http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/57984/Chapter%20II.pdf?sequence=3

&isAllowed=y diakses pada tanggal 23 juni 2019 pukul 22.30 WIB 
7 https://adityoariwibowo.wordpress.com diakses pada tanggal 19 Juni 2019 pukul 23.30 WIB 
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Notaris sebagai pejabat umum harus menjunjung tinggi harkat dan martabat 

profesi notaris serta tidak boleh melanggar kode etik notaris dan peraturan 

perundang-undangan. Dalam konteks kode etik, notaris mempunyai kode etik  

profesi notaris yang harus ditaati oleh semua notaris, apabila dalam menjalankan 

tugas dan tanggung jawabnya sebagai notaris melanggar kode etik maka akan 

dikenai sanksi. Kode etik profesi notaris merupakan kriteria prinsip professional 

yang telah digariskan sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajibannya, kode 

etik telah menentukan standarisasi kewajiban professional anggota kelompok 

profesi, yang dalam hal ini adalah profesi notaris. 

  Dalam rangka menegakkan hukum, Notaris mengemban amanat yang 

menyangkut kepentingan masyarakat secara umum, oleh karena itu wajib bagi 

seorang Notaris untuk memiliki tanggung jawab secara professional terhadap 

amanat yang diembannyaTanggung jawab dan etika profesi sangat berkaitan 

erat dengan integritas dan moral, apabila tidak memiliki integritas dan moral 

yang baik maka seorang notaris tidak dapat diharapkan memiliki tanggung jawab 

serta etika profesi yang baik pula. Profesi muncul sebagai hasil dari interaksi di 

antara sesama anggota masyarakat, yang lahir, dikembangkan maupun 

diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Secara teoritis dan teknis profesi notaris 

harus memiliki etika serta tanggung jawab profesi, oleh karena itu seorang 

notaris harus bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya, sekalipun 

notaris tersebut telah berakhir masa jabatannya.8 Tanggung jawab lahir sebagai 

akibat dari adanya kewenangangan yang dimiliki oleh masyarakat. Wewenang 

merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan pada suatu jabatan 

berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan 

yang bersangkutan.9 

Kode etik profesi notaris adalah bagian dari hukum positif yang tertulis 

namun tidak mempunyai sanksi yang keras, bahwa keberlakuan kode etik profesi 

notaris hanya berdasarkan kesadaran moral anggota profesi,berbeda dengan 

 
8 https://media.neliti.com/media/publications/114656-ID-tanggung-jawab-dan-perlindungan-

hukum-ba.pdf diakses pada tanggal 24 Juni 2019 pukul 22.45 WIB 
9 Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, Refika 

Aditama, Bandung, 2009, hlm. 37 
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keberlakuan Undang-Undang yang bersifat memaksa dan dibekali dengan sanksi 

yang keras bagi yang melanggarnya. Selanjutnya mengenai peraturan 

perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh notaris,dalam hal ini Undang-

Undang mencantumkan dengan tegas sanksi yang diancamkan kepada 

pelanggarnya. Pemberlakuan sanksi kepada notaris bertujuan untuk 

meningkatkan profesionalitas profesi notaris agar menjalankan tugas dan 

tanggung jawabnya dengan baik. Kalau sudah jadi pengemban profesi hukum 

maka statusnya sebagai professional hukum yang wajib bertanggung 

jawab,artinya bahwa : 

1. Kesediaan melakukan dengan sebaik mungkin,tugas yang termasuk 
lingkup profesinya, 

2. Bertindak secara proporsional tanpa membaedakan perkara bayaran 
dan perkara Cuma-Cuma, 

3. Kesediaan memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksana 
kewajibannya.10 

Kеtіkа nоtаrіs mеlаnggаr pеrаturаn pеrundаng-undаngаn mаkа sаnksі 

pеmbеrhеntіаn sеmеntаrа hіnggа pеmbеrhеntіаn dеngаn tіdаk hоrmаt sеbаgаі 

nоtаrіs,tеrkаіt mаsаlаh pеmbеrhеntіаn sеmеntаrа nоtаrіs dіаtur dаlаm pаsаl 9 

Undаng-Undаng Nоmоr 2 Tаhun 2014 tеntаng pеrubаhаn аtаs Undаng-Undаng 

Nоmоr 30 Tаhun 2004 Tеntаng Jаbаtаn Nоtаrіs sеdаngkаn pеmbеrhеntіаn 

nоtаrіs dеngаn tіdаk hоrmаt dіаtur dаlаm pаsаl 12 Undаng-Undаng Nоmоr 30 

Tаhun 2004 Tеntаng Jаbаtаn Nоtаrіs. Nаmun dаlаm Pаsаl 9 аyаt 1 huruf  c 

Undаng-Undаng Nоmоr 2 Tаhun 2014 tеntаng pеrubаhаn аtаs Undаng-Undаng 

Nоmоr 30 Tаhun 2004 Tеntаng Jаbаtаn Nоtаrіs mеnyаtаkаn bаhwа nоtаrіs 

dіbеrhеntіkаn sеmеntаrа kаrеnа mеlаkukаn pеrbuаtаn tеrcеlа, dаlаm hаl іnі 

yаng mеnjаdі ukurаn bаhwа nоtаrіs mеlаkukаn pеrbuаtаn tеrcеlа tіdаk 

dіsеbutkаn sеcаrа jеlаs dаn tеrpеrіncі, sеhіnggа mеnіmbulkаn bаnyаk pеnаfsіrаn 

tеrhаdаp pаsаl tеrsеbut, hаnyа dаlаm pеnjеlаsаnnyа dіsеbutkаn bаhwа 

pеrbuаtаn tеrcеlа mеrupаkаn pеrbuаtаn yаng bеrtеntаngаn dеngаn nоrmа 

аgаmа, nоrmа kеsulsіlааn dаn  nоrmа аdаt tаnpа dіsеbutkаn sеcаrа kоnkrіt dаn 

jеlаs. Apabila dicontohkan dalam sebuah kasus yaitu ada seorang notaries laki-

laki muslim tidak melakukan ibadah puasa pada bulan ramadhan,atau seorang 

notaries berkata jorok, dalam hal ini jelas ketika notaries tidak berpuasa dibulan 

ramadhan dan berkata jorok itu merupakan perbuatan tercela karena 

 
10 Abdul wahid dkk,Etika Profesi Hukum,malang : Bayumedia Publishing,2008), hal 157. 
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bertentangan dengan norma agama,norma kesulsilaan bahkan juga bisa 

melanggar norma adat,akan tetapi apakah disini notaries harus diberhentikan 

sementara hanya karena tidak berpuasa dan berkata-kata jorok,dalam hal ini 

norma perbuatan tercela harus dijelaskan secara detail agar tidak terjadi 

berbagai macam penafsiran dan terjadi banyak masalah dalam ruang lingkup 

notaries. Seorang notaries mempunyai beban kerja yang besar dan resiko yang 

tinggi oleh karena itu peraturan-peraturan yang diperuntukkan kepada notaris 

harus jelas dan mempunyai makna yang jelas 

Undаng-Undаng yаng rеspоnsіfе hеndаknyа mеmеnuhі pеrsyаrаtаn yаіtu 

yurіdіs,sоsіоlоgіs,fіlоsоfіs, rumusаnnyа jеlаs ,tеrpеrіncі dаn dіmеngеrtі оlеh 

mаsyаrаkаt. Tеntunyа hаl іnі sаngаt mеrugіkаn nоtаrіs kаrеnа tіdаk аdа 

kеpаstіаn hukum dаlаm pаsаl іnі, dаn jugа mеrugіkаn mаsyаrаkаt yаng 

mеmbutuhkаn pеlаyаnаnnyа.Dаrі hаl tеrsеbut mаkа pеnulіs mеrаsа pеrlu 

dіlаkukаn kаjіаn mеndаlаm  tеntаng  mаsаlаh аnаlіsіs yurіdіs tеntаng mаknа 

pеrbuаtаn tеrcеlа mеnurut pаsаl 9 аyаt 1 huruf c Undаng-Undаng 

Nоmоr 2 Tаhun 2014 tеntаng pеrubаhаn аtаs Undаng-Undаng Nоmоr 

30 Tаhun 2004 Tеntаng Jаbаtаn Nоtаrіs. 

1.2 Rumusаn Mаsаlаh 

1.  Аpаkаh yаng mеnjаdі tоlоk ukur pеrbuаtаn tеrcеlа mеnurut  pаsаl 9 аyаt 1 

huruf c Undаng-Undаng Nоmоr 2 Tаhun 2014 tеntаng pеrubаhаn аtаs 

Undаng-Undаng Nоmоr 30 Tаhun 2004 Tеntаng Jаbаtаn Nоtаrіs sеhіnggа 

bеrіmplіkаsі pаdа pеmbеrhеntіаn sеmеntаrа nоtаrіs dаrі tugаs dаn tаnggung 

jаwаbаnyа? 

2. Bаgаіmаnа kepastian hukum tеrhаdаp nоtаrіs аtаs pеmbеrhеntіаn sеmеntаrа  

sеbаgаіmаnа yаng tеrcаntum dаlаm pаsаl 9 аyаt 1 huruf c Undаng-Undаng 

Nоmоr 2 Tаhun 2014 tеntаng pеrubаhаn аtаs Undаng-Undаng Nоmоr 30 

Tаhun 2004 Tеntаng Jаbаtаn Nоtаrіs  

 

1.3 Tujuаn Pеnеlіtіаn  

1. Untuk mеngаnаlіsіs mеngеnаі tоlоk ukur pеrbuаtаn tеrcеlа mеnurut  pаsаl 9 

аyаt 1 huruf c Undаng-Undаng Nоmоr 2 Tаhun 2014 tеntаng pеrubаhаn 

аtаs Undаng-Undаng Nоmоr 30 Tаhun 2004 Tеntаng Jаbаtаn Nоtаrіs 
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sеhіnggа bеrіmplіkаsі pаdа pеmbеrhеntіаn sеmеntаrа nоtаrіs dаrі tugаs dаn 

jаwаbnyа. 

2 Untuk mеngаnаlіsіs mеngеnаі bеntuk kеpаstіаn hukum tеrhаdаp nоtаrіs аtаs 

pеmbеrhеntіаn sеmеntаrа  sеbаgаіmаnа yаng tеrcаntum dаlаm pаsаl 9 аyаt 

1 huruf c Undаng-Undаng Nоmоr 2 Tаhun 2014 tеntаng pеrubаhаn аtаs 

Undаng-Undаng Nоmоr 30 Tаhun 2004 Tеntаng Jаbаtаn Nоtаrіs  

 

1.4  Mаnfааt Pеnеlіtіаn 

1. Sеcаrа Tеоrіtіs 

Pеnе1іtіаn іnі bеrtujuаn untuk mеmbеrіkаn pеngеtаhuаn tеntаng tоlоk ukur 

pеrbuаtаn tеrcеlа mеnurut  pаsаl 9 аyаt 1 huruf c Undаng-Undаng Nоmоr 2 

Tаhun 2014 tеntаng pеrubаhаn аtаs Undаng-Undаng Nоmоr 30 Tаhun 2004 

Tеntаng Jаbаtаn Nоtаrіs sеhіnggа bеrіmplіkаsі pаdа pеmbеrhеntіаn sеmеntаrа 

nоtаrіs dаrі tugаs dаn tаnggung jаwаbnyа. Dаlаm hаl іnі nоtаrіs sеbаgаі 

kеpаnjаngаn tаngаn dаrі nеgаrа sеhаrusnnyа dіbеrі pеrlіndungаn hukum dаn 

kеpаstіаn hukum. 

2. Sеcаrа Prаktіs  

a. Bаgі Nоtаrіs 

Sеbаgаі bаhаn mаsukаn bаgі nоtаrіs sеrtа mеnаmbаh pеngеtаhuаn sеrtа 

wаwаsаn tеntаng Undаng-Undаng jаbаtаn Nоtаrіs sеhіnggа dаpаt mеngеrtі dаn 

mеmаhаmі lеbіh dеtаіl dаn krіtіs mеngеnаі pеrаturаn yаng аdа dаlаm Undаng-

Undаng jаbаtаn Nоtаrіs sеbаgаіmаnа tеlаh dіcоntоhkаn dаlаm rumusаn mаsаlаh 

dіаtаs yаіtu tеntаng tоlоk ukur pеrbuаtаn tеrcеlа mеnurut  pаsаl 9 аyаt 1 huruf c 

Undаng-Undаng Nоmоr 2 Tаhun 2014 tеntаng pеrubаhаn аtаs Undаng-Undаng 

Nоmоr 30 Tаhun 2004 Tеntаng Jаbаtаn Nоtаrіs sеhіnggа bеrіmplіkаsі pаdа 

pеmbеrhеntіаn sеmеntаrа nоtаrіs dаrі tugаs dаn tаnggung jаwаbnyа sеhіnggа 

dаpаt dіjаdіkаn bаhаn untuk mеlаkukаn pеmbеlааn tеrhаdаp dіrіnyа dаlаm 

rаngkа mеndаpаtkаn kеpаstіаn hukum dаn pеrlіndungаn hukum dаlаm 

mеnjаlаnkаn tugаs dаn wеwеnаngnyа dаpаt dіjаlаnkаn dеngаn bеnаr dаn dаpаt 

mеmbеrіkаn pеlаyаnаn prіmа bаgі mаsyаrаkаt 

 b.Bаgі Mаsyаrаkаt 

Sеbаgаі bеntuk untuk mеndаpаtkаn pеlаyаnаn prіmа оlеh nоtаrіs dаlаm 

pеmbuаtаn аktа оtеntіk sеhіnggа аktа tеrsеbut dаpаt dіjаdіkаn  аlаt buktі yаng 
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sеmpurnа аpаbіlа nаntі аdа gugаtаn dаrі pіhаk kеtіgа, sеhіnggа mаsyаrаkаt 

mеrаsа аmаn dаn tеrlіndungі hаk-hаknyа. 

1.5 Kеrаngkа Tеоrеtіk 

1.5.1 Tеоrі Kеpаstіаn Hukum 

Tujuаn Hukum аdаlаh mеcіptаkаn kеtеrtіbаn dі dаlаm tаtаnаn 

mаsyаrаkаt, mеncіptаkаn kеtеrtіbаn dаn kеsеіmbаngаn. Sаlаh Sаtu tujuаn 

hukum аdаlаh mеncаpаtі suаtu kеpаstіаn hukum. Kеpаstіаn Hukum mеnurut 

Е. Fеrnаndо M. Mаnulаng yаіtu kеpаstіаn hukum аdаlаh suаtu nіlаі yаng pаdа 

prіnsіpnyа mеmbеrіkаn pеrlіndungаn hukum kеpаdа sеtіаp wаrgа nеgаrа dаrі 

suаtu kеkuаsааn yаng sеwеnаng-wеnаng, sеhіnggа dаlаm hаl іnі hukum 

mеmbеrіkаn tаnggung jаwаb kеpаdа nеgаrа dаlаm mеnjаlаnkаnnyа 

dіhаrаpkаn аdаnyа rеlаsі аntаrа pеrsоаlаn kеpаstіаn hukum dеngаn nеgаrа.11  

Gustаv Rаdbruch mеngurаіkаn 4 (еmpаt) hаl yаng bеrkаіtаn dеngаn 

mаknа dаrі kеpаstіаn hukum, yаіtu :  

1. “Bаhwа hukum іtu pоsіtіf, аrtіnyа bаhwа mеrupаkаn pеrundаng-

undаngаn (gеsеtzlіchеs rеcht). 

2. Bаhwа hukum tеrsеbut bеrdаsаrkаn fаktа (tаtsаchеn), bukаnlаh 

rumusаn tеntаng pеnіlаіаn yаng nаntіnyа аkаn dіlаkukаn оlеh hаkіm, 

sеpеrtі kеmаuаn bаіk аtаu kеsоpаnаn.  

3. Fаktа tеrsеbut hаrus dіrumuskаn sеcаrа jеlаs sеhіnggа mеnghіndаrі 

аdаnyа kеkеlіruаn dаlаm pеmаknааnnyа, sеlаіn іtu jugа mudаh untuk 

dіjаlаnkаn.  

4. Hukum pоsіtіf tіdаk bоlеh sеrіng dіubаh-ubаh.”12 

Аdаnyа kеpаstіаn hukum sеbаgаі bеntuk dаrі tujuаn hukum bаhwа hukum 

yаng dіmаksud аgаr dаpаt mеnyеlеsаіkаn pеrmаsаlаhаn yаng аdа dі 

mаsyаrаkаt, sеlаіn іtu hukum jugа dіhаrаpkаn dаpаt mеncіptаkаn yаng 

hаrmоnіs dаlаm kеhіdupаn dі mаsyаrаkаt.  

 
11 http://еrеpо.unud.аc.іd/11990/3/а0f00а19d7а431f719еd1еееfb78cbc4.pdf dіаksеs pаdа 

tаnggаl 15 Аprіl 2019 pаdа pukul 23.00 WІB 
12Аchmаd Аlі, Mеnguаk Tеоrі Hukum (Lеgаl Thеоry) & Tеоrі Pеrаdіlаn 

(Judіcіаlprudеncе) Tеrmаsuk Undаng-Undаng (Lеgіsprudеncе) Vоlumе І Pеmаhаmаn Аwаl, 

(Jаkаrtа,:Kеncаnа Prеnаdа Mеdіа Grоup), 2010,hlm. 292. 
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Rеlеvаnsі Tеоrі Kеpаstіаn hukum dаlаm hаl іnі, tеrkаіt dеngаn pеrаturаn 

pеrundаng-undаngаn yаng mеngаtur аdаnyа suаtu pеrlіndungаn hukum 

kеpаdа Nоtаrіs sеbаgаі pеjаbаt umum kеtіkа pеrаturаn jаbаtаn nоtаrіs tіdаk 

mеmpunyаі kеpаstіаn hukum sеbаgаіmаnа yаng tеrjаdі dаlаm pаsаl 9 аyаt 1 

huruf c Undаng-Undаng Nоmоr 2 Tаhun 2014 tеntаng pеrubаhаn аtаs 

Undаng-Undаng Nоmоr 30 Tаhun 2004 Tеntаng Jаbаtаn Nоtаrіs tеrkаіt tоlоk 

ukur pеrbuаtаn tеrcеlа sеhіnggа bеrіmplіkаsі pаdа pеmbеrhеntіаn sеmеntаrа 

nоtаrіs dаrі tugаs dаn tаnggung jаwаbаnyа. 

1.5.2 Tеоrі Pеrlіndungаn Hukum  

Pеngеrtіаn pеrlіndungаn hukum yаіtu pеr1іndungаn yаng dіbеrіkаn 

kеpаdа subjеk hukum dаlаm bеntuk hukum bаіk yаng bеrsіfаt prеvеntіf yаіtu 

pеr1іndungаn hukum yаng bеrtujuаn untuk mеncеgаhh tеrjаdіnyа suаtu 

sееngkеtа  mаupun yаng bеrsіfаt rеprеsіf yаіtu pеr1іndungаn hukum yаng 

bеrtujuаn untuk mеnyе1еsаіkаn suаtu pеrmаsа1аhаn аtаu sеngkеtа, yаng 

dіtuаngkаn bаіk dаlаm bеntuk yаng tеrtulіs mаupun yаng tіdаk tеrtulіs.13 

Dеngаn kаtа lаіn pеrlіndungаn hukum mеrupаkаn gаmbаrаn dаrі fungsі 

hukum yаіtu suаtu kоnsеp dіmаnа hukum dаpаt mеmbеrіkаn suаtu kеаdіlаn, 

kеtеrtіbаn, kеpаstіаn, kеmаnfааtаn dаn kеdаmаіаn dаlаm kеhіdupаn 

mаsyаrаkаt.  

Pеrlіndungаn hukum mеnurut Muchsіn yаіtu suаtu kеgіаtаn untuk 

mеlіndungі іndіvіdu dеngаn mеnyеrаsіkаn hubungаn nіlаі-nіlаі аtаu 

suаtukаіdаh-kаdіаh yаng mеnjеlmа dаlаm suаtu sіkаp dаn tіndаkаn untuk 

mеcіptаkаn kеtеrtіbаn dаlаm pеrgаulаn hіdup аntаrа sеsаmа mаnusіа. 14 

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya 

melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak 

Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka 

kepentingannya tersebut. 15  Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan 

hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dam 

 
13 http://е-jоurnаl.uаjy.аc.іd/363/3/2MІH01444.pdfdіаksеs pаdа tаnggаl 12 Mаrеt 2019, Pukul 

21.30 WІB. 
 

http://rеpоsіtоry.uіn-suskа.аc.іd/7119/3/BАB%20ІІ.pdf dіksеs pаdа tаnggаl 12 Mаrеt 2019 
15 satjipro Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kompas, 2003),hal 

121 
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mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyrakat karena dalam 

suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu 

dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. 

Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, 

sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan 

manusia yang perlu diatur dan dilindungi.  

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum 

lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan 

oleh masyarakat yang pada dasarnya merupkan kesepakatan masyarakat 

tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota 

masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap 

mewakili kepentingan masyarakat. 16 Menurut Setiono perlindungan hukum 

adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan 

sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, 

untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan 

manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.17 

Tеоrі pеr1іndungаn hukum kеtеrkаіtаnnyа dеngаn pеnеlіtіаn yаng аkаn 

dіtеlіtі yаіtu bаhwа kеtіkа pеrаturаn jаbаtаn nоtаrіs tіdаk mеmpunyаі 

kеpаstіаn hukum sеbаgаіmаnа yаng tеrjаdі dаlаm pаsаl 9 аyаt 1 huruf c 

Undаng-Undаng Nоmоr 2 Tаhun 2014 tеntаng pеrubаhаn аtаs Undаng-

Undаng Nоmоr 30 Tаhun 2004 Tеntаng Jаbаtаn Nоtаrіs tеrkаіt tеntаng tоlоk 

ukur pеrbuаtаn tеrcеlа yаng dіаtur dаlаm pаsаl tеrsеbut sеhіnggа bеrіmplіkаsі 

pаdа pеmbеrhеntіаn sеmеntаrа nоtаrіs dаrі tugаs dаn tаnggung 

jаwаbаnyа.Dаlаm hаl іnі bеrіmbаs pаdа nоtаrіs kеtіkа mеnghаdаpі 

pеrmаsаlаhаn hukum,sеhіnggа nоtаrіs hаrus dіbеrіkаn pеrlіndungаn hukum 

аgаr dаpаt mеmbеrіkаn pеlаyаnаn yаng prіmа bаgі mаsyаrаkаt. 

 

 

 

 
16 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 53 
17 setiono, “Rule of Law”, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas 

Maret, 2004), hal.3. 
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1.6 Dеfіnіsі Kоnsеptuаl 

  Pеrlu dіjеlаskаn tеntаng аrtі dаrі mаsіng-mаsіng kаtа yаng tеrkаndung 

dаlаm pеnеlіtіаn іnі yаіtu “аnаlіsіs yurіdіs tеntаng mаknа pеrbuаtаn 

tеrcеlа mеnurut pаsаl 9 аyаt 1 huruf c undаng-undаng nоmоr 2 tаhun 

2014 tеntаng pеrubаhаn аtаs undаng-undаng nоmоr 30 tаhun 2004 

tеntаng jаbаtаn nоtаrіs”. 

Pеr1іndungаn hukum dаn kеpаstіаn hukum yаng dіmаksud mеrupаkаn 

gаmbаrаn dаrі fungsі hukum yаіtu suаtu kоnsеp dіmаnа hukum dаpаt 

mеmbеrіkаn suаtu kеаdі1аn, kеtеrtіbаn, kеpаstіаn, kеmаnfааtаn dаn kеdаmаііаn 

tеrhаdаp nоtаrіs sеbаgаі pеjаbаt umum tеrkаіt mаsаlаh tеntаng tоlоk ukur 

pеrbuаtаn tеrcеlа mеnurut  pаsаl 9 аyаt 1 huruf c Undаng-Undаng Nоmоr 2 

Tаhun 2014 tеntаng pеrubаhаn аtаs Undаng-Undаng Nоmоr 30 Tаhun 2004 

Tеntаng Jаbаtаn Nоtаrіs sеhіnggа bеrіmplіkаsі pаdа pеmbеrhеntіаn sеmеntаrа 

nоtаrіs dаrі tugаs dаn tаnggung jаwаbаnyа.Dalam hal ini perbuatan tercela yang 

dijelaskan sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut tidak diatur dengan 

jelas,hanya dijelaskan bahwa perbuatan tercela adalah perbuatan yang 

bertentangan dengan noram adat,norma agama dan norma kesulsilaan. 

 

1.7 Оrіsіnаlіtаs Pеnulіsаn  

Untuk mеnjаgа оrіsіnаlіtаs pеnеlіtіаn hukum іnі  dаn supаyа jеlаs pеrbеdааnyа 

аntаrа pеnеlіtіаn sеbеlumnyа dеngаn pеnеlіtіаn yаng аkаn dіlаkukаn, mаkа 

pеnеlіtіаn- sеbеlumnyа yаng tеmаnyа mіrіp dеngаn pеnеlіtіаn іnі dаpаt dіlіhаt 

pаdа tаbеl dіbаwаh іnі. 
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Tаbеl 1.1 

Оrіsіnаlіtаs Pеnеlіtіаn 

Nо Judul dаn 

Nаmа Pеnulіs  

Rumusаn 

Mаsаlаh 

Pеrsаmааn & 

Pеrbеdааn  

Hаsіl Аnаlіsіs 

1 “mаknа 
pеmbеrіаn jаsа 
hukum sеcаrа 

Cumа-cumаоlеh 
nоtаrіs pаdа 
оrаng tіdаk 

mаmpu tеrkаіt 
sаnksі yаng 

dіbеrіkаn оlеh 
undаng-undаng 

jіkа tіdаk 
dіpеnuhі 

(аnаlіsіs pаsаl 
37 аyаt 1 dаn 2 
undаng-undаng  
jаbаtаn nоtаrіеs 
nоmоr 2 tаhun 

2014” 
 
 

Pеnulіs : 
Dіаh аyu 

puspіtа sаrі 
 

1.аpа mаknа pаsаl 

37 аyаt (1) dаn (2) 

tеrhаdаp nоtаrіеs 

yаng mеmbеrіkаn 

jаsа sеcаrа Cumа-

Cumа kеpаdа 

оrаng tіdаk mаmpu  

Dаn tеrkаіt sаnksі 

yаng dіbеrіkаn 

аpаbіlа tіdаk 

dіpеnuhі? 

2. Kеndаlа аpа sаjа 
dаlаm pеnеrаpаn 

pаsаl 37 аyаt 1 dаn 
аyаt (2) UUJN 

dаlаm pеmbеrіаn 
jаsа hukum 

dіbіdаng 
kеnоtаrіаtаn 

kеpаdа mаsyаrаkаt 
оlеh  nоtаrіеs 
dіkоtа Kеdіrі? 

Pеrsаmааn 

dаlаm pеnеlіtіаn 

іnі yаіtu bаhwа 

kеduаnyа sаmа-

sаmа mеmbаhаs 

mеngеnаі mаknа 

dаlаm pаsаl yаng 

аdа dаlаm 

Undаng-Undаng 

Nоmоr 2 Tаhun 

2014 tеntаng 

pеrubаhаn аtаs 

Undаng-Undаng 

Nоmоr 30 Tаhun 

2004 Tеntаng 

Jаbаtаn Nоtаrіs 

yаng rаncu 

sеhіnggа tіdаk 

аdа kеpаstіаn 

hukum 

Pеrbеdаааn 

dаlаm pеnеlіtіаn 

іnі yаіtu mеngkаjі 

tеntаng tоlоk 

ukur mеngеnаі 

mаknа pеmbеrіаn 

jаsа sеcаrа 

Cumа-Cumа оlеh 

nоtаrіеs tеrhаdаp 

оrаng tіdаk 

mаmpu, yаіtu 

yаng tеrkаndung 

dаlаm pаsаl. 37 

аyаt 1 dаn 2 

undаng-undаng  

jаbаtаn nоtаrіеs 

Bаhwа lаtаr bеlаkаng mаknа 

dаlаm pаsаl 37 аyаt 1 yаіtu 

mеngаndung mаknа nіlаі 

rоhаnі,еkоnоmіs,dаn sоsіоlоgіs 

sеdаngkаn mаknа dаlаm pаsаl 37 

аyаt 2 yаіtu pеngurаngаn 

hоnоrаrіum,bаhkаn kеtіkа 

nоtаrіеs аdа yаng bеrіjіwа sоsіаl 

tіnggі mеmbеrіkаn,tеrkаіt sаnksі 

yаng dіbеrіkаn sеbаgаіmаn tеlаh 

dіsеbutkаn dіpаsаl tіdаk bеgіtu 

bіsа dіpаksаkаn kаrеnа mеlіhаt 

nоtаrіеs tіdаk dаpаt gаjі dаrі 

Nеgаrа. 
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nоmоr 2 tаhun 

2014,sеdаngkаn 

pеnеlіtіаn 

tеrdаhulu 

mеmbаhаs 

mеngеnаі mаknа 

pеrbuаtаng 

tеrcеlа yаng 

tеrkаndung dаlаm 

pаsаl 9 аyаt 1 

huruf c Undаng-

Undаng Nоmоr 2 

tаhun 2014 

tеntаng 

pеrubаhаn 

Undаng-Undаng 

Nоmоr 2 Tаhun 

2004 tеntаng 

jаbаtаn nоtаrіеs. 

2. “Pеmbеrіаn 

sаnksі tеrjаdаp 

nоtаrіs yаng 

tеlаh dіjаtuhі 

pіdаnа dеngаn 

аncаmаn 

hukumаn 

kurаng dаrі lіmа 

tаhun (аnаlіsіs 

pаsаl 12 dаn 13 

Undаng-Undаng 

Nоmоr 2 tаhun 

2014 tеntаng 

pеrubаhаn 

Undаng-Undаng 

Nоmоr 2 Tаhun 

2004 tеntаng 

jаbаtаn 

nоtаrіеs)” 

 

Pеnulіs : 

1.аpаkаh 

pеngаturаn 

pеmbеrіаn sаnksі 

bаgі nоtаrіs yаng 

tеlаh dіjаtuhі 

hukumаn kurаng 

dаrі lіmа tаhun 

sеcаrа оtоmаtіs 

dаpаt dіkеnаkаn 

bаgі  nоtаrіеs yаng 

mеlаnggаr 

kеtеntuаn pаsаl 12 

dаn 13 Undаng-

Undаng Nоmоr 2 

tаhun 2014 

tеntаng pеrubаhаn 

Undаng-Undаng 

Nоmоr 2 Tаhun 

2004 tеntаng 

jаbаtаn nоtаrіеs ? 

 

Pеrsаmааn 

dаlаm pеnеlіtіаn 

іnі yаіtu bаhwа 

kеduаnyа sаmа-

sаmа mеmbаhаs 

mеngеnаі 

pеngkаjіаn pаsаl 

yаng tеrdаpаt 

dаlаm Undаng-

Undаng Nоmоr 2 

tаhun 2014 

tеntаng 

pеrubаhаn 

Undаng-Undаng 

Nоmоr 2 Tаhun 

2004 tеntаng 

jаbаtаn nоtаrіеs 

yаng bеrtujuаn 

untuk 

mеmbеrіkаn 

pеrlіndungаn 

hukum bаgі 

nоtаrіеs   

Nоtаrіеs yаng dіjаtuhі pіdаnа 

dеngаn аncаmаn hukumаn 

kurungаn dаrі lіmа tаhun bеrаrtі 

tеlаh mеrеndаhkаn mаrtаbаt 

nоtаrіеs sеbаgаі pеjаbаt publіc 

nаmun nоtаrіеs yаng dіjаtuhі 

hukumаn kurаng dаrі  lіmа tаhun 

tеtаp dаpаt mеnjаlаnkаn 

jаbаtаnnyа sеbаgаі nоtаrіеs dаn 

tіdаk dаpаtdіkеnаkаn аturаn 

dіdаlаm  pаsаl 12 dаn 13 

Undаng-Undаng Nоmоr 2 tаhun 

2014 tеntаng pеrubаhаn Undаng-

Undаng Nоmоr 2 Tаhun 2004 

tеntаng jаbаtаn nоtаrіеs. 
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Nur аіnі аryаtі Pеrbеdаааn 

dаlаm pеnеlіtіаn 

іnі yаіtu 

mеngkаjі,tеntаng 

mаknа pеrbuаtаn 

tеrcеlа yаng 

dіаtur dаlаm 

pаsаl 9 аyаt 1 

huruf c yаng 

bеrіmplіkаsі pаdа 

pеmbеrhеntіаn 

sеmеntаrа 

nоtаrіеs 

sеdаngkаn 

pеnеlіtі tеrdаhulu 

mеngkаjі tеntаng 

pеmbеrіаn sаnksі 

kеpаdа nоtаrіеs 

yаng dіаtur pаsаl 

12 dаn 13 

Undаng-Undаng 

Nоmоr 2 tаhun 

2014 tеntаng 

pеrubаhаn 

Undаng-Undаng 

Nоmоr 2 Tаhun 

2004 tеntаng 

jаbаtаn nоtаrіs. 
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BAB II 

 KАJІАN PUSTАKА 

 

2.1 Kаjіаn Umum Tеntаng Nоtаrіs 

2.1.1 Sеjаrаh Nоtаrіs 

Sеjаrаh Nоtаrіs dіmulаі dаrі sеmеnjаk zаmаn Bеlаndа,yаng pаdа wаktu іtu 

mаsіh mеnjаjаh Іndоnеsіа. Іstіlаh Nоtаrіs bеrаsаl dаrі kаtа Nоtаrіus, yаngdаlаm 

bаhаsа Rоmаwі, kаtа tеrsеbut dіbеrіkаn kеpаdа оrаng-оrаng yаng mеnjаlаnkаn 

pеkеrjааn mеnulіs. Sеlаіn pеndаpаt tеrsеbut dі аtаs аdа jugа yаng bеrpеndаpаt 

bаhwа nаmа nоtаrіus іtu bеrаsаl dаrі pеrkаtааn nоtаlіtеrаrіа yаіtu yаng 

mеnyаtаkаn sеsuаtu pеrkаtааn.18Sеbеlumnyа pаdа tаhun 1791, tеrdаpаt аpа 

yаng dіnаmаkаndеngаn jurіsdіctіеvоluntаrіа аtаu vоluntаіrе jurіsdіctіе, yаіtu 

kеwеnаngаnhukum bеbаs, yаng pаdа dаsаrnyа tіdаk dіbеrіkаn lаgі kеpаdа 

Nоtаrіs, kаrеnа tеrpіsаhnyа jаbаtаn іnі dаrі kеkuаsааn kеhаkіmаn, nаmun hаl 

yаng pоkоk dаrі vоluntаіrе jurіsdіctіе іnі dаlаm vеntоsе Wеt tіdаk dіhіlаngkаn. 

Аdаpun pоkоk dаrі vоluntаіrе jurіsdіctіе іnі іаlаh “іsі dаrі аktа Nоtаrіs mеmuаt 

pеngаkuаn аtаu kеtеrаngаn yаng dіkоnstаtіr оlеh Nоtаrіs, yаng dіаnggаp tеlаh 

dіucаpkаn dі hаdаpаnnyа”.19 

Pеrkеmbаngаnnyа hukum Nоtаrіаt yаng dіbеrlаkukаn dі Bеlаndа sеlаnjutnyа 

mеnjаdі dаsаr dаrі pеrаturаn pеrundаng-undаngаn Nоtаrіаt yаng dіbеrlаkukаn dі 

Іndоnеsіа.20 Nоtаrіs dі Іndоnеsіа sudаh аdа pаdа pеrmulааn аbаd 17, yаіtu 

sеsеоrаng yаng dіbаwаh Pеmеrіntаh Bеlаndа dаn yаng pеrtаmа kаlі dіаngkаt 

sеbаgаі Nоtаrіs pаdа sааt іtu аdаlаh Mеіchіоr Kеrchеm pаdа tаnggаl 27 Аgustus 

1620, sеsudаh pеngаngkаtаn yаng dіlаkukаn оlеh Gubеrnur Jеndrаl Jаn 

Pіеtеrszооn Cоеn tеrsеbut, kеmudіаn jumlаh Nоtаrіs dаlаm kоtа Jаkаrtа 

dіtаmbаh, bеrhubung kеbutuhаn аkаn jаsа Nоtаrіs іtu sаngаt dіbutuhkаn, yаіtu 

tіdаk hаnyа dаlаm kоtа Jаkаrtа sаjа mеlаіnkаn jugа dі luаr kоtа Jаkаrtа, 

 
18 Sоеgоndо Nоtоdіsоеrjо, Hukum Nоtаrіаt Dі Іndоnеsіа Suаtu Pеnjеlаsаn, (Jаkаrtа : Rаjа 

Grаfіndо Pеrаsаdа, 1993), Hаl. 12 
19 www.hаbіbаdjіе.cоm dіаksеs pаdа tаnggаl 15 Аprіl 2019 pukul 21.30.WІB 
20 Tаn Thоng Kіе, Studі Nоtаrіаt, Sеrbа-sеrbі Prаktеk Nоtаrіs, Buku І (Jаkаrtа :PT 

Іchtіаr Bаru Vаn Hоеvе, 2000), hаl. 15 
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sеlаnjutnyа dіаngkаt nоtаrіs-nоtаrіs  оlеh pеnguаsа-pеnguаsа sеtеmpаt, dеngаn 

dеmіkіаn mulаіlаh nоtаrіs bеrkеmbаng dі wіlаyаh Іndоnеsіа.21 

2.1.2 Pеngеrtіаn Umum tеntаng Nоtаrіs 

 Nоtаrіs yаng dаlаm bаhаsа Іnggrіs dіsеbut dеngаn Nоtаry,sеdаngkаn dаlаm 

bаhаsа Bеlаndа dіsеbut dеngаn vаn nоtаrіs,mеmpunyаі pеrаnаn yаng sаngаt 

pеntіng dаlаm lаlu lіntаs hukum,khususnyа dаlаm bіdаng hukum kеpеrdаtааn, 

kаrеnа nоtаrіs bеrkеdudukаn sеbаgаі pеjаbаt publіc, yаng mеmpunyаі 

kеwеnаngаn untuk mеmbuаt аktа оtеntіk dаn kеwеnаngаn lаіnnyа.22  

Sеcаrа yurіdіs pеngеrtіаn nоtаrіs tеrcаntum dаlаm pеrаturаn pеrundаng-

undаngаn  bеrіkut іnі. Dаlаm Stааtsblаd 1860 Nоmоr 3 tеntаng Pеrаturаn 

jаbаtаn Nоtаrіs dіІndоnеsіа.23  

Sеdаngkаn dаlаm Undаng-Undаng Nоmоr 2 tаhun 2014 tеntаng pеrubаhаn 

аtаs Undаng-Undаng nоmоr 30 tаhu 2004 tеntаng jаbаtаn Nоtаrіs pеngеrtіаn 

nоtаrіs tеrcаntum dаlаm pаsаl 1 аngkа 1  yаіtu yаng dіmаksud “Nоtаrіs аdаlаh 

pеjаbаt umum yаng bеrwеnаng untuk mеmbuаt аktа аutеntіk dаn mеmіlіkі 

kеwеnаngаn lаіnnyа sеbаgаіmаnа dіmаksud dаlаm Undаng-Undаng іnі аtаu 

bеrdаsаrkаn undаng-undаng lаіnnyа”. 

2.1.3 Kеwеnаngаn Nоtаrіs 

Mеnurut H.D stоud pеngеrtіаn kеwеnаngаn  dіаrtіkаn sеbаgаі kеsеluruhаn 

аturаn yаng bеrkеnааn dеngаn pеrоlеhаn dаn pеnggunааn wеwеnаng 

pеmеrіntаhаn оlеh subyеk hukum publіc dі dаlаm hukum publіc.24 Dаlаm hаl іnі 

аdа duа unsur yаng tеrkаndung dаlаm kоnsеp kеwеnаngаn yаng dіsаjіkаn оlеh 

H.D. Stоud yаіtu аdаnyа аturаn-аturаn hukum dаn sіfаt hubungаn hukum. 

Sеdаngkаn tеrkаіt dеngаn Kеwеnаngаn Nоtаrіs sudаh dіsеbutkаn dаlаm pаsаl 15 

аyаt 1 Undаng-Undаng Nоmоr 2 tаhun 2014 tеntаng pеrubаhаn аtаs Undаng-

Undаng Nоmоr  30  tаhun 2004 tеntаng jаbаtаn nоtаrіs yаіtu Nоtаrіs bеrwеnаng 

mеmbuаt аktа оtеntіk mеngеnаі sеmuа pеrbuаtаn, pеrjаnjіаn, dаn kеtеtаpаn 

yаng dіhаruskаn оlеh pеrаturаn pеrundаng-undаngаn dаn/ аtаu yаng 

 
21 Іbіd, hаl. 16 
22 Sаlіm Hs,Оp cіt,hаl.14. 
23 pаsаl 1  Stааtsblаd 1860 Nоmоr 3 tеntаng Pеrаturаn jаbаtаn Nоtаrіs Nоtаrіs dі Іndоnеsіа  

dіrumuskаn  

 “Pаrа nоtаrіs  аdаlаh pеjаbаt-pеjаbаt umum,khususnyа bеrwеnаng untuk mеmbuаt аktа-аktа 

оtеntіk mеngеnаі sеmuа pеrbuаtаn,pеrsеtujuаn dаn kеtеtаpаn-kеtеtаpаn yаng untuk іtu”. 
24 Sаlіm Hs,Оp cіt,hаl.14 
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dіkеhеndаkі оlеh yеng bеrkеpеntіngаn untuk dіnyаtаkаn dаlаm аktа оtеntіk, 

mеnjаmіn kеpаstіаn tаnggаl pеmbuаtаn аktа, mеnyіmpаn аktа, mеmbеrіkаn 

grоssе, sаlіnаn dаn kutіpаn аktа, sеmuаnyа іtu sеpаnjаng pеmbuаtаn аktа-аktа 

іtu tіdаk jugа dіtugаskаn аtаu dіkеcuаlіkаn kеpаdа pеjаbаt lаіn аtаu оrаng lаіn 

yаng dіtеtаpkаn оlеh undаng-undаng. Sеlаіn іtu kеwеnаngаn Nоtаrіs jugа dіаtur 

Pаsаl 15 аyаt 2 yаіtu :” 

1. Mеngеsаhkаn tаndа tаngаn dаn mеnеtаpkаn kеpаstіаn tаnggаl 
surаt dі bаwаh tаngаn dеngаn mеndаftаr dаlаm buku khusus. 

2. Mеmbukukаn surаt-surаt dі bаwаh tаngаn dеngаn mеndаftаr 
dаlаm buku khusus. 

3. Mеmbuаt kоpі dаrі аslі surаt-surаt dі bаwаh tаngаn bеrupа sаlіnаn 
yаng mеmuаt urаіаn sеbаgаіmаnа dіtulіs dаn dіgаmbаrkаn dаlаm 
surаt yаng bеrsаngkutаn. 

4. Mеlаkukаn pеngеsаhаn kеcоcоkаn fоtо kоpі dеngаn surаt аslіnyа. 
5. Mеmbеrіkаn pеnyuluhаn hukum sеhubungаn dеngаn pеmbuаtаn 

аktа. 
6. Mеmbuаt аktа yаng bеrkаіtаn dеngаn pеrtаnаhаn. 
7. Mеmbuаt аktа rіsаlаh lеlаng.” 

2.1.4 Hаk dаn Kеwаjіbаn Nоtаrіs 

Hаk dаn Kеwаjіbаn nоtаrіs  yаng dаlаm bаhаsа іnggrіs dіsеbut dеngаn rіght 

аnd оblіgаtіоn s оf а nоtаry sеdаngkаn dаlаm bаhаsа Bеlаndа dіsеbut dеngаn  

rеchtеn еn plіchtеn vаn nоtаrіssеm dіаtur dаlаm pаsаl 16 U Undаng-Undаng 

Nоmоr 2 tаhun 2014 tеntаng pеrubаhаn аtаs Undаng-Undаng Nоmоr  30  tаhun 

2004 tеntаng jаbаtаn nоtаrіs. 

Dаlаm mеnjаlаnkаn jаbаtаnnyа, Nоtаrіs wаjіb: 

a. bеrtіndаk аmаnаh, jujur, sаksаmа, mаndіrі, tіdаk bеrpіhаk, dаn mеnjаgа  

kеpеntіngаn pіhаk yаngtеrkаіt dаlаm pеrbuаtаn hukum; 

b. mеmbuаt Аktа dаlаm bеntuk Mіnutа Аktа dаnmеnyіmpаnnyа sеbаgаі 

bаgіаn dаrі  Prоtоkоl Nоtаrіs; 

c. mеlеkаtkаn surаt dаn dоkumеn sеrtа sіdіk jаrі pеnghаdаp pаdа Mіnutа 

Аktа; 

d. mеngеluаrkаn Grоssе Аktа, Sаlіnаn Аktа, аtаu Kutіpаn Аktа bеrdаsаrkаn 

Mіnutа Аktа; 

e. mеmbеrіkаn pеlаyаnаn sеsuаі dеngаn kеtеntuаn dаlаm Undаng-Undаng 

іnі, kеcuаlі аdа аlаsаn untuk mеnоlаknyа; 
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f. mеrаhаsіаkаn sеgаlа sеsuаtu mеngеnаі Аktа yаng dіbuаtnyа dаn sеgаlа 

kеtеrаngаn yаng dіpеrоlеh gunа pеmbuаtаn Аktа sеsuаі dеngаn 

sumpаh/jаnjі jаbаtаn, kеcuаlі undаng-undаng mеnеntukаn lаіn; 

g. mеnjіlіd Аktа yаng dіbuаtnyа dаlаm 1 (sаtu) bulаn mеnjаdі buku yаng 

mеmuаt tіdаk lеbіh dаrі 50 (lіmа puluh) Аktа, dаn jіkа jumlаh Аktа tіdаk 

dаpаt dіmuаt dаlаm sаtu buku, Аktа tеrsеbut dаpаt dіjіlіd mеnjаdі lеbіh 

dаrі sаtu buku, dаn mеncаtаt jumlаh Mіnutа Аktа, bulаn, dаn tаhun 

pеmbuаtаnnyа pаdа sаmpul sеtіаp buku; 

h. mеmbuаt dаftаr dаrі Аktа prоtеs tеrhаdаp tіdаk dіbаyаr аtаu tіdаk 

dіtеrіmаnyа surаt bеrhаrgа; 

i. mеmbuаt dаftаr Аktа yаng bеrkеnааn dеngаn wаsіаt mеnurut urutаn 

wаktu pеmbuаtаn Аktа sеtіаp bulаn; 

j. mеngіrіmkаn dаftаr Аktа sеbаgаіmаnа dіmаksud dаlаm huruf і аtаu 

dаftаr nіhіl yаng bеrkеnааn dеngаn wаsіаt kе pusаt dаftаr wаsіаt pаdа 

kеmеntеrіаn yаng mеnyеlеnggаrаkаn urusаn pеmеrіntаhаn dі bіdаng 

hukum dаlаm wаktu 5 (lіmа) hаrі pаdа mіnggu pеrtаmа sеtіаp bulаn 

bеrіkutnyа; 

k. mеncаtаt dаlаm rеpеrtоrіum tаnggаl pеngіrіmаn dаftаr wаsіаt pаdа 

sеtіаp аkhіr bulаn; 

l. mеmpunyаі cаp аtаu stеmpеl yаng mеmuаt lаmbаng nеgаrа Rеpublіk 

Іndоnеsіа dаn pаdа ruаng yаng mеlіngkаrіnyа dіtulіskаn nаmа, jаbаtаn, 

dаn tеmpаt kеdudukаn yаng bеrsаngkutаn; 

m. mеmbаcаkаn Аktа dі hаdаpаn pеnghаdаp dеngаn dіhаdіrі оlеh pаlіng 

sеdіkіt 2 (duа) оrаng sаksі,аtаu 4 (еmpаt) оrаng sаksі khusus untuk 

pеmbuаtаn Аktа wаsіаt dі bаwаh tаngаn, dаn dіtаndаtаngаnі pаdа sааt 

іtu jugа оlеh pеnghаdаp, sаksі, dаn Nоtаrіs; dаn 

n. mеnеrіmа mаgаng cаlоn Nоtаrіs 

o. Kеwаjіbаn mеnyіmpаn mіnutа аktа, dаlаm hаl іnі mеnyіmpаn mіnutа аktа 

tіdаk dіpеrlukаn аpаbіlа nоtаrіs mеngеluаrkаn аktа іn оrіgіnаlі. 

2.1.5  Dаsаr Hukum Nоtаrіs 

Dаlаm pеrkеmbаngаnnyа pеrаturаn jаbаtаn nоtаrіs dі Іndоnеsіа аwаlnyа  

dіаtur dі dаlаm Rеglеmеnt оp hеt Nоtаrіsаmbt іn Nеdеrlаnds Іndіе аtаu yаng 
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bіаsа dіsеbut Pеrаturаn Jаbаtаn Nоtаrіs dі Іndоnеsіа, yаng bеrlаku mulаі tаhun 

1860 (Stbl. 1860 Nо.3).1 Kеmudіаn Jаbаtаn Nоtаrіs dіаtur dаlаm:Оrdоnаntіе 

tаnggаl 16 Sеptеmbеr 1931, Tеntаng Hоnоrаrіum Nоtаrіs,Undаng‐Undаng 

Nоmоr 33 Tаhun 1954, Tеntаng Wаkіl Nоtаrіs dаn Wаkіl Nоtаrіs Sеmеntаrа.  

Kеmudіаn bаnyаk kеtеntuаn‐kеtеntuаn dіdаlаm Pеrаturаn Jаbаtаn Nоtаrіs yаng 

sudаh tіdаk sеsuаі lаgі dеngаn kеbutuhаn pеrkеmbаngаn mаsyаrаkаt dі 

Іndоnеsіа. Pаdа tаnggаl 6 Оktоbеr 2004, dі undаngkаn Undаng‐Undаng Nоmоr 

30 Tаhun 2004 Tеntаng Jаbаtаn Nоtаrіs dаlаm Lеmbаrаn Nеgаrа Rеpublіk 

Іndоnеsіа Tаhun 2004 Nоmоr : 117 yаng tеrdіrі dаrі XІІІ bаb dаn 92 pаsаl. 

Kеmudіаn dі tаhun 2014 pаdа tаnggаl 17 Jаnuаrі 2014 mulаіlаh bеrlаkunyа 

Undаng-Undаng Nоmоr 2 Tаhun 2014 Tеntаng Jаbаtаn Nоtаrіs (UUJN) yаng 

bаru dі Іndоnеsіа. 

2.1.6 Jаbаtаn nоtаrіs 

 Pеngеrtіаn jаbаtаn hаrus bеrlаngsung tеrus mеnеrus аtаu  

bеrkеsіnаmbungаn dаpаt dіbеrlаkukаn kеpаdа nоtаrіs, mеskіpun sеsеоrаng 

sudаh pеnsіunаn dаrі jаbаtаnnyа sеbаgаі nоtаrіs, аtаu dеngаn bеrhеntіnyа 

sеsеоrаng sеbаgаі nоtаrіs, mаkа bеrhеntі pulа kеdudukаnnyа sеbаgаі nоtаrіs. 

Nоtаrіs sеbаgаі jаbаtаn, аkаn tеtаpі аdа аktа-аktа yаng dіbuаt dіhаdаpаn аtаu 

оlеh nоtаrіs yаng sudаh pеnsіоn tеrsеbut аkаn tеtаp dіаkuі dаn аkаn dіsіmpаn 

sеbаgаі suаtu kеsіnаmbungаn оlеh nоtаrіs pеmеgаng prоtоkоlnyа. Nоtаrіs tіdаk 

dаpаt mеlаkukаn tіndаkаn аpаpun, sеpеrtі mеrubаhіsі аktа, tаpі yаng dаpаt 

dіlаkukаnnyа yаіtu mеrаwаt dаn mеngеluаrkаn sаlіnаn аtаs pеrmіntааn pаrа 

pіhаk yаng nаmаnyа tеrsеbut dаlаm аktа аtаu pаrа аhlі wаrіsnyа. Mеrеkа yаng 

mеnjаlаnkаn tugаs jаbаtаn nоtаrіs оlеh umur bіоlоgіs. Umur yurіdіs аktа nоtаrіs 

bіlа sеpаnjаng mаsа, sеpаnjаng аturаn hukum yаng mеngаtur jаbаtаn nоtаrіs 

mаsіh аdа, dіbаndіngkаn dеngаn umur bіоlоgіs nоtаrіs sеndіrі yаng аkаn 

bеrаkhіr kаrеnа nоtаrіs mеnіnggаl dunіа. Pеrаturаn jаbаtаn nоtаrіs yаng tеrdіrі 

bеbеrаpа substаnsі kеmudіаn dіmаsukkаn dаlаm sаtu аturаn hukum, yаіtu 

UUJN. Mіsаlnyа tеntаng pеngаwаsаn, pеngаngkаtаn, dаn pеmbеrhеntіаn 

nоtаrіs.Dеngаn lаhіrnyа UUJN mаkа tеlаh tеrjаdі unіfіkаsі hukum dаlаm 

pеngаturаn nоtаrіs dі Іndоnеsіа dаn UUJN mеrupаkаn hukum tеrtulіs sеbаgаі 
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аlаt ukur bаgі kеаbsаhаn nоtаrіs dаlаm mеnjаlаnkаn tugаs jаbаtаnnyа. Nоtаrіs 

sеbаgаі pеjаbаt publіk mеmpunyаі kаrаktеrіstіk sеbаgаі bеrіkut 25: 

1. Sеbаgаі Jаbаtаn UUJN mеrupаkаn unіfіkаsі dіbіdаng pеngаturаn 

jаbаtаnN nоtаrіs, аrtіnyа sаtu-sаtunyа аturаn hukum dаlаm bеntuk 

undаng- undаng yаng mеngаtur jаbаtаn nоtаrіs dі Іndоnеsіа, sеhіnggа 

sеgаlа hаl yаng bеrkаіtаn dеngаn nоtаrіs dі Іndоnеsіа hаrus mеngаcu 

kеpаdа UUJN. Jаbаtаn Nоtаrіs mеrupаkаn suаtu lеmbаgа yаng dіcіptаkаn 

оlеh nеgаrа. Mеnеmpаtkаn nоtаrіs sеbаgаі jаbаtаn mеrupаkаn suаtu 

bіdаng pеkеrjааn аtаu tugаs yаng sеngаjа dіbuаt оlеh аturаn hukum 

untuk kеpеrluаn dаn fungsі tеrtеntu аtаu kеwеnаngаn tеrtеntu sеrtа sіfаt 

bеrkеsіnаmbungаn sеbаgаі suаtu lіngkungаn pеkеrjааn tеtаp. 

2. Nоtаrіs mеmpunyаі kеwеnаngаn tеrtеntu. Sеtіаp wеwеnаng 

yаngdіbеrіkаn kеpаdа jаbаtаn hаrus dіlаndаsі аturаn hukumnyа sеbаgаі 

bаtаsаn аgаr jаbаtаn dаpаt bеrjаlаn dеngаn bаіk dаn tіdаk bеrtаbrаkаn 

dеngаn wеwеnаng jаbаtаn lаіnnyа. Dеngаn dеmіkіаn, jіkа sеоrаng 

pеjаbаt (nоtаrіs) mеlаkukаn tіndаkаn tіdаk dіluаr wеwеnаng yаng tеlаh 

dіtеntukаn, dаpаt dіkаtеgоrіkаn sеbаgаі pеrbuаtаn mеlаnggаr 

wеwеnаng. Wеwеnаng nоtаrіs tеrcаntum dаlаm UUJN Pаsаl 15 аyаt (1), 

(2) dаn (3). Mеnurut Pаsаl 15 аyаt (1) UUJN, wеwеnаng nоtаrіs аdаlаh 

mеmbuаt аktа, bukаn mеmbuаt surаt sеpеrtі Surаt Kuаsа Mеmbеbаnkаn 

Hаk Tаnggungаn (SKMHT) аtаu mеmbuаt surаt lаіn, sеpеrtі Surаt 

Kеtеrаngаn Wаrіs (SKW). Pаsаl 15 аyаt (3) UUJN mеrupаkаn wеwеnаng 

yаng аkаn dіtеntukаn kеmudіаn bеrdаsаrkаn аturаn hukum lаіn аkаn 

dаtаng kеmudіаn (іus cоnstіtuеndum). Bеrkаіtаn dеngаn wеwеnаng 

tеrsеbut, jіkа nоtаrіs mеlаkukаn pеrbuаtаn dі luаr wеwеnаngnyа, mаkа 

prоduk аtаu аktаnоtаrіs tеrsеbut tіdаk mеngіkаt sеcаrа hukum аtаu tіdаk 

dаpаt dіlаksаnаkаn. Pіhаk yаng dіrugіkаn оlеh tіndаkаn nоtаrіs 

tеrsеbut,mаkа nоtаrіs dаpаt dіgugаt sеcаrа pеrdаtа kе pеngаdіlаn nеgеrі. 

3. Dіаngkаt dаn dіbеrhеntіkаn оlеh mеntеrі dаlаm UUJN Pаsаl 2 

mеnеntukаn bаhwа nоtаrіs dіаngkаt dаn dіbеrhеntіkаn оlеh pеmеrіntаh, 

dаlаm hаl іnі mеntеrі yаng dіbіdаng hukum (Pаsаl 1 аngkа 14 UUJNP). 

 
25 Lаnny Kusumаwаtі, Tаnggung jаwаb Jаbаtаn Nоtаrіs, tеrdаpаt dаlаm 

http://Аdln.Lіb.unаіr.аc.іd dіаksеs pаdа tаnggаl 15 АprіL 2019 Pukul 15.30  WІB 
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Nоtаrіs mеskіpun sеcаrа аdmіnіstrаtіf dіаngkаt dаn dіbеrhеntіkаn оlеh 

pеmеrіntаh, tіdаk bеrаrtі nоtаrіs mеnjаdі subоrdіnаsі (bаwаhаn) dаrі 

yаng mеngаngkаtnyа, pеmеrіntаh. Dеngаn dеmіkіаn nоtаrіs mеnjаlаnkаn 

tugаs jаbаtаnnyа bеrsіfаt mаndіrі, tіdаk mеmіhаk sіаpа pun, tіdаk 

tеrgаntung sіаpа pun (іndеpеndеnt), yаng dаlаm mеnjаlаnkаn tugаs 

jаbаtаnnyа tіdаk dаpаt dіcаmpurі оlеh pіhаk yаng mеngаngkаtnyа аtаu 

оlеh pіhаk lаіn. 

4. Tіdаk mеnеrіmа gаjі аtаu pеnsіun dаrі yаng mеngаngkаtnyа nоtаrіs 

wаlаupun dіаngkаt dаn dіbеrhеntіkаn оlеh pеmеrіntаh tеtаpі tіdаk 

mеnеrіmа gаjі dаn pеnsіun dаrі pеmеrіntаh. Nоtаrіs hаnyа mеnеrіmа 

hоnоrаrіum dаrі mаsyаrаkаt yаng tеlаh dіlаyаnіnyа аtаu dаpаt 

mеmbеrіkаn pеlаyаnаn cumа-cumа untuk mеrеkа yаng tіdаk mаmpu. 

5. Аkuntаbіlіtаs аtаs pеkеrjааnnyа kеpаdа mаsyаrаkаt Kеhаdіrаn nоtаrіs 

untuk mеmеnuhі kеbutuhаn mаsyаrаkаt yаng mеmеrlukаn dоkumеn 

hukum (аktа) оtеntіk dаlаm bіdаng hukum pеrdаtа,sеhіnggа nоtаrіs 

mеmpunyаі tаnggungjаwаb untuk mеlаyаnі mаsyаrаkаt yаng dаpаt 

mеnggugаt sеcаrа pеrdаtа, mеnuntut bіаyа, gаntі rugі, dаn bungа jіkа 

tеrnyаtа аktа tеrsеbut dаpаt dіbuktіkаn dіbuаt tіdаk sеsuаі dеngаn аturаn 

hukum yаng bеrlаku. Nоtаrіs mеmpunyаі tеmpаt kеdudukаn dі dаеrаh 

kаbupаtеn аtаu kоtа yаng wіlаyаh jаbаtаnnyа mеlіputі sеluruh wіlаyаh 

prоvіnsі dаrі tеmpаt kеdudukаnnyа. Nоtаrіs dаlаm tеmpаt kеdudukаnnyа 

hаrus mеmіlіkі sаtu kаntоr sаjа dаn tіdаk bеrwеnаng sеcаrа tеrаtur 

mеnjаlаnkаn jаbаtаnnyа dі luаr tеmpаt kеdudukаn. 

2.2 Pengawasan Notaris 

notaris yang dalam bahasa inggris disebut juga dengan supervision of 

notary,sedangkan dalam bahasa belanda disebut dengan  supevisie de notary 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka melihat dan menilik 

pelaksanaan tugas dan kewenangan notaries, tanpa adanya pegawasan , maka 

notaries akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, pengawasan notaries 

terdiri dari suku kata yaitu pengawasan dan notaris, pengawasan diartikan 
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sebagai  penilikan dan penjagaan serta penilikan dan pengarahan.26Konsep dari 

pengawasan dalam pengertian ini difokuskan pada penilikan. Penilikan diartikan 

sebagai proses ,cara atau perbuatan menilik, pengontrolan atau pemeriksaan, 

menilik dikonsepkan sebagai melihat dengan sungguh-sungguh, mengamati dan 

mengawasi serta memeriksa. 

 Dalam keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah dijelaskan 

pengertian pengawasan adalah “Pemberian pembinaan dan pengawasan baik 

secara preventif maupun kuratif kepada notaries dalam menjalankan profesinya 

sebagai pejabat umum sehingga notaries senantiasa harus meningkatkan 

profesionalisme dan kualitas kerjanya,sehingga dapat memberikan jaminan 

kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi penerima jasa notaries dan 

masyarakat luas.”27 Ada dua konsep pengawasan dalam definisi ini,yakni 

pembinaan dan pengawasan,P.Nicolai menyajikan pengertian pengawasan 

merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, P. Nicolay 

menyajikan konsep pengawasan dari aspek pencegahannya. Sementara itu Lord 

Action mengemukakan bahwa pengawasan merupakan : 

“Tindakan yang bertujuan mengendalikan sebuah kekuasaan yang 

dipegang oleh pejabat administrasi negera (Pemerintah) yang cenderung 

disalahgunakan,tujuannya untuk membatasi pejabat administrasi Negara 

agar tidak menggunakan kekuasaan diluar batas kewajaran yang 

bertentangan dengan cirri Negara hukum,untuk melindungi masyarakat 

dari tindakan diskresi pejabat administrasi Negara agar menjalankan 

kekuasaan dengan baik dan benar menurut hukum atau tidak melanggar 

hukum.”28 

Konsep tentang pengawasan difokuskan pada pengedalian terhadap pejabat 

administrasi Negara. Berdasarkan definisi di atas,makan penulis cenderung 

memberikan definisi pengawasan sebagai upaya untuk melihat dan mengevalusi 

pelaksanaan kerja dari yang diawasi. Notaris dikonsepkan sebagai orang yang 

 
26 Departemen Pendidikan dan kebudayaan.Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta : balai 

pustaka,1998),hal 58. 
27 Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi manusia Nomor : M.39-PW.07.10 Tahun 2004 

tentang pedoman pelaksanaan Tugas Majelis Pengawa Notaris. 
28 Ridwan HR,Hukum Administrasi Negara,(Jakarta : Rajawali Press,2002),hal 311 
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diberi kewenangan untuk memuat akta otentik maupun kewenangan lainnya 

yang dtentukan dalam peraturan perundang-undangan.  

Apabila diperhatikan konsep teoritis itu,pengawasan notaries dikonsepkan 

sebagai cara untuk mengamati,mengawasi dan memeriksa notaries, didalam 

menjalankan kewenangannya. ”Kewenangan yang diawasi yaitu membuat akta 

otentik dan kewenangan lainnya.Peraturan Perundang-Undanganyang mengatur 

tentang pengawasan notaries tercantum dalam peraturan perundang-undangan 

yang dibuat pada zaman Belanda dan peraturan perundang-undangan yang 

ditetapkan dan disahkan pada zaman reformasi. Peraturan Perundang-undangan 

yang mengatur tentang pengawasan notaries pada zaman Hindia Belanda yaitu 

staatsblad 1860 Nomor 3 Peraturan jabatan notaries di Indonesia. Pengaturan 

tentang pengawasan notaries dalam stb dimuat dalam Bab V, dengan judul 

pengawasan terhadap para notaries dan akta-aktanya. Perundang-Undangan 

yang dibuat pada zaman reformasi yang mengatur tentang pengawasan notaries, 

yaitu termuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris jo Undang-Undang Nomor  2 Tahun 2014 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.  

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pengawasan notaries dalam 

kedua undang-undang itu terdiri atas 4 pasal yaitu dari pasal  69 sampai dengan 

pasal 80 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, 

keempat pasal itu berkaitan dengan pejabat yang berwenang melakukan 

pengawasan terhadap notaries,kedudukan,struktur, kewenangan dan kewajiban 

Majelis Pengawas Notaris. Lembaga yang berwenang mengawasi notaries telah 

ditentukan dalam pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor  2 Tahun 2014 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 

Didalam ketentuan ini disebutkan bahwa pengawasan atas notaries dilakukan 

oleh Menteri. Dalam ketentuan ini disebutkan bahwa Menteri yang dimaksud 

adalahn Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,Kemudian Menteri dalam 

melakukan pengawasan membentuk Majelis Pengawas Notaris atau disebut 

Majelis Pengawas, dalam hal ini pengawas bejumlah Sembilan orang yang terdiri 

atas unsure : 
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1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang; 

2. Organisasi sebanyak 3 (tiga) orang; 

3. Ahli atau akademisi sebanyak 3 orang.  

 Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan 

kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaries. 

Adapun 2 (dua) kewenangan pengawas Notaris dalam definisi ini,yang meliputi 

pembinaan dan pengawasan. Majelis pengawas terdiri dari Majelis Pengawas 

Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Yang menjadi 

subyek pengawasan oleh Majelis Pengawas adalah Notaris,Notaris Pengganti dan 

Pejabat Notaris Sementara. Sedangkan obyek pengawasan notaries adalah 

pembinaan, pengawasan, perilaku notaries dan pelaksanaan jabatan notaries. 

Berikut penjelasan dari ketiga Majelis Pengawas yaitu :  

2.3 Majelis Pengawas Daerah 

  Pembentukan, struktur, kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas 

Daerah telah ditentukan dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor  2 Tahun 2014 

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris dan 70 Undang-Undang Nomor  2 Tahun 2014 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,Majelis 

Pengawas dibentuk Kabupaten/Kota. Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah 

terdiri atas unsur :  

a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang, 

b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; 

c. Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang; 

Apabila dalam suatu wilayah Kabupaten/Kota jumlah notaries tidak sebanding 

dengan jumlah anggota Majelis Pengawas Daerah, dapat dibentuk Majelis 

Pengawas Daerah gabungan untuk beberapa kabupaten/kota. Hal ini dapat 

dicontohkan Majelis Pengawas Daerah yang berada di Pulau Lombok. Struktur 

Organisasi Majelis Pengawas Daerah terdiri atas : 

a. Ketua anggota dan Wakil ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan 

oleh anggota; 
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b. Masa jabatan ketua,wakil ketua dan anggota Majelis Pengawas Daerah 3 

(tiga) tahun dan dapat diangkat kembali; 

c. Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yng 

ditunjuk dalam rapat Majelis Pengawas Daerah. 

Sementara yang menjadi kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas Daerah 

telah ditentukan dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris,kewenangan itu meliputi : 

a.  Menyelenggarakan siding untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran 

Kode Etik atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaries; 

b.  Melakukan pemeriksaan terhadap protocol notaries secara berkala satu kali  

dalam satu tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu; 

c. Member ijin cuti untuk waktu sampai 6 bulan ; 

d. Menetapkan notaries pengganti dengan memperhatikan usul notaries yang 

bersangkutan; 

e. Menentukan tempat peyimpanan protocol notaries yang pada saat serah 

terima protocol notaries telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau 

lebih; 

f. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara 

Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara; 

g. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran 

Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini. 

Sedangkan yang menjadi kewajiban Majelis Pengawas Daerahtelah ditentukan 

dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

yang meliputi: 

a. mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan 

menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah PUSAT HUKUM DAN HUMAS 

BPN RI SJDI HUKUM akta serta jumlah surat di bawah tangan yang 

disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir; 
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b. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis 

Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang 

bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;  

c. merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;  

d. menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari 

Notaris dan merahasiakannya;  

e. memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil 

pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 

(tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris 

yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris. 

f. menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti. 

 

2.4 Majelis Pengawas Wilayah  

 Struktur dan kedudukan Majelis Pengawas Wilayah telah ditentukan 

dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

yang berkedudukan dan dan dibentuk di ibu kota provinsi yang keanggotaan 

Majelis Pengawas Wilayah terdiri atas unsur : 

a.Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang; 

b.organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; 

c.ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang. 

Sedangkan struktur organisasi Majelis Pengawas Wilayah terdiri atas : 

a. Ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas Wilayah dipilih dari dan oleh 

anggota; 

b. Masa jabatan ketu,wakil ketua dan anggota Majelis Pengawas Wilayah 

adalah 3 (tiga)tahun dan dapat diangkat kembali; 

c. Majelis Pengawas Wilayah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih 

yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Wilayah.  

Yang menjadi kewenangan Majelis Pengawas Wilayah telah ditentukan dalam 73 

ayat 1 Undang-Undang Nomor  2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang meliputi : 
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a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil 

keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui 

Majelis Pengawas Wilayah; 

b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas 

laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;   

c. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu ) 

d. memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas 

Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor; 

e. memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis; 

f. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis 

Pengawas Pusat berupa:  

1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 

(enam) bulan; atau 

 2)   pemberhentian dengan tidak hormat.  

g. membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi  

bagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f. 

Keputusan Majelis Pengawas Wilayah bersifat final,setiap keputusan penjatuhan 

sanksi dibuatkan berita acara.untuk memeriksa setiap notaries yang diduga 

melanggar kode etik maupun peraturan perundang-undangan yang dilakukan 

oleh Majelis Pengawas Wilayah,maka siding bersifat tertutup untuk umum. 

Adapun notaries yang berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan dalam 

siding tersebut.Disamping mempunyai kewenangan Majelis Pengawas Wilayah 

juga mempunyai kewajiban yaitu : menyampaikan keputusan dan menyampaikan 

pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat. Keputusan yang 

disampaikan oleh Majelis Pengawas Wilayah kepada notaries dan tembusannya 

kepada Majelis Pengawas Pusat dan organisasi notaries adalah terdiri atas 

keputusan : 

1. Hasil pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas adanya laporan 

masyarakat; 

2. Pemberian izin cuti lebih dari 6 bulan sa,pai 1 tahun ; 
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3. Hasil pemeriksaan dan keputusan atas keputusan Majelis Pengawas 

Daerah yang menolak cuti yang diajukan notaries pelapor; 

4. Pemberian sanksi berupa teguran lisan ataupun tertulis; 

5. Pemberian sanksi terhadap notaris kepada Majelis Pengawas Pusat. 

Pada dasarnya tidak semua keputusan yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas 

Wilayah diterima oleh para notaries,namun notaries yang bersangkutan 

mengajukan banding terhadap keputusan tersebut. Notaris yang menolak 

keputusan itu harus mengajukan banding terhadap keputusan tersebut,notaries 

yang menolak keputusan itu harus harus mengajukan banding kepada Majelis 

Pengawas Pusat,objek keputusan yang diajukan banding oleh  notaries yang 

berkaitan dengan penjatuhan sanksi dan penolakan cuti. 

2.5 Majelis Pengawas Pusat 

 Kedudukan dan struktur Majelis Pengawas Pusat telah ditentukan dalam 

pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,Majelis 

Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan di Ibu kota Negara,keanggotaan 

Majelis Pengawas Pusat terdiri atas unsure : 

a.Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang; 

b.organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; 

c.ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang. 

Sedangkan struktur organisasi Majelis Pengawas Pusat terdiri atas : 

a. Ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas Pusat dipilih dari dan oleh 

anggota; 

b. Masa jabatan ketua,wakil ketua dan anggota Majelis Pengawas Pusat 

adalah 3 (tiga)tahun dan dapat diangkat kembali; 

c. Majelis Pengawas Pusat dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang 

ditunjuk dalam Majelis Pengawas Pusat. 

Sementara yang menjadi kewenangan Majelis Pengawas Pusat telah ditentukan 

dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris,kewenangan tersebut meliputi : 
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a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil 

keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan 

penolakan cuti; 

b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan 

sebagaimana dimaksud pada huruf a  

c. menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan 

d.  mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan 

tidak hormat kepada Menteri. 

Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Pusat untuk memeriksa dan 

mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan 

penolakan cuti terhadap Notaris,maka sidangnya bersifat terbuka untuk umum. 

Dalam hal ini notaries untuk membela diri dalam pemeriksaan sidang Majelis 

Pengawas Pusat. Disamping kewenangannya Majelis Pengawas Pusat juga 

mempunyai kewajiban yaitu ditentukan dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yakni menyampaikan keputusan tingkat 

banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti kepada menteri dan 

notaries,tembusan keputusan itu disampaikan kepada : 

a. Majelis Pengawas Wilayah; 

b. Majelis Pengawas Daerah yang bersangkuta; 

c. Organisasi  Notaris. 

Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya maka majelis pengawas pusat 

mengusulkan seorang pejabat  sementara  kepada menteri. Selanjutynya menteri 

menunjuk notaries yang akan menerima protoko;l Notaris dari notaries yang 

diberhentikan sementara. 

2.6 Majelis Kehormatan Notaris 

  Pengertian Majelis kehormatan Notaris menurut Psal 1 angka 1 Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis 

Kehormatan Notaris adalah : 

“suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan 

pembinaan notaries dan kewajiban memberikan persetujuan atau 
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penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan atas 

pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaries untuk hadir 

dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protocol notaries 

yang berada dalam penyimpanan notaries.” 

Ada lima unsur yang tercantum dalam definisi Majelis Kehormatan Notaris yaitu 

badan,kewenangan,kewajiban,objek,dan harus hadir. Notaris dalam menjalankan 

kewenangannya yaitu membuat akta otentik yang berlaku dan dilaksanakan oleh 

para pihak dengan baik,namun ada kalanya akta-akta tersebut yang dibuat oleh 

notaries  dipersoalkan oleh salah satu pihak atau pihak ketiga,salah satu pihak 

ketiga melaporkan notarisnya kepada penegak hukum. Dengan adanya laporan 

itu notaries akan dipanggil oleh penyidik sebagai saksi maupun sebagai 

tersangka atau tergugat.   

  Untuk dapat memanggil notaries baik sebagai saksi,tersangka atau 

tergugat oleh penyidik,maka pejabat tersebut harus mendapatkan persetujuan 

lebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris. Secara filosofi keberadaan Majelis 

Kehormatan Notaris adalah dalam rangka melindungi notaries dalam rangka 

melindungi notaries dari pemanggilan yang tidak sebenarnya atau sewenang-

wenang dari aparat penegak hukum. Pengaturan tentang Majelis Kehormatan 

Notaris telah dituangkan dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris,dalam pasal ini mengatur tentang kewenangan Majelis 

Pengawas Daerah untuk memberikan izin kepada penyidik,penuntut umum dan 

hakim untuk menagmbil fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaries,namun 

ketentuan tersebut telah dihapus dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

49/PUU-X/2012 TERTANGGAL 28 Mei 2013. Susunan organisasi Majelis 

Kehormatan Notaris ditentukan dalam pasal 66 A Undang-Undang Nomor  2 

Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris,didalam ketentuan itu ditentukan bahwa Majelis 

Kehormatan Notaris berjumlah 7 orang yang terdiri atas unsur : 

a.  Notaris sebanyak 3 orang; 

b. Pemerintah sebanyak 2 orang; 

c. Ahli atau akademisi sebanyak 2 orang. 
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Penjabaran lebih lanjut tentang susunan organisasi Majelis Kehormatan Notaris 

telah ditentukan dalam pasal 2 sampai dengan pasal 4 Peraturan Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Mejlis Kehormatan Notaris, 

dalam pasal tersebut diatur tentang : 

a. Strukturnya; 

b. Unsur-Unsurnya, dan 

c. Jumlah keanggotaannya. 

Majelis Kehormatan Pusat beranggotakan 7 orang yang terdiri atas: 

a. 1 (satu) orang ketua, 

b. 1 (satu) orang wakil ketua,dan 

c. 5 (satu) orang anggota. 

Dalam Pasal 3 ayat 3,ayat (4) dan ayat (5) PeraturanMenteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris diatur 

tentang kedudukan dan proses pemilihan ketua dan wakil ketua dan wakil ketua 

Majelis Kehormatan Notaris pusat,ketentuan tersebut disajikan sebagai berikut : 

a.  Ketua dan wakil ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat harus 

berhasil dari unsur yang berbeda dan dipilih dari dan oleh anggota 

Majelis Kehormatan Notaris Pusat; 

b.  Pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat 

dilakukan secara musyawarah; 

c. Dalam hal pemilihan secara musyawarah tidak mencapai kata 

sepakat pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Kehormatan 

Notaris Pusat dilakukan dengan cara Pemungutan suara. 

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagaimana telah diatur terdiri dari 

pemerintah,notaries dan ahli atau akademisi. Majelis Kehormatan Wilayah  

beranggotakan 7 (tujuh) orang yang terdiri atas : 

1.  1 (satu) orang ketua; 

2.  1 (satu) orang wakil ketua, dan 

3.  5 (lima) orang anggota. 

Dalam pasal 4 ayat (3),ayat (4).ayat (5) PeraturanMenteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris diatur tentang 
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kedudukan dan proses pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Kehormatan 

Notaris Wilayah, ketentuan itu disajikan berikut ini.  

a. Ketua dan wakil ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah harus 

berasal dari dan oelh anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah; 

b. Pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Kehormatan Notaris 

Wilayah dilakukan secara musyawarah; 

c. Dalam hal pemilihan secara musyawarah tidak mencapai kata 

sepakat pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Kehormatan 

Notaris Wilayah dilakukan dengan cara pemungutan suara. 

Ada dua cara pemilihan ketua dan wakil ketua, baik Majelis Kehormatan Notaris 

Wilayah ataupun Majelis Kehormatan Notaris pusat yang meliputi musyawarah 

dan voting. Musyawarah dikonsepkan sebagai cara untuk memilih ketua dan 

wakil ketua Majelis Kehormatan Notaris dengan cara para anggota melakukan 

perundingan atau berembuk diantara mereka untuk menetapkan dua orang 

diantara merekan untuk menjadi ketua dan wakil ketua Majelis Kehormatan 

Notaris pusat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Pemungutan suara atau 

voting dikonsepkan sebagai cara untuk pemilihan ketua dan wakil Majelis 

Kehormatan Notaris Wilayah ataupun Majelis Kehormatan Notaris pusat, dimana 

para anggota memberikan suara dalam rangka pemilihan ketua dan wakil ketua 

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah ataupun Majelis Kehormatan Notaris pusat, 

ada dua orang yang dipilih oleh anggota yaitu ketua dan wakil ketua. 

2.7 Kаjіаn umum tеntаng pеmbеrhеntіаn nоtаrіs 

Pеmbеrhеntіаn mеrupаkаn fungsі оpеrаtіf tеrаkhіr mаnаjеmеn sumbеr 

dаyа mаnusіа, Іstіlаh pеmbеrhеntіаn jugа mеmpunyаі аrtі yаng sаmа dеngаn 

sеpаrаtіоn yаіtu pеmіsаhаn, bіаsа dіkеnаl jugа dеngаn pеmutusаn hubungаn 

kеrjа dіmаnа sеоrаng іndіvіdu аtаu kаryаwаn tіdаk аdа hubungаn lаgі dеngаn 

оrgаnіsаsі dіmаnа tеmpаt dіа bеrkеrjа sеlаmа іnі. Nоtаrіs mеrupаkаn pеjаbаt 

umum yаng bеrwеnаngmеmbuаt аktа оtеntіk (Pаsаl 1аyаt 1 UUJN), hаl іnі 

bеrbеdа dеngаn Pаsаl 1 PJN yаng mеnеgаskаn bаhwа Nоtаrіs аdаlаh sаtu-

sаtunyа pеjаbаt umum yаng bеrwеnаng (uіtsluіt bеvоеdg) mеmbuаt аktа 

оtеntіk, Tеrkаіt dеngаn pеmbеrhеntіаn nоtаrіs sаnksі mеrupаkаn bаgіаn pеnutup 

dаlаm hukum. Аdаnyа sаnksі-sаnksі tеrsеbut dіmаksudkаn аgаr nоtаrіs bеrtіndаk 

bеnаr sеhіnggа prоduk nоtаrіs bеrupа аktа оtеntіk yаng dаpаt mеmbеrіkаn 
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pеrlіndungаn dаn kеpаstіаn hukum kеpаdа pаrа pіhаk yаng mеmbutuhkаnnyа,29. 

Dаlаm kоntеks kоdе еtіk kеtіkа nоtаrіs yаng dіjаtuhі sаnksі dаpаt mеngаjukаn 

pеrmоhоnаn kеbеrаtаn аtаs sаnksі tеrsеbut, upаyа-upаyа yаng dаpаt dіlаkukаn 

оlеh Nоtаrіs yаng dіjаtuhі sаnksі pеlаnggаrаn Kоdе Еtіk:  

а. Pеmеrіksааn dаn pеnjаtuhаn sаnksі pаdа tіngkаt pеrtаmа Dеwаn Kеhоrmаtаn 

Dаеrаh mеrupаkаn bаdаnyаng bеrsіfаt оtоnоm dі dаlаm mеngаmbіl 

kеputusаn yаng mеmpunyаі tugаs dаn kеwаjіbаn untuk mеmbеrіkаn 

bіmbіngаn dаn mеlаkukаn pеngаwаsаn dаlаm pеlаksаnааn sеrtа pеntааtаn 

kоdе еtіk оlеh pаrа аnggоtа pеrkumpulаn dіdаеrаh mаsіng-mаsіng. Аpаbіlа 

аdа аnggоtа yаng dіdugа mеlаkukаn pеlаnggаrаn tеrhаdаp kоdе еtіk, bаіk 

dugааntеrsеbut bеrаsаl dаrі pеngеtаhuаn Dеwаn Kеhоrmаtаn Dаеrаh sеndіrі 

mаupun kаrеnа lаpоrаn dаrі Pеngurus Dаеrаh аtаupun pіhаk lаіn, mаkа 

sеlаmbаt lаmbаtnyа dаlаm wаktu 7 (tujuh) hаrі kеrjа Dеwаn Kеhоrmаtаn 

Dаеrаh wаjіb sеgеrа mеngаdаkаn sіdаng untuk mеmbіcаrаkаn dugааn 

tеrhаdаp pеlаnggаrаn tеrsеbut, Bіlа dаlаm putusаn sіdаng Dеwаn Kеhоrmаtаn 

Dаеrаh dіnyааtаkаn tеrbuktі аdа pеlаnggаrаn tеrhаdаp kоdе еtіk, mаkа 

sіdаng sеkаlіgus mеnеntukаn sаnksі tеrhаdаp pеlаnggаrаnnyа. Putusаn sіdаng 

Dеwаn Kеhоrmаtаn Dаеrаh wаjіb dіkіrіm kеpаdа аnggоtа yааng mеlаnggаr 

dеngаn tеmbusаnnyа kеpаdа Pеngurus Cаbаng, Pеngurus Dаеrаh, Pеngurus 

Pusаt dаn Dеwаn Kеhоrmаtаn Pusаt sеmuаnyа іtu dаlаm wаktu tujuh hаrі 

kеrjа sеtеlаh dіjаtuhkааn putusаn оlеh sіdіng Dеwааn Kеhоrmаtаn Dаеrаh. 

Sаnksі tеgurаn dаn pеrіngаtаn оlеh Dеwаn Kеhоrmаtаn Dаеrаh tіdаk wаjіb 

kоnsultаsі dаhulu dеngаn Pеngurus Dаеrаhnyа. 

b. Pеmеrіksааn dаn pеnjаtuhаn sаnksі pаdа tіngkаt bаndіng Pеmеrіksааn dаn 

pеnjаtuhаn sаnksі pаdа tіngkаt bаndіng dіlаksаnаkаn оlеh Dеwаn 

Kеhоrmаtаn Wіlаyаh. Putusаn yаng bеrіsі pеnjаtuhаn sаnskі pеmеcаtаn 

sеmеntаrа (schоrsіng) аtаu pеmеcаtаn (оnzеttіng) dаrі kеаnggоtааn 

pеrkumpulаn dаpаt dіаjukаn/dіmоhоnkаn bаndіng kеpаdа Dеwаn 

Kеhоrmаtаn Wіlаyаh, dаlаm wаktu 30 (tіgа puluh) hаrі kеrjа sеtеlаh tаnggаl 

pеnеrіmааn surаt putusааn pеnjаtuhаn sаnksі dаrі Dеwаn Kеhоrmаtаn 

 
29 Hаbіb Аdjіе,2011, Mаjеlіs Pеngаwаs Nоtаrіs Sеbаgаі Pеjаbаt Tаtа Usаhа Nеgаrа, PT. Rеfіkа 
Аdіtаmа, Bаndung , hаl  7. 
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Dаеrаh dеngаn tеmbusаn kеpаdа Dеwаn Kеhоrmаtаn Pusаt, Pеngurus 

Wіlаyаh dаn Pеngurus Dаеrаh. Dеwаn Kеhоrmаtаn Wіlаyаh wаjіb mеmbеr 

putusаn dаn mеngіrіmkаn putusаnnyа kеpаdааnggоtаа yааng mіntа bаndіng 

dаn tеmbusаn kеpаdа Dеwаn Kеhоrmаtаn Dаеrаh, Pеngurus Wіlаyаh, 

Pеngurus Dаеrаh dаn Pеngurus Pusаt Іkаtаn Nоtаrіs Іndоnеsіа Pusаt, sеmuа 

іnі dаlаm wаktu 7 (tujuh) hаrі kеrjа sеtеlаh sіdаng Dеwаn Kеhоrmаtаn 

Wіlаyаh mеnjаtuhkаn kеputusаnnyа аtаs bаndіng tеrsеbut. Аpаbіlа 

pеmеrіksааn dаn pеnjаtuhаn sаnksі dаlаm tіngkаt pеrtаmа tеlаh dіlаkukаn 

оlеh Dеwаn Kеhоrmаtаn Wіlаyаh, bеrhubung pаdа tіngkаt kеpеngurusаn 

dаеrаh yаng bеrsаngkutаn bеlum dіbеntuk Dеwаn Kеhоrmаtаn Dаеrаh, mаkа 

kеputusаn Dеwаn Kеhоrmаtаn Wіlаyаh tеrsеbut mеrupаkаn kеputusаn 

tіngkаt bаndіng.  

c.  Pеmеrіksааn dаn pеnjаtuhаn sаnskі pаdа tіngkаt tеrаkhіr Putusаn yаng bеrіsі 

pеnjаtuаhаn sаnskі pеmеcаtаn sеmеntаrа (schоrsіng) аtаu pеmеcаtаn 

(оnzеttіng) dаrі kеаnggоtааn pеrkumpulаn yаng dіlаkukаn оlеh Dеwаn 

Kеhоrmаtаn Wіlаyаh dаpаt dіаjukаn/dіmоhоnkаn pеmеrіksааn pаdа tіngkаt 

tеrаkhіr kеpаdа Dеwаn Kеhоrmаtаn Pusаt, dаlаmwаktu 30 (tіgа puluh) hаrі 

kеrjа sеtеlаh tаnggаl pеnеrіmааn surаt pеnjаtuhаn sаnksі dаrі Dеwаn 

Kеhоrmаtаn Wіlаyаh dаn tеmbusаnnyа kеpаdа Dеwаn Kеhоrmаtаn Dаеrаh, 

Pеngurus Pusаt, Pеngurus Wіlаyаh dаn Pеngurus Dаеrаh. Dеwаn Kеhоrmаtаn 

Pusаt wаjіb mеmbеrіkаn putusаn dаlаm pеmеrіksааn tіngkаt tеrаkhіr mеlаluі 

sіdаngnyа. Putusаn yаng dіtеtаpkаn оlеh Dеwаn Kеhоrmаtаn Dаеrаh, Dеwаn 

Kеhоrmаtаn Wіlаyаh mаupun оlеh Dеwаn Kеhоrmаtаn Pusаt dіlаksаnаkаn 

оlеh Pеngurus Dаеrаh. Pеngurus Dаеrаh wаjіb mеncаtаt dаlаm buku аnggоtа 

pеrkumpulаn yаng аdа pаdа Pеngurus Dаеrаh аtаs sеtіаp kеputusаn yаng 

tеlаh dіtеtаpkаn оlеh Dеwаn Kеhоrmаtаn Dаеrаh, Dеwаn Kеhоrmаtаn 

Wіlаyаh dаn/аtаu Dеwаn Kеhоrmаtаn Pusаt mеngеnаі kаsus kоdе еtіk bеrіkut 

nаmааnggоtа yаng bеrsаngkutаn. Pеnjаtuhаn sаnskі-sаnksі sеbаgаіmаnа 

tеrurаіdіаtаs tеrеrhаdаp Nоtаrіs yаng mеlаkukаn pеlаnggаrаn kоdе еtіk 

bukаnlаh bеrupа pеmеcаtаn dаrі Jаbаtаn Nоtаrіs mеlаіnkаn pеmеcаtаn dаrі 

kеаnggоtааn Іkаtаn Nоtаrіs Іndоnеsіа (ІNІ) sеhіnggа wаlаupun Nоtаrіs yаng 

bеrsаngkutаn tеlаh tеrbuktі mеlаkukаn pеlаnggаrаn kоdе еtіk, Nоtаrіs 

tеrsеbut mаsіh dаpаt mеmbuаt аktа dаn mеnjаlаnkаn kеwеnаngаn lаіnnyа 
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sеbаgаі Nоtаrіs. Dеmіkіаn jugа Nоtаrіs yаng dіjаtuhі sаnksі pеmbеrhеntіаn 

dеngаn tіdаk hоrmаt dаrі kеаnggоtааn Іkаtаn Nоtаrіs Іndоnеsіа (ІNІ),Nоtаrіs 

tеrsеbut mаsіh tеtаp dаpаt mеmbuаt аktа dаn mеnjаlаnkаn jаbаtаnnyа 

sеbаgаі Nоtаrіs, kаrеnа sаnksі tеrsеbut bukаnlаh bеrаrtі sеcаrа sеrtа mеrtа 

Nоtаrіs tеrsеbut dіbеrhеntіkаn dаrі jаbаtаnnyа, kаrеnа hаnyа Mеntеrі yаng 

bеrwеnаng untuk mеmеcаt Nоtаrіs dаrі Jаbаtаnnyа. 

2.8 Kajian umum tentang perbuatan tercela 

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan yaitu perbuatan 

tercela merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama,norma 

adat dan norma kesulsilaan.Sedangkan Menurut Pasal 10 ayat (3) UU Nomor 24 

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang disebut Perbuatan tercela adalah 

perbuatan yang sedemikian rupa merendahkan martabat dan kedudukan seorang 

presiden. Dalam hal ini perbuatan tercela erat kaitannya dengan 

pelanggaran nilai nilai agama, moral maupun adat. Frasa“perbuatan tercela 

”sesungguhnya menyadur dari konstitusi Amerika Serikat yang dipadankan 

dengan istilah misdemeanors dimana lebih ditekankan pada pelanggaran moral 

kesusilaan”.30  

Dalam bahasa Belanda kejahatan disebut misdrijven yang berarti suatu 

perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari 

pada perbuatan melanggar hukum mengenai definisi kejahatan adalah 

merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik.31Dalam hukum 

perdata Perbuatan tercela masuk dalam Ketentuan Pasal 1365 Kitab undang-

Undang Hukum Perdata Indonesia, menerangkan bahwa, suatu perbuatan 

melawan hukum harus mengandung unsur-unsur, adanya suatu perbuatan, 

perbuatan itu melawan hukum, adanya kesalahan bagi pelaku, adanya kerugian 

bagi korban, adanya hubungan kausal antara perbuatan dan pelaku. 

 
 
 
 

 
30 https://www.kompasiana.com diakses pada tanggal 19 juni 2019 pukul 2130 WIB 
31 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 1993. Hlm. 71 
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2.9 KODE ETIK NOTARIS 

  Kode etik notaries meliputi : etika kepribadian notaries,etika melakukan 

jabatab,  etika pelayanan terhadap klien , etika hubungan sesama rekan notaries, 

dan etika pengawasan terhadap notaries. Kemudian analisis hubunganya dengan 

ketentuan undang-undang, Selanjutnya dijelaskan bahwa notaris harus memiliki 

perilaku professional (professional behavior),unsur-unsur perilaku professional 

adalah sebagi berikut: 

a) keahlian yang didukung oleh pengetauan dan pengalaman tinggi. 

b) integritas moral arinya menghindari sesuatu yang tidak baik walaupun 

imbalan jasanya tinggi, pelaksanaan tugas profesi diselaraskan dengan 

nilai-nilai kmasyarakatan ,sopan santun dan agama . 

c) jujur tidak saja pada pihak kedua atau pihak ketiga , tetapi juga pada 

diri sendiri 

d) tidak semata-mata mempertimbangkan uang ,melainkan juga 

pengabdian , tidak membedakan orang mampu dan tidak mampu 

e) berpegang teguh pada kode etik profesi karena di dalamnya 

ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh notaries , termasuk 

berbahasa Indonesia yang sempurna.32 

 

Sebagai pejabat umum,notaries: 

a) Memberikan pelayanan hokum kepada masyarakat yang memerlukan 

jasanya dengan sebaik-baiknya 

b) Menyelesaikan akta sampai tahap pendaftaran pada pengadilam negeri 

dan penguman dalam berita Negara ,apabila klien yang bersangkutan 

dengan tegas menyatakan akan menyerahkan pengurusanya kepada 

notaries yang bersangkutan dank lien telah memenuhi syarat-syarat yang 

diperlukan 

c) Memberi tahu kepada klien perihal selesainya pendaftaran dan 

pengumuman , dan atau mengirim kepada atau menyuruh mengambil 

 
32 Abdulkadir Muhammad,2006,Etika Profesi  Hukum, PT. Citra Aditya Bakti,hal  
Аdіtаmа, Bаndung , hаl  89 
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akta yang sudah didaftar atau Berita Negara yang sudah selesai dicetak 

oleh iklan yang bersangkutan 

d) Memberikan penyuuhan hokum terhadap masyarakat 

e) Memberikan jasa kepada anggota masyarakat yang kurnag mampu 

dengan Cuma-Cuma 

f) Dilarang menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang 

itu,membuat akta pada notaries yang menahan berkas itu 

g) Dilarang menjadi alat bantu atau pihak nlain semata-mata 

menandatangani akta buatan orang lain sebagai akta buatan notaries 

yang bersangkutan 

h) Dilarang mengirim minuta kepada klien untuk ditandangi oleh klien-klien 

yang bersangkutan 

i) Dilarang membujuk atau dengan cara memaksa klien membuat akta 

padanya , atau membujuk orang lain agar pindah dari notaries lain 

j) Dilarang membentuk kelompok di dalam tubuh ini dengan tujuan untuk 

melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga secarakhusus/eksklusif 

apalagi menutup kemungkinan anggota lain untuk berapartisipasi. 

  Bertens (1995) menyatakan , kode etik profesi merupakan norma yang 

ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan/memberi 

petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus 

menjamin mutu moral proesi itu dimata masyarakat. Apabila satu anggota 

kelompok profesi itu berbuat menyimpang dari kode etiknya, maka kelompok 

proesi itu akan tercemar dimata masyarakat. Oleh karena itu, kelompok profesi 

harus menyelesaikanya berdasrkan kekuasaanya sendiri.33 

Kode etik profesi merupakan produk etik terapan karena dihasilkan 

berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi . Kode etik profesi 

dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembnagn ilmu pengetahuan dan 

teknologi, sehingga anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan jaman . 

Kode etik profwsi merupakan haisl pengaturan diri profesi yang bersangkutan, 

dan ini perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak dipaksakan dari luar. Kode 

 
33ibid, hаl  77 
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etik profesi hanaya berlaku efektif.Apabila dijiwai oleh citacita dan nilai-nilai yang 

hidup dalam lingkungan dalam profesi itu sendiri.34 

Kode etik profesi merupakan rumusan norma moral manusia yang 

mengemban profesi itu.Kode etik profesi menjadi tolok ukur perbuatan anggota 

kelompok profesi. Kode etik profesi merupakan upaya pencegahan berbuat yang 

tidak etis bagi anggotanya setiap kode etik profesi selalu dibuat tertulis yang 

tersusun secara teratur, rapi, lengkap, tanpa cacat, dalam bahasa yang baik , 

sehingga menarik perhatian dan menyenangkan pembacanya. Semua yang 

tergambar adalah perilaku yang baik-baik,tetapi dibalik semua itu terdapat 

kelemahan sebagai berikut : 

a. Idealisme yang terkandung dalam kode etik profesi tidak sejalan 

dengan fakta yang terjadi disekitar para professional, sehingga harapan 

sangat jauh dari nkenyatan hal ini cukup menggelitik para professional 

untuk berpaling kepada kenyataan dan mengabaikan idealisme kode 

etik profesi.Kode etik profesi tidak lebih dari pajangan tulisan 

berbingkai; 

b. Kode etik profesi merupakan himpunan norma moral yang tidak 

dilengkapi dengan sanksi keras karena keberlakuanya semata-mata 

berdasarkan kesadaran professional .Rupanya kekurangan ini member 

peluang kepada professional yang lemah iman untuk berbuat 

menyimpang dari kode etik profesinya.35 

Kode etik profesi merupakan criteria prinsip professional yang telah digariskan , 

sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban professional anggota lama 

baru,ataupun calon anggota kelompok profesi. Dengan demikian dapat dicegah 

kemungkinan terjadi konflik kepentingan anatar sesama anggota kelompok 

profesi, atau antara anggota kelompok profesi dan masyarakat.Anggota 

kelompok profesi atau anggota amsyarakat dapat melakukan control melalui 

rumusan kode etik profesi, apakah anggota kelompok professi telah memenuhi 

kewajiban profesionalnya sesuai dengan kode etik profesi. Kode etik profesi telah 

 
34 Ibid hal 77 
35 Ibid,Hal 78 
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menentukan standardisasi kewajban professional anggota kelompok profesi. 

Dengan demikian, pemerintah atau masyarakat tidak perlu lagi campur tangan 

untuk menentukan bagaimana seharusnya anggota kelompok profesi 

melaksanakan kewajiban profesionalnya.  

Hubungan antara pengemban profesui dan masyarakat, misallnya antara 

pengacara dan client, anatar dosen dan mahasiswa , antara dokter dan pasien , 

tidak perlu diatur secara detail dengan umdang-undang oleh opemerintah, atau 

oleh masyarakat karena kelompok profesi telah menetapkan secara tertulis 

norma atau patokan tertentu berupa kode etik profesi. Kode etik profesi pada 

dasarnya adalah norma perilaku yang sudah dianggap benar atau yang sudah 

mapan dan tentunya akan lebih efektif lagi apabila norma perilaku tersebut 

dirumuskan sedemikian baiknya,sehingga memuaskan pihak-pihak yang 

berkepentingan. Kode etik profesi merupakan kristalisasi perilaku yang dianggap 

benar menurut pendapat umum karena berdasarkan pertimbangan kepentingan 

profesi yang bersangkutan. Dengan demikian, kode etik dapat mencegah kesalah 

pahaman dan konflik, dan sebaliknya berguna sebagai bahan refleksi nama baik 

profesi. Kode etikprofesi yang baik adalah yang mencerminkan nilai moral 

anggota kelompok profesi sendiri dan pihak byang membutuhkan pelayanan 

profesi yang bersangkutan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jеnіs Pеnеlіtіаn 

Jеnіs pеnеlіtіаn hukum іnі yаіtu hukum yurіdіs- nоrmаtіf yаіtu pеnе1іtіаn 

yаng mеmfоkuskаn untuk mеngkаjі lеbіh dаlаm pеnеrаpаn  nоrmа-nоrmа 

аtаu kаіdаh-kаіdаh dаlаm hukum pоsіtіf untuk mеjаwаb іsu hukum tеpаtnyа 

mеngеnаі mаknа tоlоk ukur pеrbuаtаn tеrcеlа mеnurut  pаsаl 9 аyаt 1 huruf c 

Undаng-Undаng Nоmоr 2 Tаhun 2014 tеntаng pеrubаhаn аtаs Undаng-

Undаng Nоmоr 30 Tаhun 2004 Tеntаng Jаbаtаn Nоtаrіs sеhіnggа bеrіmplіkаsі 

pаdа pеmbеrhеntіаn sеmеntаrа nоtаrіs dаrі tugаs dаn tаnggung jаwаbаnyа 

dаn bеntuk kеpаstіаn hukumnyа. 

3.2 Pеndеkаtаn Pеnеlіtіаn 

Pеnеlіtіаn іnі mеnggunаkаn  mаcаm mеtоdе pеndеkааn, yаіtu :36 

Pеndеkаtаn Pеrundаng-Undаngаn (Stаtuе Аpprоаch), yаіtu pеndеkаtаn 

yаng dіgunаkаn untuk mеnе1ааh tеrkаіt dеngаn sеmuа undаng-undаng dаn 

rеgu1аsі yаng tеrkаіt dеngаn іsu hukum yаng dіаngkаt оlеh pеnu1іs yаіtu 

mаknа tоlоk ukur pеrbuаtаn tеrcеlа mеnurut  pаsаl 9 аyаt 1 huruf c Undаng-

Undаng Nоmоr 2 Tаhun 2014 tеntаng pеrubаhаn аtаs Undаng-Undаng Nоmоr 

30 Tаhun 2004 Tеntаng Jаbаtаn Nоtаrіs sеhіnggа bеrіmplіkаsі pаdа 

pеmbеrhеntіаn sеmеntаrа nоtаrіs dаrі tugаs dаn tаnggung jаwаbаnyа dаn 

bеntuk kеpаstіаn hukumnyа. Pеrаturаn Pеrundаng-Undаngаn yаng аkаn 

dіtе1ааh оlеh pеnе1іtі, yаіtu : Undаng-Undаng Nоmоr 30 Tаhun 2004 tеntаng 

jаbаtаn Nоtаrіs mаupun dі dаlаm Undаng-Undаng Nоmоr 2 Tаhun 2014 

tеntаng pеrubаhаn аtаs Undаng-Undаng Nоmоr 30 tаhun 2004 tеntаng 

jаbаtаn Nоtаrіs. 

  3.3 Jеnіs dаn Sumbеr Bаhаn Hukum 

Jеnіs pеnе1іtіаn hukum yurіdіs tіdаk mеnggunаkаn dаtа-dаtа untuk 

mеmеcаhkаn іsu hukum. Pеnеlіtіаn hukum yurіdіs dаlаm mеmеcаhkаn іsu 

hukum dаpаt mеnggunаkаn bаhаm hukum bаіk hukum prіmеr dаn sеkundеr, 

sеrtа bаhаn-bаhаn nоn hukum. 

 
36Pеtеr Mаhmud Mаrzukі, Pеnеlіtіаn Hukum, (Jаkаrtа:Kеncаnа, 2016), hlm. 133.  
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b) Jеnіs Bаhаn Hukum 

2) Bаhаn Hukum Prіmеr  

Bаhааn Hukum Prіmеr yаng bеrhubungаn dеngаn pеnеlіtіаn іnі bеrupа 

pеrаturаn pеrundаng-undаngаn, yаіtu : 

b. Undаng Nоmоr 30 Tаhun 2004 tеntаng jаbаtаn Nоtаrіs; 

c. Undаng-Undаng Nоmоr 2 Tаhun 2014 tеntаng pеrubаhаn аtаs 

Undаng-Undаng Nоmоr 30 tаhun 2004 tеntаng jаbаtаn Nоtаrіs.  

3) Bаhаn Hukum Sеkundеr  

Bаhаn Hоkum sеkundеr mеrupаkаn bаhаn hukum pеndukung tеrhаdаp bаhаn 

hukum prіmеr untuk dаpаt mеngаnаlіsа іsu hukum yаng dіаngkаt dаlаm 

pеnеlіtіаn іnі, yаng mеlіputі : 

b. Lіtеrаtur yаng bеrіsі buku-buku yаng bеrіsі pаndаngаn-pаndаngаn 

аtаu dоktrіn-dоktrіn pаrа аhlі hukum dаn tеоrі-tеоrі pаrа аhlі 

hukum. 

c. Kаryа tulіs bеrupа jurnаl hukum dаn tеsіs yаng rеlеvаn dеngаn 

pеmbаhаsаn mеngеnаі mаknа tоlоk ukur pеrbuаtаn tеrcеlа 

mеnurut  pаsаl 9 аyаt 1 huruf c Undаng-Undаng Nоmоr 2 Tаhun 

2014 tеntаng pеrubаhаn аtаs Undаng-Undаng Nоmоr 30 Tаhun 

2004 Tеntаng Jаbаtаn Nоtаrіs sеhіnggа bеrіmplіkаsі pаdа 

pеmbеrhеntіаn sеmеntаrа nоtаrіs dаrі tugаs dаn tаnggung 

jаwаbаnyа dаn bеntuk kеpаstіаn hukumnyа 

Sumbеr Bаhаn Hukum 

1) Bаhаn Hukum Prіmеr 

 Bаhаn Hukum Prіmеr dаlаm pеnе1іtіаn іnі dіpеrоlеh mеlаluі tеlааh 

tеrhаdаp bеrbаgаі pеngаturаn аturаn pеrundаng-undаngаn yаng mеmі1іkі 

kеtеrkаіtаn dеngаnmаknа tоlоk ukur pеrbuаtаn tеrcеlа mеnurut  pаsаl 9 аyаt 1 

huruf c Undаng-Undаng Nоmоr 2 Tаhun 2014 tеntаng pеrubаhаn аtаs Undаng-

Undаng Nоmоr 30 Tаhun 2004 Tеntаng Jаbаtаn Nоtаrіs sеhіnggа bеrіmplіkаsі 

pаdа pеmbеrhеntіаn sеmеntаrа nоtаrіs dаrі tugаs dаn tаnggung jаwаbаnyа dаn 

bеntuk kеpаstіаn hukumnyа, Pеrаturаn pеrundаng-undаngаn yаng tеlаh dіtеlааh 

tеrsеbut kеmudіаn dіkumpulkаn, dіkеlоmpоkkаn, dаn dіоlаh untuk dіgunаkаn 

dаlаm pеnеlіtіаn hukum іnі.  

2) Bаhаn Hukum Sеkundеr 
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Bаhаn Hukum Sеkundеr dаlаm pеnеlіtіаn іnі dіpеrоlеh dаrі studі 

kеpustаkааn dеngаn mеngumpulkаn mеngеlоmpоkkаn, dаn mеngоlаh bаhаn 

hukum  dі Pusаt Dоkumеntаsі & Іnfоrmаsі Hukum (PDІH) Fаkultаs Hukum 

Unіvеrsіtаs Brаwіjаyа, dаn Pеrpustаkааn Pusаt Unіvеrsіtаs Brаwіjаyа. 

3.4 Tеknіs Pеne1usurаn Bаhаn Hukum 

Cаrа pеnеlusurаn tеrhаdаp bаhаn hоkum prіmеr, bаhаn hоkum sеkundеr, 

sеrtа jugа bаhаn nоn hоkum dаlаm pеnеlіtіаn іnі yаіtu dеngаn mеlаkukаn Studі 

Pustаkа, yаіtu dеngаn pеngumpulаn bаhаn-bаhаn hukum yаng bеrupа suаtu 

pеrаturаn pеrundаng-undаngаn, jurnаl-jurnаl, lіtеrаturе yаng bеrіsі buku-buku 

tеntаng pаndаngаn-pаndаngаn аtаu dоktrіn-dоktrіn pаrа аhlі hukum dаn tеоrі-

tеоrі pаrа аhlі hukum, sеrtа аrtіkе1-аrtіkе1 dаrі іntеrnеt bеrkаіtаn dеngаn 

pеrmаsаlаhаn dаlаm pеnеlіtіаn іnі. 

3.5 Tеknіs Аnа1іsіs Bаhаn Hukum 

  Pеnyusunаn pеnеlіtіаn hukum іnі dіgunаkаn іntеrprеtаsі grаmаtіkаl dаn 

іntеrprеtаsі sіstеmаtіs. Іntеrprеtаsі grаmаtіkаl yаіtu mеnаfsіrkаn kаtа-kаtа dаlаm 

suаtu undаng-undаng sеsuаі kаіdаh bаhаsа dаn  kаіdаh hukum tаtа bаhаsа.37 

Pеnеlіtіаn hukum іnі, pеnеlіtі аkаn mеrumuskаn suаtu pеrаturаn pеrundаng-

undаngаn аtаu suаtu pеrjаnjіаn sеhаrusnyа mеnggunаkаn bаhаsа yаng 

dіpаhаmі оlеh mаsyаrаkаt yаng mеnjаdі tujuаn pеngаturаn hukum tеrsеbut.38 

Іntеrprеtаsі grаmаtіkаl dіgunаkаn untuk mеnаfsіrkаn kаtа-kаtа yаng tеrdаpаt 

dаlаm suаtu pеngаturаn аtаs аturаn pеrundаng-undаngаn tеrkаіt dеngаn іsu 

hukum yаng dіtаngаnі, yаіtu mеngеnаі tоlоk ukur pеrbuаtаn tеrcеlа mеnurut  

pаsаl 9 аyаt 1 huruf c Undаng-Undаng Nоmоr 2 Tаhun 2014 tеntаng pеrubаhаn 

аtаs Undаng-Undаng Nоmоr 30 Tаhun 2004 Tеntаng Jаbаtаn Nоtаrіs sеhіnggа 

bеrіmplіkаsі pаdа pеmbеrhеntіаn sеmеntаrа nоtаrіs dаrі tugаs dаn tаnggung 

jаwаbаnyа dаn bеntuk kеpаstіаn hukumnyа 

Іntеrprеtаsі sіstеmаtіs, yаіtu suаtu mеtоdе pеnаfsіrаn tеrhаdаp undаng-

undаng bаhwа undаng-undаng sеbаgаі bаgіаn dаrі аdаnyа kеsеluruhаn suаtu 

sіstеm pеrundаng-undаngаn yаng bеrаrtі bаhwа tіdаk аdа suаtu pеrаturаn 

pеrundаng-undаngаn dаpаt dіtаfsіrkаn sеhіnggа sеаkаn-аkаn dаpаt bеrdіrі 

sеndіrі, nаmun hаrus sеlаlu dіkаіtkаn dеngаn suаtu jеnіs pеrаturаn pеrundаng-

 
37ibid, hlm. 62 
38Іbіd, hlm.63 
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undаngаn lаіnnyа.39 Іntеrprеtаsі sіstеmаtіs dіgunаkаn untuk mеnаfsіrkаn 

tеhаdаp undаng-undаng yаng mеngаtur tеntаng  mаknа tоlоk ukur pеrbuаtаn 

tеrcеlа mеnurut  pаsаl 9 аyаt 1 huruf c Undаng-Undаng Nоmоr 2 Tаhun 2014 

tеntаng pеrubаhаn аtаs Undаng-Undаng Nоmоr 30 Tаhun 2004 Tеntаng Jаbаtаn 

Nоtаrіs sеhіnggа bеrіmplіkаsі pаdа pеmbеrhеntіаn sеmеntаrа nоtаrіs dаrі tugаs 

dаn tаnggung jаwаbаnyа dаn bеntuk kеpаstіаn hukumnyа. 

. 

 

 
39 Іbіd, hlm 67  
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Tolok ukur perbuatan tercela menurut  pasal 9 ayat 1 huruf c 

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris  

Notaris dalam hal ini mempunyai peran penting di masyarakat. Peran 

notaris bukan saja sebagai pembuat akta, tetapi juga sebagai penyuluh hukum 

atau sebagai pemberi informasi hukum. Dalam pembuatan akta, notaris  harus 

berperilaku baik dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan   berdasarkan 

sense of ethics yaitu dengan cara berbusana yang sopan, bertutur kata yang 

baik, tidak melakukan tindakan yang merendahkan martabat jabatan notaris 

seperti penyalahgunaan narkoba, mabuk, berjudi, dan tidak melakukan 

perbuatan tercela, yaitu tindakan tindakan yang dapat merugikan masyarakat 

 baik secara materil maupun imateril. Notaris harus berperilaku profesional dalam 

arti menerapkan UU Jabatan Notaris dan Peraturan Perundang undangan lain 

yang terkaitm secara benar dan tepat, agar tercipta otentisitas dari suatu akta 

notaris, dan  syarat keabsahan suatu perbuatan hukum. 

  Profesi notaris adalah profesi yang terhormat yang harus dijaga nama 

baiknya,tidak hanya itu saja tapi setiap sikap dan perilaku seorang notaris harus 

juga mencerminkan pribadi yang baik dalam bermasyarakat ataupun sesama 

rekan profesi Notaris. Notaris mempunyai peran serta dalam aktivitas 

menjalankan profesi hukum yang tidak dapat dilepaskan dari persoalan-persoalan 

mendasar yang berkaitan dengan fungsi serta peranan hukum itu sendiri, yang 

mana hukum diartikan sebagai kaidah-kaidah yang mengatur segala kehidupan 

masyarakat. Tanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan profesi hukum tidak 

dapat dilepaskan pada pendapat bahwa dalam melaksanakan jabatannya tidak 

dapat dilepaskan dari keagungan hukum itu sendiri, sehingga Notaris diharapkan 

bertindak untuk merefleksikannya kedalam pelayanan masyarakat 

 Peran notaries dalam masyarakat sangat dibutuhkan mengingat banyak 

sekali masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum khususnya mengenai 

kepastian hukum dalam lingkup perdata seperti membuat surat waris, perjanjian 

nikah,surat wasiat,membuat kontrak usaha,perjanjian hibah ,perjanjian kredit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

45 

 

dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan istilah ubi societas ibi ius dimana ada 

masyarakat maka disana ada hukum, dalam hal ini sebenarnya mengungkapkan 

bahwa dalam hukum itu merupakan gejala sosial yang bersifat universal,dialam 

setiap masyarakat mulai yang paling modern sampai pada masyarakat yang 

primitif terdapat gejala sosial yang disebut hukum.bentuk dan wujudnya 

berbeda-beda bergantung pada tingkat kemajukan dan peradapan masyarakat 

yang bersangkutan.40Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004 tentang jabatan Notaris menjelaskan bahwa : 

“pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki 

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau 

berdasarkan Undang-Undang lainnya”. 

 Sebagai pejabat umum harus juga mempunyai jiwa sosial yang tinggi 

mengingat notaries sebagai kepanjangan tangan dari Negara dan diberi amanat 

oleh Negara untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk membuat 

akta otentik. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya profesi notaris 

harus mempunyai perilaku yang professional yaitu : 

a). Keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman yang tinggi; 

b). Integritas moral yang artinya menghindari sesuatu yang tidak baik walaupun 

imbalan jasanya tinggi,pelaksanaan tugas profesi diselaraskan dengan nilai-

nilai kemasyarakatan,sopan santun dan agama; 

c). Jujur tidak saja pada pihak kedua atau pihak ketiga tetapi juga pada diri 

sendiri; 

d). Tidak semata-mata pertimbangan uang melainkan juga pengabdian tidak 

membeda-bedakan antara orang mampu dan tidak mampu; 

 
40 Abdul wahid,Etika Profes Hukum,Rekonstruksi Citra Peradilandi Indonesia,Bayumedia 

Publishing,Malang,2009,hal 75. 
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Berpegang teguh pada kode etik profesi karena didalamnya ditentukan 

segala perilaku yang harus dimiliki oleh notaries termasuk berbahasa 

Indonesia yang sempurna.41 

Pejabat umum yang dalam hal ini adalah notaries, mengemban tugas 

harus penuh tanggung jawab artinya bahwa notaries dituntut melakukan 

pembuatan akta dengan baik dan benar,akta yang dibuat itu memenuhi 

kehendak hukum dan permintaan pihak berkepentingan karena jabatannya, 

selain itu notaries dituntut menghasilkan akta yang bermutu artinya akta yang di 

buatnya itu harus sesuai  dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang 

berkepentingan dalam arti yang sebenarnya,jadi notaries harus menjelaskan 

kepada pihak berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu 

dan harus berdampak positif artinya siapapun akan mengakui akta notaries itu 

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. 

Seorang Notaris dalam melakukan tugasnya harus menyadari etika dan 

memahami kode etik dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pejabat 

umum yakni harus bekerja secara jujur,tidak berpihak dan penuh rasa tanggung 

jawab hal ini bertujuan untuk menjaga martabat notaris dan juga untuk 

meningkatkan integritas seorang notaries sebagai pejabat umum,semua hal ini 

dituangkan dalam bentuk  kode etik notaries. Kode etik ini berupa norma yang 

diterapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang dalam hal ini adalah 

notaries. Kode etik ini mengarahkan dan memberi petunjuk kepada anggotanya 

bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu 

dimata masyarakat,kode etik adalah produk terapan karena dihasilkan 

berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatau profesi, kode etik profesi 

adalah rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi dan menjadi 

tolok ukur perbuatan anggota kelompok profesi,dalam kode etik ini merupakan 

upaya untuk pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggota yang dalam hal ini 

adalah profesi notaries. 

 Kode etik notaries sebenarnya memang harus dipatuhi karena kode etik 

adalah bagian dari hukum positif  tetapi tidak memiliki upaya pemaksaan yang 

keras seperti  pada hukum positif yang bertaraf seperti Undang-Undang. Kode 
 

41 Ibid hal 90. 
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etik profesi merupakan bagian dari hukum posistif  tertulis tapi tidak mempunyai 

sanksi yang keras. Keberlakuan  kode etik profesi semata-semata berdasarkan 

moral anggota profesi berbeda dengan Undang-Undang yang bersifat memaksa 

dan dibekali dengan sanksi yang keras.Jika orang tidak patuh kepada Undang-

Undang maka akan dikenai sanksi oleh Negara, karena tidak mempunyai sanksi 

yang keras maka pelanggar kode etik profesi tidak merasakan akibat dari 

perbuatannya, malahan dia merasa seperti tidak apa-apa dan tidak berdosa 

kepada sesama manusia. Untuk mengatasi kelemahan ini maka upaya alternatif 

yang dapat ditempuh adalah dengan memasukkan upaya pemaksa yang keras ke 

dalam kode etik profesi.alternatif tersebut dapat ditempuh dengan cara yaitu 

memasukkan kalusula penundudukan pada hukum positif undang-undang 

didalam rumusan kode etik profesi atau legalisasi kode etik melalu pengadilan 

negeri setempat. 

 Setiap kode etik profesi selalu dibuat tertulis yang tersusun secara 

teratur rapi  dan lengkap,alasannya adalah untuk pencegah kesalahpahaman dan 

konflik walaupun sebenarnya juga ada beberapa kelemahan yang terdapat dalam 

kode etik salah satunya adalah kode etik terlalu idealis yang tidak sejalan dengan 

fakta yang terjadi disekitar professional sehingga menimbulkan kecenderungan 

untuk diabaikan.Untuk mencegah adanya pelanggaran serius terhadap kode etik 

profesi dapat ditempuh dengan cara penundukan pada undang-undang sehingga 

pelanggaran kode etik akan diancam dengan sanksi seperti pelanggar undang-

undang atau juga dengan cara legalisasi kode etik profesi kepada ketua 

pengadilan negeri sehingga berlaku kekuatan mengikat yang sama seperti akta 

perdamaian dimuka pengadilan sebagaimana yang tadi telah dijelaskan diatas .  

Menggejalanya perbuatan profesional yang mengabaikan kode etik 

profesi karena beberapa alasan yang paling mendasar baik sebagai individu 

anggota masyarakat maupun karena hubungan kerja dalam organisasi profesi, 

disamping itu sifat manusia yang konsumeristis dan nilai imbalan jasa yang tidak 

sebanding dengan jasa yang diberikan,atas dasar faktor-faktor tersebut maka 

dapat diinevtarisasi alasan-alasan mendasar mengapa professional cenderung 

mengabaikan dan bahkan melanggar kode etik profesi. Seorang yang menjabat 

sebagai notaris harus mematuhi Undang-Undang tersebut dan berpegang pada 
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kode etik notaries, hubungan antara peraturan Perundang-undangan tentang 

jabatan notaries dengan kode etik  notaries terletak pada ketentuan kode etik 

notaries yang diangkat dari ketentuan peraturan jabatan notaries dan pengenaan 

sanksi terhadap pelanggar kedua-duanya. Undang-Undang maupun Kode etik 

notaris menghendaki supaya notaries melaksanakan tugas dengan sebaik-

baiknya. Notaris dalam melaksanakan tugasnya telah diatur Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004 Tentang Jabatan Notaris, sehingga dalam melaksanakan tugasnya  notaries 

tidak boleh melanggar ketentuan dalam Undang-Undang karena jika melanggar 

maka akan dikenakan sanksi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

Tentang Jabatan Notaris yaitu : 

2. sanksi peringatan tertulis; 

3. Sanksi Pemberhentian Sementara; 

4. Sanksi Pemberhentian dengan Hormat; 

5. Sanksi Pemberhentian Tidak Hormat. 

Notaris mempunyai tanggung jawab yang besar dalam menjalankan tugas dan 

tanggung jawabnya sebagai notaries, oleh karena itu Notaris harus menjaga 

harkat dan martabatnya, bentuk menjaga harkat dan martabat notaries adalah 

dengan mematuhi segala peraturan perundang-undangan agar terhindar dari 

sanksi yang dapat merusak citra seorang notaris. 

Adapun yang dibahas dalam penelitian ini adalah terkait perbuatan tercela 

yang berimplikasi pada pemberhentian sementara notaries menurut Pasal 9 ayat 

1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Apabila dilihat 

dalam pasal tersebut  menjelaskan bahwa seorang notaris diberhentikan 

sementara apabila melakukan perbuatan tercela yang kemudian bisa  merujuk 

kepada pemberhentian dengan tidak hormat apabila memang pelanggaran 

tersebut terlalu berat, dalam hal ini notaries dapat diberhentikan oleh menteri 

atas usul Majelis Pengawas. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris adalah 
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amanat Undang-undang Jabatan Notaris, khususnya Pasal 67 Ayat (1) dan (2) 

UUJN yang menyatakan bahwa menteri berwenang dalam mengawasi notaris 

dan dalam melaksanakan pengawasannya menteri membentuk majelis pengawas 

notaries diangkat dan diberhentikan oleh menteri, dalam hal ini menteri yang 

mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kenotariatan adalah Menteri 

Hukum dan HAM. 

 Dalam penjelasan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan 

Notaris menyebutkan bahwa : 

Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena : 

a) Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang; 

b) Berada dibawah pengampuan ; 

c) Melakukan perbuatan tercela; 

d) Melakukan pelanggaran terhadap kewajiaban dan larangan jabatan 

serta kode etik Notaris; 

e) Sedang menjalani masa penahanan. 

Sanksi terhadap notaris yang berupa pemberhentian sementara dari jabatannya 

merupakan tahap lanjutan dari penjatuhan sanksi teguran lisan maupun teguran 

secara tertulis. Landasan filosofis pemberhentian notaries dari jabatannya 

sebagai pejabat umum  adalah berhenti atau berakhirnya tugas dan 

pekerjaannya sebagai notaries sehingga dengan adanya pemberhentian itu 

notaries tersebut tidak lagi berwenang untuk membuat akta-akta otentik atau 

akta-akta lainnya.  

Pengaturan atau landasan yuridis berhentinya notaries dari jabatannya 

telah ditentukan dalam kentenuan yaitu  yang pertama adalah dalam pasal 8 

ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaries, dalam 

pasal ini mengatur tentang pemberhentian notaries dari jabatannya dengan 

hormat dan yang kedua adalah Nomor 25 Tahun 25 Tahun 2014 tentang syarat 

dan tata cara pengangkatan, perpindahan, pemberhentian dan perpanjangan 
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masa jabatan notaries. Sedangkan secara empiris  pemberhentian notaries dari 

jabatannya adalah karena banyaknya notaries yang menjadi pejabat 

Negara,melakukan pelanggaran kode etik,karena proses pailit atau penundaan 

kewajiban pembayaran utang,berada dibahawah pengampunan,melakukan 

perbuatan tercela dan sedang menjalani masa tahanan. 

 

Sanksi pemberhentian sementara dari jabatan notaris atau skorsing 

merupakan masa menunggu pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah. Yang 

dimaksud dengan pemberhentian sementara notaries dari jabatannya 

dimaksudkan agar notaries tidak menjalankan tugas jabatannya untuk sementara 

waktu, sebelum sanksi berupa pemberhentian dengan hormat maupun dengan 

tidak hormat dijatuhkan kepada notaris. Berdasarkan pasal 80 ayat (1) UUJN, 

dengan dijatuhkannya sanksi pemberhentian sementara notaries dari jabatannya 

berarti notaris tersebut telah kehilangan kewenangannya untuk sementara waktu 

dan notaris tersebut tidak dapat membuat akta apapun.Hal ini di berlakukan 

demi melindungi kepentingan publik yang akan menggunakan jasa pelayanan 

Notaris dari perbuatan- perbuatan Notaris yang dapat merugikan masyarakat 

atau publik. Selain untuk kepentingan publik, sanksi pemberhentian sementara/ 

skorsing terhadap notaris ini berguna untuk kepentingan pribadi notaris itu 

sendiri, sehingga notaris lebih berhati- hati, cakap dan cermat dalam membuat 

akta otentik. 

 

4.1.1 Makna Perbuatan tercela dalam konteks Hukum Perdata  

Pebuatan tercela termasuk perbuatan yang dilarang,dalam hukum 

perdata  dikenal perbuatan melawan hukum, untuk lebih jelasnya maka dalam 

pembahasan ini akan dibahas terkait perbuatan tercela apakah masuk dalam 

kualifikasi perbuatan melawan hukum. Istilah “perbuatan melawan hokum”ini, 

dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “onrechmatige daad” atau dalam 

bahasa Inggris disebut dengan istilah “tort”, Kata tort itu sendiri sebenarnya 

hanya berarti”salah” (wrong),akan tetapi,khususnya dalam didang hokum,kata 

tort itu berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang 

bukan berasal dari wanpresatasi kontrak, Jadi serupa dengan pengertian 
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perbuatan melawan hokum  (onrechtmatige daad ) dalam system hokum 

Belanda atau di Negara-negara Eropa Kontinental lainya, Kata “tort” berasal dari 

kata latin “torquere” atau “tortus” dalam bahasa Prancis, seperti kata “wrong” 

berasal dari kata Prancis ‘wrung”, yang berarti kesalahan atau kerugian (injury). 

Sehingga pada prinsipnya,tujuan dari dibentuknya suatu system hokum yang 

kemudiandikenal dengan perbuatan melawan hokum tersebut adalah untuk 

dapat tercapai seperti apa yang disebut oleh peribahasa Latin, yaitu: Juris 

praecepta sunt haec; honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere  

(Semboyan hokum adalah hidup secara jujur,tidak merugikan orang lain; dan 

memberikan orang lain haknya). 42 

Semula, banyak pihak meragukan apakah perbuatan melawan 

hokummemang merupakan suatu bidang hokum tersendiri atau hanya 

merupakan keranjang sampah, yakni merupakn kumpulan pengertian-pengertian 

hokum yang berserak-serakan dan tidak masuk ke salah satu bidang hokum yang 

sudah ada , yang berkenaan dengan kesalahan dalam bidang perdata. Baru pada 

pertengahan abad ke-19, perbuatan melawan hokum mulai diperhitungkan 

sebagai sebuah bidang hokum tersendiri, baik di Negara-negara Eropa 

Kontinental, misalnya di Belanda dengan istilah Onrechtmatige Daad ,atau di 

Negara-negara Aglo Saxon, dengan istilah tort. 43 Menurut Pasal 1365 KUH 

Perdata, maka yang dimaksud denga perbuatan melanggar hukum adalah 

perbuatan yang melawan hokum yang dilakukan oleh seseorang yang karena 

salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 

3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hokum,yaitu sebagai  berikut: 

1.  Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan  

2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsure kesengajaan 

maupun kelalaian) 

3.  Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.44 

 
42 Munir Fuadi,perbuatan melawan hukum pendekatan kontemporer,PT.Citra Aditya 

Bakti,Bandung,2017,hal 2 
43 Ibid hal 2 
44 Ibid hal 3 
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Jika ditilik dari model pengaturan KUH Perdata Indonesia tentang perbuatan 

melawan hokum lainya, sebagaimana juga dengan KUH Perdata di Negara-

negara lain dalam system hokum Eropa Kontinental, maka model tanggung 

jawab hukum adalah sebagai berikut: 

• Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), 

sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata 

• Tanggung jawabdengan unsur kesalahan, khusunya unsure 

kelalaian,sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUH Perdata. 

• Tanggung jawab mutrlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat 

terbatas ditemukan dalam Pasal 1367 KUH Perdata.45 

Ada juga yang mengartikan perbuatan melawan hokum sebagai suatu kumpulam 

dari prinsip-prinsip  hokum yang bertujuan untuk mengontrol ataumengatur 

perilaku berbahaya,untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang 

terbit dari interaksi social, dan ntuk menyediakan ganti rugi terhadap korban 

dengan suatu gugatan yang tepat. Beberapa definisi lain yang pernah diberikan 

terhadap perbuatan melawan hokum adalah sebagai berikut :  

1. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibanya selain dari 

kewajiban kontraktual atau kewajiban quasi kontrakctual yang 

menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi; 

2. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan 

timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu 

hubungan hokum , dimana perbuatan atau tidak berbuat tersebut,baik 

merupakan suatu perbuatan biasa maupun bias juga merupakan suatu 

kecelakaan; 

3. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hokum 

,kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya ,dan 

dengan tidak mmenuhi kewajibanya tersebut dengan dimintakan suatu 

ganti rugi; 

4. Suatukesalahan perdata ( civil wrong ) terhadap mana suatu ganti 

kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap 

 
45 Ibid hal 3 
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kontrak , atau wanprestasi terhadap kewajiban trust ,ataupun 

wanprestasi terhadap kewajiban equity lainnya; 

5. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap 

kontrak,atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang 

merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak 

terbit dari hubungan kontraktual; 

6. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara 

bertentangan dengan hokum melanggar hak orang lain yang diciptakan 

oleh hokum, dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak 

yang dirugikan; 

7. Perbuatan melawan hokum bukan suatu kontrak, seperti juga kimia 

bukan suatu fisika atau matematika.46 

Dengan demikian,dapat dikatakan bahwa sesungguhnya hokum tentang 

perbuatan melawan hokum merupakan suatu mesin yang sangat rumit yang 

memproses pemindahan beban risiko pundak korban ke pundak bpelaku 

perbuatan tersebut. Namun begitu,dalam praktek ternyata mesin tersebut terlalu 

rumit sehingga seringkali terasa berada jauh dari jamgkauan keadilan. 

Ketidakseimbangan kapada hokum tentang perbuatan melawan hokum misalnya 

terlihatdalam sindiran yang mengatakan bahwa ungkapan “Sue  Thy  Neighbour” 

menjadi cara bagi orang hokum untuk menggantikan petuah lama beruapa 

ungkapan “Love  Thy Neighbour”.  

Bahkan karena begitu berkembangnya ajaran yuridis tentang perbuatan 

melawan hokum di Amerika Serikat, sehingga menurut suatu pengamatan 

disebutkan bahwa di Amerika Serikat orang saling gugat sebanyak rata-rata 

20(dua puluh) kali lebih sering daripada yang di lakukan di Jepang (Dikutip dari 

US News and World report, September 7, 1987). Disamping itu  Rasa 

ketidakpuasan terhadap doktrin-doktrin hokum tentang perbuatan melawan 

hokum ini, telah mendorong masyarakat untuk mencari berbagai  model 

alternative yang dianggap lebih efektif,efisien dan tidak berbelit-belit, antara lain 

sebagai berikut: 

 
46 Ibid hal 4 
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1.Sustem kompensasi dalam bentuk asuransi 

2. Sistem kompensai yang didasrai pada pembiayaan lewat pembayaran pajak  

3.sistem social security 

4.Sistem kompensasi pekerja. 

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata , maka suatu  

perbuatan melawan hokum haruslah mengandung unsure-unsur sebagai berikut: 

1. Adanya suatu perbuatan 

2. Perbuatan tersebut melawan hokum 

 3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku 

4. Adanya kerugian bagi korban 

5. Adanya hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian. 

Berikut ini penjelasan bagi masing-masing unsure dari perbuatan melawan 

hokum tersebut, yaitu sebagai berikut:47 

1. Adanya Suatu Perbuatan 

Suatu perbuatan melawan hokum diawali oleh  suatu perbuatan dari si 

pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini 

dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) 

Maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif,)misalnya tidak berbuat sesuatu, 

padahal dia mempunyai kewajiban hokum untuk membuatnya, kewajiban mana 

timbul  dari hokum yang berlaku (karena ada juga kewajibanyang timbul dari 

suatu kontrak) .Karena itu,terhadap perbuatan melawan hokum ,tidak ada 

unsure  “persetujuanatau kata sepakat” dan tidak ada unsure “causa yang 

diperbolehkan”sebagaimana yang terdapat dalam kontrak. 

 

 

 

 

 
47 Ibid Hal 10 
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2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum 

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hokum.sejak tahun 1919, 

unsure melawan hokum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni 

meliputi hal-hal sebagai berikut: 

a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku 

b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hokum, atau  

c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan(geode zeden ) atau 

d. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam 

bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (indruist tegen de 

zorgvuldigheid,  welke in  het  maatschappelijk  verkeer  betaamt  ten  aanzien  

van  anders  person  of  goed) . 

3. Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku 

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan hokum 

tersebut,undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku 

haruslah mengandung unsure-unsur kesalahan (schuldelement) dalam 

melaksanakan perbuatan tersebut. Karena iru,tanggung jawab tanpa kesalahan 

(strict liability) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 

KUH Perdata.Jikapun dalam hal teryentu diberlakukan tanggung jawab tanpa 

kesalahan tersebut (strict liability), hal tersebut tidaklah didasari Atas Pasal 1365 

KUH Perdata, tetapi didasarkan kepada undang-undang yang lain. Karena Pasal  

1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsure “kesalahan” (schuld) dalam 

suatu perbuatan melawan hokum,maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan 

dari unsure kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh 

hukummengandung unsure kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung 

jawabnya secara hokum jika memenuhi unsure-unsur berikut ; 

a. Ada unsure kesengajaan  

b. Ada unsure kelalaian (negligence,  culpa) , dan 
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c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (rechtvaardigingsgrond) 

seperti keadaan overmacht ,membela diri tidak waras dan lain-lain. 

Timbul pertanyaan dalam hal ini, yakni apakah perlu dipersyaratkan unsure 

“kesalahan” disamping unsure “melawan hokum” dalam suatu perbuatan 

melawan hokum,apakah tidak cukup dengan unsure “melawan hokum “saja 

Untuk menjawab pertanyaan ini, berkembang 3 aliran berikut : 

 

a.Aliran yang menyatakan cukup hanya unsure melawan hokum saja  

  Aliran ini menyatakan menyatakan bahwa dengan unsure melawan 

hokum terutama dalam artinya yang luas sudah inklusif unsure kesalahan 

didalamnya, sehingga tidak diperlukan dari unsure kesalahan terhadap suatu 

perbuatan melawan hokum . Di negeri Belanda a;iran ini dianut misanya oleh 

Van Oven. 

B .Aliran yang menyatakan cukup hanya unsure kesalahan saja 

  Sebaliknya, aliran ini menyatakan bahwa dengan unsure kesalahan 

,sudah mencakup juga unsure perbuatn melawan hokum di dalamnya,sehingga 

tidak diperlukan lagi unsure “melawan hokum”terhadap suatu perbuatan 

melawan hokum.Di negeri Belanda aliran ini dianut misalnya oleh Van Goudever. 

c. Aliran yang menyatakan diperlukan, baik unsure melawan hokum maupun 

unsure kesalahan. 

  Aliran ketiga ini mengajarkan bahwa suatu perbuatbn melawan hokum 

mesti mensyaratkan unsurmelawan hokum dan unsure kesalahan sekaligus, 

karena dalam unsure melawan hokum saja belum tentu mencakup unsure 

kesalahan. Di negeri Belanda aliran ini dianut misalny a oleh Meyers. Kesalahan 

yang disyaratkan oleh hokum dalam perbuatan melawan hokum,baik kesalahan 

dalam arti “kesalahan hokum” maupun “ kesalahan social” .Dalam hal ini hokum 

menafsirkan kesalahan sebagai suatu  kegagalan seseorang untuk hidup denga 

sikap yang ideal,yakni sikap yang biasa dan normal dalam suatu perghaukan 

masyarakat. Sikap yang demikian kemudian mengkristal dalam istilah hokum 
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yang disebut dengan standard “manusia yang normal dan wajar” (reasonable 

man ). 

4.Adanya Kerugian Bagi Korban 

  Adanya kerugian (schade) bagi korban juga merupakan syarat agar 

gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdat dapat dipergunakan .Berbeda 

dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenai kerugaian 

materil,yurispruensi juga mengakui konsep kerugian immaterial, yang juga akan 

dinilai dengan uang. 

5.Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian 

  Hubungan kasual antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang 

terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hokum,untuk 

hubungan sebab akibat ada 2 macam teori,yaitu teori hubungan factual dan teori 

penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara factual (causation fact) 

hanayalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara factual telah terjadi. 

Setiappenyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan 

penyebab secara factual,asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat 

tanpapenyebabnya. Dalam hokum tentang perbuatan melawan hokum ,sebab 

akibat jenis ini sering disebut dengan hokum mengenai “but for” atau “sine  qua  

non “. Von Buri adalah salah satu ahli hokum Eropa Kontinental yang sangat 

mendukung ajaran akibat factual ini. 

Selanjutnya, agar lebih praktis dan agar tercapainya elemen kepastian hokum 

dan hokum yangb lebih adil ,maka diciptakanlah konsep “sebab kira-kira” 

(proximate cause).Proximate cause merupakan bagian yang paling 

membingungkan dan paling banyak pertentangan pendapat dalam hokum 

tentang perbuatan melawan hokum. Kadang-kadang ,untuk penyebab jenis ini 

disebut juga dengan istilah legal cause atau dengan berbagai penyebutan lainya. 

Dalam Teori Schutznorm atau disebut juga dengan ajaran “relativitas” ini 

berasal dari hokum Jerman,yang dibawa ke negeri Belanda oleh Galein Vitringa .. 

Kata “schutz” secara harfiah berarti “perlindungan” .Sehingga dengan istilah 

“schutznorm”secara harfiah berarti “norma perlindungan” .Teori Schutznorm ini 
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mengajarkan bahwa agar seseorang dapat dimintakan tanggung jawabnya 

karena telah melakukan perbuatan melawan hokum vide pasal 1365( KUH 

Perdata Indonesia) ,maka tidak cukup hanaya menunjukan adanya hubungan 

kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul.Akan 

tetapi,perlu juga ditunjukan bahwa norma atau peraturan yang dilanggar 

tersebut dibuat memang untuk melindungi (schutz)terhadap kepentingan korban 

yang dilanggar .Berikut ini contoh penerapan teori schutznorm oleh Hoge Raad 

Belanda dengan putusanya tanggal 17 Januari 1958. 

“Dalam kasus ini,seseorang telah bertindak sebagai dokter gadungan dengan 

bertindak dan membuka praktek seolah-olah sebagai seorang dokter beneran. 

Karena tindakan praktek dokter gadungan tersebut, maka sejumlah dokter yang 

berpraktek di sekitar praktek dokter gadungan tersebut menderita kerugian 

berupa berkurang penerimaanya. Dalam kasus tersebut unsure melawan 

hukumnya terlihat dengan jelas Karena memang ada peraturan yang melarang 

orang yang bukan dokter berpraktek sebagai dokter.Dan juga jelas terbukti 

bahwa karena karena tindakan melakukanj praktek dokter gadungan 

tersebut,para dokter disekitar tempat prakteknya telah berkurang pendapatanya. 

Akan tetapi, dengan menggunakan teori schutznorm ,Hoge Raad menolak 

gugatan ganti  rugi tersebut,dengan alasan bahwa peraturan yang melarang 

orang yang bukan dokter berpraktek sebagai dokter mempunyai tujuan untuk 

melindungi masyarakat yang akan menjdi korban dari praktek dokter illegal 

tersebut, bukan untuk melindungi pendapatan dari dokter-dokter yang 

berpraktek di sekitarnya.” 

Teori Schutznorm disebut juga dengan istilah “teori relativitas” karena 

penerapan dari teori ini akan membeda-bedakan perlakuan terhadap korban dari  

perbuatan melawan hokum  . DAlam hal ini, jika seseorang melakukan suatu 

perbuatan, bias merupakan perbuatan melawan hokum bagi korban X,tetapi 

mungkin bukan merupakan perbuatan melawan bagi korban Y. Sungguhpun 

begitu, pro dan kontra terhadap teori schutznorm ini sangat kental.Di negeri 

Belanda ,para ahli hokum yang mendukung diterapkanya teori schutznorm ini 

antara lain adalah Telders,  van  deer  Grinten ,  dan Molengraaf.Bahkan putusan 

Hoge Raad lebih banyak yang mendukung schutznorm ini. Sebaliknya , para ahli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

59 

 

hokum Belanda yang menentang teori schutznorm ini,antara lain adalah 

Scholten, Ribius, dan Wetheim. Bahkan,ada yang berpendapat,(misalnya Meyers 

di negeri Belanda) bahwa schutznorm ini hanya tepat diberlakukan terhadap 

perbuatan melawan hokum oleh penguasa .Namun demikian,penerapan teori 

schutznorm ini sebenranya dalam kasus-kasus tertentu sangat bermanfaat 

karena alasan-alasan sebagai berikut: 

1. Agar tanggung gugat berdasrakan Pasal 1365 KUH Perdata tidak 

diperluas secara tidak wajar. 

2. Untuk menghindari pemberian gantin rugi terhadap kasus di mana 

hubungan antara perbuatan dengan ganti rugi hanay bersifat 

normative dan kebetulan saja. 

3. Untuk memperkuat berlakunya unsure “dapat dibayangkan” 

(forseeability) terhadap hubungan sebab-akibat yang bersifat kira-kira 

(proximate causation). 

Menurut Prof.Wirjono Prodjodikoro ,bahwa karena KUH Perdata  tidak 

memberikan indikasi tentang berlaku atau tidaknya teori schutznorm ini, hakim 

tidak harus bahkan tidak selamanya layak untuk menerapkan teori ini. Paling 

banter ,hakim hanya cocok untuk menggunakan teori ini kasus per kasus dan 

menjadi pedoman bagi hakim serta menjadi menjhadi salah satu dari sekian alat 

bpenolong,dalam mewadahi eksistensi unsure “keadilan” dalam putusannya yang 

menyangkut dengan perbuatan melawan hokum. 

4.1.2 Perbuatan tercela dalam konteks hukum pidana 

Hokum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang 

bersifat melawan hokum saja , perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan 

diancam dengan pidana; Langemeyer (1,6) mengatakan “untuk melarang 

perbuatan yang tidak  dapat dipandang keliru ,itu tidak masuk akal “,Sekarang 

soalnya ialah : Apakah ukuran dari keliru atau tidaknya sesuatu 

perbuatan.Mengenai hal ini ada dua pendapat, yang pertama ialah: apabila 

perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang maka disitu ada 
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kekeliruan. 48  Letak melawan hukumnya perbuatan sudah ternyata, dari sifat 

melanggarnya ketentuan undang-undang , kecuali jika termasuk pengecualian 

yang telah ditentukan oleh undang-undang pula , bagi mereka ini melawan 

hokum berarti mealawan undang-undang , sebab hokum adalah undang-undang 

Pendirian demikian dinamakan pendirian yang formal, Sebaliknya ada yang 

berpendapat bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki 

larangan undang-undang bersifat melawan hokum,Bagi mereka ini yang 

dinamkan hokum bukanlah undang-undang saja ,disamping undang-undang 

(hokum yang tertulis ) ada pula hokum yang tidak tertulis , yaitu norma-norma 

atau kenyataan-kenyatan yang berlaku dalam masyarakat .Pendirian yang 

demikian dinamakan pendirian yang material. Seorang penulis (Vos) yang 

menganut pendirian yang material, memformulasikan perbuatan yang bersifat 

melawan hokum sebagai : perbuatan yang oleh masyarakat tidak dibolehkan . 

Formulasi ini dipengaruhi oleh arrest HR Nederland tahun 1919 , yang 

terkenal dengan nama Lindenbaum Cohen Arrest mengenai perkara perdata. 

Disitu HR Belanda mengatakan : “Perbuatan melanggar hokum (onrechtmatige 

daad)  adalah bukan saja perbuatan yang bertentanagn dengan wet , tetapi juga 

perbuatan yanag dipandang dari pergaulan masyarakat tidak patut”.49berikut 

beberapa bentuk dari interpretasi yang bisa dijadikan acuan untuk 

menginterpretasikan perbuatan tercela dalam perspektif hukum pidana 

sebagaimana yang terdapat dalam pasa 9 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris yaitu :50 

1. Interpretasi/penafsiran gramatika, artinya interpretasi ini didasrakan kepada 

kata-kata undang-undang. Jika kata-kata undang-undang sudah jelas , maka 

harus diterapkan sesuai dengan kata-kata itu walaupun seandainya maksud 

pembuat undang-undang lain .Penafsiran berdasarkan kata-kata undang-

undang terkenal di Belanda dengan arrest Hengsten .Dalam arrest itu 

diinterpretasikan kata-kata peraturan yang tertulis “dan” padahal maksud 

 
48Moeljatno,Asas-Asas hukum pidana, PT.Rineka Cipta,Jakarta,2015,hal 140 
49 Ibid,hal141 
50 Andi hamzah,Asas-Asas Hukum Pidana,PT.Rineka Cipta,Jakarta,2001,hal 89 
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pembuat peraturan yang sebenarnya “atau” (HR. 12 November 1900 W.7525) 

juga arrest 21 Januari 1929 W.  1193 NJ 1929,  709, yang kata – kata 

undang-undang lain dari maksud pembuat undang-undang yang ternyata 

pada sejarah undang-undang itu. Yang menjadisulit bagi kita Indonesia , 

khusunya KUHP yang resminya masih dalm bahasa Belanda .Bagaimana kita 

dapat menafsirkan kata-kata yang dalam bahasa Belanda itu. Kalau yang 

ditadfsirkan terjemahanya ,maka dapat meleset. Misalnya dalam delik 

penyuapan dalam KUHP (pasal 418),dipakai istilah Belanda aannemen 

(menerima) . kata menerima dalam bahasa Indonesia, bahasa Belandanya ada 

dua , yaitu aannemen dan ontvangen maka jelas keliru karena suapan itu 

harus sudah di tanagna , sedangkan maksudnya aannemen disitu yang 

menerima sudah setuju untuk disuap , yang mungkin aja belum ada 

dintangannya .Jika RUU-KUHP telah benarbenar menjelma menjadi KUHP , 

barulah kita dapat berbicara banyak tentang interprestasi berdasar kata-kata u 

dangundang ini. Oleh karena itu, benarbenar harus pembuat KUHP itu selektif 

dalam mempergunakan istilah-istilah . Ada istilah-istilah yang khusus hokum 

yang kadang-kadangf menyimpang bahasa yang umum .Misalnya sarjana 

hokum memakai istilah “di periksa di depan siding peradialn” . Ada pakar 

bahasa yang mengatakan bahwa tidak perlu pakai istilah “di depan” disitu. 

Tetapi maksud sarjana hokum memakai kata “di depan” disitu Karena 

terdakwa harus hadir di sidang pengadilan (negeri) . Kalau diperiksa di siding 

pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung tidak dipakai istilah “di depan “ 

,karena terdakwa tidak hadir disitu. 

2. Interpretasi  atau penafsiran sistematis atau dogmatis , interpretasi ini 

didasarkan kepada hubungan secara umum suatu aturan pidana . Misalnya 

arrest Hoge Raad 27 Juni 1898 , W 7146, yang memutuskan bahwa orang 

yang disuruh melakukan (yang dibuat sehingga melakukan ) tidak dipidana 

,itulah perbnedaanya dengan orang yang dipancing. Itulah perbedaan yang 

tajam antara menyuruh melakukan (membuat orang sehingga melakukan; 

doenplegen ) dan memancing orang melakukan (uitlokken) 

3. Interpretasi atau penafsiran historis (historia  legis). Penafisran ini didasarkan 

kepada maksud pembuat undang-undang ketika diiciptakan . Jadi ,dapat 
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dilihat pada notulenrapat-rapat komisi di DPR . Begitu pula pendapat atau 

jawaban Pemerintah atas pembahasan RUU. 

4.  Interpretasi atau penafsiran teologis . Penafsiran ini mengenai tujuan undang-

undang.Ada penafsiran terhadap metode interpretasi berdasarkan tujuan 

undang-undang ini , yaitu jika melampui kata-kata undang-undang .Mislanya 

KUHP Uni Soviet yang telah disebut di muka yang mengatakan tujuan undang-

undang untuk melindungi masyarakat dari socially dangerous act . Menurut 

Hazewinkel-Suringa, interpretasi teleologis ini penting artinya bagi hokum 

pidana lalu-lintas , karena yang dilindungi dengan undang-undang lalu-lintas , 

ialah keselamatan lalu-lintas . Begitu pula katanya dengan hokum pidana 

ekonomi . Interpretasi ini menurut beliau dapat disebut juga interpretasi 

fungsional( functionele interpretative). Misalnya mesin ketik ditafsirkan 

sebagai pena, begitu pula dengan huruf Braille ditafsirkan sama dengan 

tulisan).Menurut pendapat Penulis , hokum pidana lingkungan pun sebaknya 

memakai penafsiran fungsional ini , karena hokum lingkungan bertujuan untuk 

melindungi kelestarian dan kesehatan lingkungan . Demikianlah ,sehingga 

putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan pidana terhadap pencemaran 

sungai Surabaya , terkenal dengan kasus limbah tahu di sidoarjo , yang 

dengan limbah tahu berupa effluent saja yang melampaui ambang batas yang 

ditetapka Gubernur Jawa TImur , ditafsirkan telah mencemari sungai tersebut 

(MA tanggal 23 Maret 1993) 

5. Interpretasi atau penafsiran ekstensif , yaitu penafisiran luas .Hal ini telah 

dibicarakan di Bab III, dengan hubunganya dengan analogi .Misalnya 

penafsiran “barang”ditafsirkan meliputi aliran listrik,gas, data computer dan 

program computer . Dalam Penafisrann otentik di dalam Buku I RUU KUHP 

telah dicantumkan hal ini : Hazelwinkel-Suringa berbeda dengan penulis lain , 

masih menyebut beberapa interpretasi lain ,seperti : 

6. Interpretasi atau penafsiran rasional (rationeele interpretative) Interpretasi ini 

didasarkan pada rtio atau akal .Ini sering muncul dalam hokum perdata. 

Menurut Hazewinkel-Suringa pada umumnya interpretasi bentuk ini jatuh 
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bersamaan dengan interpretasi teologis. Adagium yang terkenal untuk 

interpretasi rasional ini ialah Cessante ratione legis cessat lexipsa  

7.  Interpretasi atau penafsiran antisipasi (Anticeperende interpretative) . 

Interpretasi ini di dasarkan pada undang-undang baru yang bahkan belum 

berlaku .Sering dipakai dalam hokum perdata di Negeri Belanda berdasar BW 

baru (nieuwe BW), Hoge (hal.91) Raad 2 Februari 1962 NJ 1964 No.329 . 

Untuk hokum pidana Hoge Raad 31 Maret 1953 NJ. No.493 mengenai 

peraturan baru undang-undang Penutupan Toko .Mungkin nanti di Indonesia 

dapat dikembangkan penafsiran atisipas ini bagi Delik Subversi ( UUPKS) 

ditafsirkan dari delik formel menjadi delik materiil seperti yang tercantum 

dalam RUU KUHP. 

8. Interpretasi atau penafiran perbandingan hokum . Interpretasi ini didasrakan 

kepada perbandingan hokum yang berlaku di berbagai Negara. Ini menonjol 

kata Hazewinkel-Suringa dalam hal menafsirkan undang-undang lalu-lintas 

karena ada perjanjian Zenewa mengenai lalu-lintas 

9. Interpretasi atau penafsiran kreatif (creatieve interpretative). Interpretasi ini 

berlawanan dengan interpretasi ekstensif, disini rumusan delik dipersempit 

ruang lingkupnya .Menurut pendapat Penulis ,penafsiran yang disepakati 

oleh para hakim di Batu Malang pada tahun 1978 untuk menafsirkan delik 

subversi menjadi lebih sempit dengan memakai penafsiran penghalusan 

hokum ( rechtsverfiining) yang sama dengan hokum perdata,kurang tapat, 

lebih baik memakai penafsiran kreatif ini untuk delik subversi , bahwa suatu 

subversi harus ada kaitanya atau berlatar belakang politik. 

10. Interpretasi atau penafsiran tradisionalistik (traditionalistiche interpretative). 

Dalam hokum pun ada tradisi yang kadang-kadang tersembunyi dan kadang 

kadang jelas, Arrest Hoge Raad 19 Januari 1962 , NJ 1962 no.107, 

menyebutkan tentang kecintaan kepada tradisi. 

11. Interpretasi atau penafsiran harmonisasi (harmoniserende 

interpretiatie).Interpretasi ini didasarkan kepada harmoni suatu peraturan 

dengan peratueran yang lebih tinggi. 
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12.  Interpretasi atau penafsiran doktriner (doctrinaire interpretiatie) .Interpretasi 

ini didasarkan kepada doktrin seperti keputusan Hoge Raad 19 Oktober 1931 

NJ 1932 ,765 W, 12401,(arrest avas) , yang berdasrkan ilmu hokum pidana. 

13. Interpretasi sosiologis , yang berdasarkan dampak waktu (zaman) 

Interpretasi inilah yang mestinya sering digunakan di Indonesia,agar 

unifikasi hokum pidanna dapat menjangkau semua golongan etnik yang 

beraneka ragam .Juga perkembangan kemajuan zaman. 

 

Menurut Pasal 9 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan 

Notaris ketika notaries melakukan perbuatan tercela maka notaris dapat 

diberhentikan sementara dari jabatan notaries tentunya dalam hal ini tidak ada 

yang menjadi patokan perbuatan tercela itu seperti apa hanya saja dalam 

penjelasan menyatakan bahwa perbuatan tercela itu bertentangan dengan 

norma agama,norma kesulsilaan dan norma adat tanpa disebutkan secara detail 

mengenai perbuatan tercela itu seperti apa.  

Sebagaimana telah diesebutkan dalam pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan bahwa Bahasa peraturan perundang-undangan pada dasarnya tunduk 

pada kaidah tata bahasa Indonesia , baik  menyangkut pembentukan kata 

,penyusunan kalimat teknik penulisan  maupun pengejaanya. Namun bahasa 

peraturan perundang-undangan mempunyai gaya atau corak tersendiir yang 

khas  bercirikan kelugasan , kebakuan , keserasian , kejernihan  pengertian dan 

ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hokum baik peerumusan maupun cara 

penulisanya.  Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, mengenai  bahasa di 

tuangklan Lampiran II dalam Bab III yang menguraikan ragam bahasa  

Peraturan perundang-undangan  yang dituangakan dalam butir 242 s/d 284 

sebagai berikut Bahasa Perauran perundang-undangan pada dasarnya tunduk 

pada kaidah tata Bahasa Indonesia ,baik pembentukan kata, penyusunan kalimat 

, teknik penulisan, amupun pengejaannya, namun bahasa peraturan perundang-

undangan mempunyai corak tersndiri yang bercirikan kejernihn / kejelasan 

pengertian , kelugasan , kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan 
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kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan, Ciri-ciri bahasa 

peraturan perundang –undangan antara lain:51 

a. Lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerrancuan 

b. Bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yang dipakai; 

c. Objektif dan menekankan rasa subjektif (tidak emosi dalam 

mengungkapkan tujuan) 

d. Membakukanh  makna  kata  ungkapan/istilah yang digunakan secara 

konsisten; 

e. Memberikan definidi atau batasan pengertian secara cermat  

f. Penullisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan 

dalam bentuk  tunggal; 

g. Penulisa huruf awal kata,frasa atau sitilah yang sudah didefinisikan atau 

diberikan batasan pengertian, nama jabatan,nama profesi,nama 

institusi/lembaga pemerintah/ketatanegaraan, dan jenis peraturan 

perundang-undangan dan rancangan peraturan perundang undangan 

dalam rumusan norma ditulis dengan huruf capital Dalam merumuskan 

ketentuan peraturan perundang-undangan digunakan kalimat yang 

tegas,jelas,singkat , dan mudah dimengerti.Tidak menggunakankata/frasa 

yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat yang jelas. 

Dalam merumuskan ketentuan peraturan perundang undanagn, gunakan kaidah 

tata bahsa Indonesia yang baku,untuk memberikan perluasan pengertian 

kata/istilah yang sudah diketahui  umum tanpa membuat definisi bariu , gunakan 

kata meliputi Untuk mempersempit pengertian kata atau istilah yang sudah 

diketahui umum tanpa membuat definisi baru, Tidak memberikan arti kepada 

kata atau frasa yang maknanya terlalu menyimpang dari makna yang biasa 

digunakan dalam pengunaan bahasa sehari-hari. Di Dalam peraturan perundang-

undangan  yang sama, tidak menggunakan:52 

a. Beberapa istilah yag berbeda untuk menyatakan satu perngertian yang 

sama 

 
51 Mukhlis Taib,Dinamika Perundang-undangan di Indonesia, Refika Aditama,Bandung,2017,hal 

238 
52 Ibid,hal 239 
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b. Satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda. 

Apabila membuat pengacauan ke pasal atau  ayat lain,tidak  boleh menggunakan 

frasa tanpa mengurangi ,dengan tidak mengurangi, atau tanpa menyimpang 

dari. Untuk menghindari perubahan nama kementrian,penyebutan menteri 

sebaiknya menggunakan penyebutan yang didasarkan pada urusan 

pemerintahan dimaksud. Penyerapan kata , frasa, atau istilah bahasa asing  yang 

banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaanya ddengan kaidah bahasa Indonesia 

dapat digunakan jika: 

a. Mempunyai konotasi yang cocok; 

b. Lebih singkat bila dibangkan dengan padananya dalam Bahasa Indonesia; 

c. Mempunyai corak internasional; 

d. Lebih mempermudah tercapinya kesepakatan; 

e. Lebih mudah dipahami daripada terjemahanya dalam bahasa Indonesia 

 Norma perbuatan tercela bersifat abstrak dan umum, dan perbuatan 

tercela dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai nilai yang 

hidup dalam masyarakat Indonesia atau yang bertentangan dengan kesadaran 

hukum masyarakat Indonesia, norma kehormatan dan martabat jabatan notaris, 

yang juga merupakan spirit atau semangat dari Kode Etik Notaris, yang 

bersumber dari penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya, 

Norma penghormatan dan martabat jabatan notaris, implementasinya harus 

dilakukan dalam perilakunya yang berorientasi kepada pengabdian terhadap 

sesama manusia dan masyarakat (kepentingan umum).  

Kode Etik Notaris, secara materil selain diatur dalam bentuk tertulis juga 

dalam bentuk tidak tertulis atau disebut dengan “sense  of  ethics”  yaitu nilai 

nilai kepantasan, kepatutan, kesusilaan  yang bersumber dari kesadaran hukum 

masyarakat Indonesia,norma perbuatan yang tidak tercela dan penghormatan 

terhadap martabat notaris, yeng bersifat abstrak perlu  dijabarkan secara konkrit 

 dalam bentuk  nilai nilai yang hidup dalam masyarakat maupun nilai nilai global 

yang disepakati melalui konvensi konvensi internasional atau hukum 

internasional yang mengikat Indonesia,nilai nilai etika yang essential dan harus 

menjadi perilaku notaris yaitu kemandirian, ketidakberpihakan dan jujur, ketiga 

norma etika ini, telah dijabarkan dalam Kode Etik Notaris, yaitu notaris wajib 
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memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status 

ekonomi dan status sosialnya, notaris tidak dibawahi oleh siapapun juga kecuali 

peraturan perundang-undangan, dan hal ini diatur dalam Kode Etik Notaris, di 

mana notaris dilarang mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan atau 

pembuatan akta, unsur essential, dapat dikembangkan dalam bentuk perilaku 

nyata dari notaris (code of conduct) dan dalam bentuk etika yang tidak 

tertulis (sense of ethics),  berdasarkan  nilai nilai yang hidup dalam 

masyarakat dan norma norma yang berlaku dalam pergaulan internasional.53 

Secara a contrario dapat dikatakan bahwa “melakukan perbuatan tercela” adalah 

melakukan berbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma 

kesusilaan dan norma adat antara lain seperti judi, mabuk, pecandu narkoba, 

dan zina. Dengan demikian, apabila diperhatikan bunyi rumusan Penjelasan di 

atas, maka parameter atau kualifikasi melakukan “perbuatan tercela” menjadi 

sangat luas, karena meliputi norma agama, norma kesusilaan dan norma adat, 

sehingga sangat sulit dicarikan tolok-ukurnya, mengingat beranekaragamnya 

norma agama, norma kesusilaan, dan noma adat yang ada di Indonesia. 

 Selain itu juga batasan mengenai makna perbuatan tercela tidak ada 

sehingga menimbulkan banyak sekali persepsi dikalangan para Notaris.Alasan 

pemberhentian sementara karena melakukan perbuatan tercela bisa saja tidak 

berdasar pada hukum positif oleh karena itu pemberhentian sementara karena 

melakukan perbuatan tercela tidak bisa dijadikan alasan pemberhentian 

sementara notaries. Menurut Soewoto Mulyosudarmo alasan melakukan 

“perbuatan tercela”, seyogianya tidak dapat dijadikan sebagai bagian kejahatan 

yang dijadikan dasar untuk pemberhentian notaries dari jabatannya,  karena 

kualifikasi perbuatan tercela tidak jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) dan akan menjadi pasal karet yang dapat “dimainkan” secara 

politis. Menurut saya perumusan norma yang abstrak dan kabur seperti di atas, 

tidak sesuai dengan asas kepastian hukum dan asas-asas pembentukan 

perundangan-undangan yang baik. "perbuatan tercela" memiliki pengertian 

abstrak dan sangat luas, tidak hanya terbatas pada pelanggaran hukum semata-

 
53 https://ikanotariatui.com/kode-etik-notaris/ diakses pada tanggal 14 Juni 2019 pukul 23.30 

WIB 
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mata, akan tetapi termasuk juga perbuatan yang bertentangan dengan norma 

agama, norma kesusilaan serta norma adat.  

Menurut Janedjri M. Gaffar, alasan perbuatan tercela yang dalam istilah di 

Amerika Serikat disebut dengan misdemeanor. Istilah misdemeanor 

sesungguhnya menunjuk pada tindak pidana ringan. Misdemeanor diterjemahkan 

sebagai perbuatan tercela, yang walaupun bukan pelanggaran pidana tapi 

merupakan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat dan tidak 

seharusnya diberlakukan kepada Notaris. Apabila perbuatan dimaksud dilakukan, 

hal itu akan merusak citra dan kehormatan notaries. Menyadari konsep 

perbuatan tercela yang dapat merendahkan martabat Notaris  tidak jelas dan 

kabur, dan mengingat perumusan normanya bersifat abstrak oleh karena itu, 

kemungkinan besar alasan ini dapat menjadi bahan untuk menjatuhkan rekan se 

profesi karena adanya persaingan yang tidak sehat antar anggota profesi dengan 

cara memulti-tafsirkan rumusan ketentuan pasal tersebut dengan tujuan yang 

memang sengaja untuk menjatuhkan pejabat Notaris. Penggunaan frase 

”perbuatan tercela” sebagai alasan pemberhentian sementara notaris 

sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, telah terjadi ketidaksempurnaan 

perumusan, karena memiliki arti-ganda, kekaburan dan terlalu luas.  

Menurut Lon.L. Fuller bahwa hukum adalah alat untuk mengatur 

masyarakat. Maka dalam proses perumusannya tidak boleh mengalami 

kegagalan, termasuk gagal dalam membuat rumusan yang jelas dan mudah 

dimengerti oleh masyarakat.Montesquie memberi salah satu petunjuk tentang 

perlunya diperhatikan asas pembentukan perundang-undangan yang baik dalam 

merumuskan peraturan perundang-undangan yaitu hendaknya istilah yang dipilih 

sebisa mungkin bersifat mutlak (pasti) dan tidak relatif, sehingga dapat 

meminimalisasi kesempatan untuk perbedaan pendapat dari para individu 

pembacanya (bersifat multitafsir)54. Jika dihubungkan dengan asas-asas 

pembentukan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 

Undang Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, salah satunya adalah asas kejelasan rumusan. Berdasarkan 

 
54 Yuliandri, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Gagasan 

Pembentukan Undang Undang Berkelanjutan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hal 324. 
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Penjelasan pasal 5 huruf f Undang Undang No 12 Tahun 2011 bahwa yang 

dimaksud dengan alasan ”kejelasan rumusan adalah setiap peraturan perundang-

undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan 

perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau pilihan istilah serta 

bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan 

berbagai macam interpretasi dalam pelaksanakannya’’.  

Dengan adanya pasal ini sesungguhnya sangat merugikan notaries karena 

bisa saja notaries bisa dikriminalisasi bahkan bisa saja notaries diberhentikan 

karena alasan yang tidak jelas akibat terlalu luasnya penafsiran dari pasal 9 ayat 

1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Menurut 

peneliti pasal 9 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris 

harus dihapuskan dengan cara melakukan yudisial review ke mahkamah 

konstitusi, karena makna perbuatan tercela itu sangat abstrak dan samar 

sehingga menurut peneliti sangat menghambat kerja notaris dalam melakukan 

tugas dan tanggung jawabnya sebagai notaries.  

4.2Bentuk kepastian hukum terhadap notaris atas pemberhentian 

sementara  sebagaimana yang tercantum dalam pasal 9 ayat 1 huruf c 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris 

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum atau rechtstaat, dimana 

adanya jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang 

berdasarkan pada kebenaran dan keadilan merupakan prinsip dari negara hukum 

atau rechtstaat. dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 3 UUD RI Tahun 1945. Negara 

hukum sebagai Nachtwaker staat atau Nachtwachter staat (“Negara Jaga 

Malam”) yang tugasnya menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat. Pasal 

28 huruf d ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Setiap orang berhak atas 

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama dihadapan hukum.  
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Ketentuan tersebut memberikan kewajiban kepada negara, untuk 

memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, yang adil 

serta perlakuan yang sama dihadapan hukum kepada warga negara. Salah 

satunya, terhadap perbuatan-perbuatan hukum di bidang keperdataan, yang 

dilakukan setiap orang. Perbuatan atau peristiwa hukum di bidang keperdataan 

tersebut, dituangkan ke dalam suatu akta, yang dibuat oleh pejabat umum yang 

dalam hal ini adalah notaris, yang diberi kewenangan oleh Negara. Profesi 

Notaris memiliki tempat yang istimewa di tengah masyarakat, apalagi jika kaitkan 

dengan eksistensi konstitusional kenegaraan yang telah mendeklarasikan diri 

sebagai Negara hukum. 55  Sebagai Negara hukum tentunya hal ini akan 

mengedapankan kepastian hukum yang kemudian akan memberikan keadilan, 

perlindungan hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat. 

Kepastian hukum saat ini sangatlah penting dan merupakan hal yang 

sangat krusial dalam kehidupan bermasyarakat,sehingga setiap elemen-elemen 

dalam masyarakat yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung 

dengan pelaksanaan dan penegakan hukum tersebut haruslah memiliki 

parameter yang sama yaitu tercapainya kepastian hukum.56  Produk hukum yang 

dikeluarkan oleh Notaris adalah berupa akta-akta yang memiliki sifat otentik dan 

memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Tugas dan wewenang notaris 

erat hubungannya dengan perjanjian-perjanjian, perbuatan-perbuatan dan juga 

ketetapan-ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak, 

yaitu memberikan jaminan atau alat bukti terhadap perbuatan, perjanjian, dan 

juga ketetapan tersebut agar para pihak yang terlibat di dalamnya mempunyai 

kepastian hukum. 

Apabila sudah jadi pengemban profesi hukum yang dalam hal ini adalah 

notaries,maka statusnya sebagai professional hukum wajib bertanggung 

jawab,artinya bahwa: 

 

 

 
56 Abdul Hakim, Politik Hukum Indonesia, Yayasan LBH Indonesia, Jakarta,1998, hlm.70 
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a. kesediaan melakukan dengan sebai-baiknya tugas apa yang termasuk 

lingkup profesinya; 

b.  bertindak secara professional tanpa membeda-bedakan status komisi; 

c. kesediaan memberikan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan 

kewajibannya. 

Sebagai Notaris yang profesinya dalam lingkup hukum,maka kewajibannya ini 

tergolong sebagai bagian dari pelaksanaan atau penegakan hukum.Menurut 

Sudikmo Mertokusumo, agar kepentingan manusia itu terlindungi, hukum harus 

dilaksanakan,pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara tenteram, 

damai,tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran terhadap hukum. Dalam hal 

ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan melalui menegakkan hukum ada 

tiga unsure yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan 

keadilan.  

 Menurut Notohamdjoyo ada 4 norma yang penting dalam penegakan 

hukum yaitu:  

d. Kemanusiaan,yaitu norma kemanusiaan menuntut supaya dalam penegakan 

hukum manusia senantiasa diperlakukan sebagai manusia, sebab ia memiliki 

keluhuran pribadi; 

e. Keadilan, yaitu kehendak yang ajek dan kekal untuk memberikan kepada 

orang lain apa yang menjadi hak nya; 

f. Kepatutan, yaitu yang wajib dipelihara dalam pemberlakuan Undang-

Undangdengan maksud untuk menghilangkan ketajamannya,kepatutan ini 

perlu diperhatikan terutama dalam pergaulan hidup manusia dalam 

masyarakat; 

g. Kejujuran,yaitu pemeliharaan hukum atau penegakan hukum harus bersikap 

jujur dalam mengurus atau menangani hukum,serta dalam melayani 

’justiable” yang berupaya untuk mencari hukum dan keadilan,dengan kata 

lain setiap yuris diharapkan sedapat mungkin memelihara kejujuran dalam 
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dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan curang dalam 

mengurus perkara. 

Menurut ahli sosiologi hukum dari Amerika serikat yaitu Lawrence M.Freidman 

disebutkan bahwa ada tiga factor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu, 

pertama,faktor structural yang dalam hal ini adalah pelaksanaan penegakan 

hukum adalah lembaga hukum yang diciptakan oleh Negara berdasarkan 

Undang-Undang. Lembaga hukum ini antara lain lembaga peradilan, kejaksaan 

dan kepolisian. Penegakan hukum oleh lembaga structural ini tergantung pada 

kemampuan,kejujuran,keberanian dan kemauan bekerja keras secara 

professional manusia-manusia yang ada di lembaga ini. Kedua adalah faktor 

substantive, dalam hal ini merupakan faktor output dari system hukum artinya 

norma-norma hukum yang dipergunakan untuk mengatur tingkah laku manusia 

serta hak dan kewajiban manusia, yaitu mengatur pihak yang menegakkan atau 

melaksanakan hukum maupun pihak yang diatur atau yang terkena peraturan. 

Norma hukum disini bisa berbentuk tertulis ataupun tidak tertulis, keberadaan 

hukum tertulis pun  int tergantung pada kualitas para pembuatnya atau 

pembentuknya. 

 Umar Said yang mengutip pendapat dari Philipe Nonet dan Philip Selznick 

menyebutkan bahwa apabila pembuat atau pencipta Undang-Undang atau 

peraturan tertulis itu tidak berkualitas maka jangan diharapkan dapat 

menghasilkan Undang-Undang atau hukum yang berkualitas yang dapat 

memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat atau menghasilkan hukum yang 

responsive Undang-Undang yang responsif hendaknya memenuhi persyaratan 

yuridis, sosiologis, filosofis. Menurut Fuller hukum dapat dilaksanakan atau 

ditegakkan apabila diatur dalam Undang-Undang, disosialisasikan atau 

pengumuman  pemberlakuannya, tidak boleh berlaku surut, rumusan harus jelas 

terperinci dan dimengerti oleh rakyat dan harus dapat dijalankan aparat penegak 

hukum maupun oleh yang terkena peraturan itu sendiri, lalu tidak boleh 

bertentangan dengan udang-undang lainnya, harus juga bersesuaian antara 

tindakan pejabat penegak hukum dengan peraturan yang  dibuat. 

 Sedangkan pendapat Howard dan Sumner adalah Undang-Undang harus 

dirancang dengan baik ditulis dengan jelas dapat dimengerti dengan penuh 
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kepastian dan perbuatan yang diatur dalam Undang-Undang hendaknya harus 

nyata dan tidak abstrak. Apabila dikaitkan dengan Profesi Notaris sangatlah 

penting karena sifat dan hakikat dari pekerjaaan Notaris yang sangat berorientasi 

pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status 

harta benda, hak, dan kewajiban para pihak yang terlibat. Dalam melaksanakan 

tugas dan jabatannya seorang notaris harus berpegang teguh pada Kode Etik 

Jabatan Notaris, profesi Notaris sangatlah penting karena sifat dan hakikat dari 

pekerjaaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat 

menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak, dan 

kewajiban para pihak yang terlibat. Dalam melaksanakan tugas dan jabatannya 

seorang notaris harus berpegang teguh pada Kode Etik Jabatan Notaris sehingga 

dalam menjalankan kewenangannya harus diberikan kepastian hukum dan 

perlindungan mengingat tanggung jawab notaris sangat besar. 

Profesi Notaris merupakan profesi yang memberikan pelayanan kepada 

Masyarakat untuk pembuatan alat-alat bukti yang berupa akta sehingga notaries 

tidak memihak kesalah satu Pihak dan harus berprilaku adil terhadap kedua 

belah Pihak serta menjelaskan akibat-akibat perjanjian yang dibuatnya terhadap 

masingmasing. Selain itu Notaris juga merupakan satu-satunya Pejabat umum 

yang diangkat untuk pembuatan alat-alat bukti tersebut, sehingga Notaris itu 

tidak melakukan perbuatan yang dilakukan para pihak tetapi hanya membuatkan 

alat bukti bagi kedua belah Pihak. Produk hukum yang dikeluarkan oleh Notaris 

adalah berupa akta-akta yang memiliki sifat otentik dan memiliki kekuatan 

pembuktian yang sempurna. Tugas dan wewenang notaris erat hubungannya 

dengan perjanjian-perjanjian, perbuatan-perbuatan dan juga ketetapan-

ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak, yaitu 

memberikan jaminan atau alat bukti terhadap perbuatan, perjanjian, dan juga 

ketetapan tersebut agar para pihak yang terlibat di dalamnya mempunyai 

kepastian hukum.57 Mengingat tanggung jawab seorang notaries begitu besar, 

maka peran notaries dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya harus 

diberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang jelas.  

 
57 Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administritif Terhadap NotarisSebagai Pejabat Publik, PT. 

Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 32. 
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Dengan adanya Undang-Undang jabatan notaris merupakan pintu bagi 

notaries untuk  memberikan perlindungan Hukum bagi notaris dan kepastian 

hukum terkait proses pembuatan akta. Namun yang disayangkan dengan adanya 

Undang-Undang jabatan Notaris belum memberikan perlindungan hukum dan 

kepastian hukum yang jelas bagi notaries dalam menjalankan tugas dan 

tanggung jawabannya, masih banyak kekuarangan bahkan banyak pasal yang 

masih bisa dikatakan abstrak, hal ini yang memicu ketidak pastian  hukum dalam 

Undang-Undang jabatan Notaris, salah satunya adalah yang tercantum dalam 

pasal 9 Ayat 1  huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris yaitu 

mengenai pemberhentian sementara notaries karena melakukan perbuatan 

tercela,disini jelas bahwasanya perbuatan tercela ini merupakan multitafsir 

sehingga tidak mempunyai kepastian hukum yang jelas bagi notaries. 

 Untuk memenuhi kepastian hukum Menurut Maria Sriwulandari 

Sumarjono mengemukakan bahwa suatu perundang-undangan harus 

mencangkup 3 asas. Asas-asas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1.  Asas Keadilan. Dalam pembuatan peraturan perundangundangan tidak 

cukup hanya dengan pemenuhan asas keadilan, namun juga harus 

mencangkup adanya suatu kepastian hukum. Kepastian hukum tersebut 

akan tercapai apabila suatu peraturan dibuat secara baik dan jelas 

sehingga tidak menimbulkan adanya banyak penafsiran, selain itu suatu 

peraturan harus dibuat dengan tetap memperhatikan peraturan yang lain 

yang lebih tinggi tingkatannya sehingga tidak menimbulkan adanya 

pertentangan norma;  

2.    Transparansi dalam Proses Pembuatan perundang-undangan. 

Transparansi ini diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui mengenai 

materi dalam peraturan yang dibuat sehingga masyarakat dapat diberi 

kesempatan untuk memberikan masukan guna melengkapi 

penyempurnaan pembuatan peraturan itu; 

3.  Kemanfaatan. Suatu peraturan akan dapat ditaati oleh masyarakat 

apabila peraturan tersebut dapat menyakinkan masyarakat bahwa 

peraturan tersebut bermanfaat sehingga mampu memberikan 
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kemungkinan tercapainya kepentingan masyarakat yang berkembang 

secara wajar. 58 

Selain itu juga dalam pembentukan Undang-Undang yang baik perlu juga 

memperhatikan Asas-asas Peraturan Perundang-undangan yang Baik yaitu : 

Sebelum menguraikan asas peraturan perundang-undangan terlebih dahulu 

diuraikan asas hokum,sebab asas peraturan perundang-undangan merupakan 

bagian dari asa hokum . Satjipto Raharjo menyatakan : 

  “bahwa asas hokum merupakan “jantungnya” peraturan hokum. Karena 

menurutnya asas hukum  adalah landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu 

peraturan hokum.Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hokum itu pada akhirnya 

bias dikembalikan pada asas-asas tersebut.Kecuali disebut landasan ,asas hokum 

layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hokum ,atau merupakan 

ratio  legis darin peraturan hokum .Asas hokum tidak akan habis kekuatannya 

dengan melahirkan suatu peratyran hokum, melainkan akan tetap saja ada dan 

akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya, oleh karena itu,Paton 

menyebutnya sebagai suatu sarana membuat hokum itu hidup, tumbuh dan 

berkembang dan ia juga menunjukan, bahwa hokum itu buka sekedar kumpulan 

dari peraturan-peraturan belaka .Kalau dikatakan , bahwa dengan adanya asas 

hokum , hokum itu bukan sekedar kumpulan dari peraturan-peraturan , maka hal 

itu disebabkan oleh karena asas itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan etnis 

.Apabila anda membaca suatu peraturan hokum, mungkin kita tidak menemuka 

pertimbangan etis di situ.Tetapi asas hokum menunjukan adanya tuntutan etis 

yang demikian itu, atau setidak-tidaknya kita bias mersakan adanya petunjuk 

kearah itu.  

Sebagaimana diketahui untuk membentuk peraturan perundang-

undangan yang baik , perlu diperhatikan berbagai asas.. Van der Vlies membagi 

asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik  

(beginselen  van  behoorlijke   regelgving)(A.Hamid S.  Attamimi menerjemahkan 

dengan kalimat peraturan-peraturan yang patut ),  kedalam asas-asas yang 

 
58  Muchtar Wahid, 2008,Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah, Republika, 

Jakarta.Hal 178 
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formal dan yang material. Dalam hal ini Van Der Vlies membedakn antara asas-

asas formal dan asas-asas material. 

Asas-asas formal meliputi : 

A) Asas tujuan yang jelas (beginsel  van  duidelijke  doelstellin ) yang 

mencakup tiga hal yakni mengenai ketepatan letak peraturan 

perundang-undangan dalam kerangka kebijakan umum pemerintah, 

tujuan khusus peraturan yang akan dibentuk dari bagian-bagian  

yang akan dibentuk tersebut. 

B) Asas organ /lembaga yang tepat (beginsel  van  hetjuiste  organ) hal 

ini untuk menegaskan kejelasan organ yang menetapkan poeraturan 

perundang-undangan tersebut; 

C) Asas perlunys pengaturan (het  noodzakelijkheidsbeginsel).Asas 

perlunya pengaturan,  merupakan prinsip yang menjelaskan berbagai 

alternative maupun relevansi  dibentuknya peraturan untuk 

menyelesaikan problema pemerintahan : *(hal 60) 

D) Asas dapat dilaksanakan (hef  beginsel  van  uitvoerbaarheid), yaitu 

peraturan yang dibuat seharusnya dapat ditegakan secara efektif.  

Sebab tidaklah berguna suatu peraturan perundang-undangan yang 

tidak dapat ditegakan. Mengingat suatu peraturan perundang-

undangan yang tidak dapat ditegakan akan menggerogoti 

kewibawaan/lembaga yang membentuknya , juga akan menimbulkan 

kekecewaan pada harapan rakyat; 

E) Asas konserdus (het beginsel vanden  consensus), yaitu kesepakatan 

rakyat untuk melaksanakan kewajiban dan menanggung akibat yang 

ditimbulkan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutn . 

Asas ini dapat diwujudkan dengan perencanaan yang baik ,  jelas,  

serta terbuka , diketahui rakyat mengenai akibat-akibat yang akan 

ditimbulkan serta latar belakang dan tujuan – tujuan yang hendak 

dicapai .Hal itu juga dapat dilakukan dengan penyebarluasan 

rancangan peraturan perundang-undangan tersebut kepada 

masyarakat sebelum pembentukannya. Tentu saja itu apabila 

peraturan perundang-undangan dimaksud  merupakan undang-
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undang, pembahasanya di DPR dapat dilakukan dengan 

mengikutsertakan masyarakat sebanyak mungkin melalui lembaga 

dengar pendapat yang sudahn lama kita miliki. 

Asas-asas material meliputi: 

a. Asas tentang terminology dan sistematika yang benar (het  beginsel  

van  duidelijke  terminologie  en  duidelijke  systematiek), artinya 

setiap peraturan hendaknya dapat dipahami oleh rakyat , baik 

mengenai kata-katanya maupun mengenai struktur atau susunanya. 

Asas ini dapat digolongkan ke dalam asas-asas teknik perundang-

undangan , meskipun sebagai suatu asas orang berpendapat seolah-

olah sudah harus berlaku dengan semestinya. 

b. Asas tentang dapat dikenali (het beginsel van  kenbaarheid) apabila 

suatu perundang-undangan tidak dikenali dan diketahui oleh setiap 

orang , lebih-lebih oleh yang berkepentingan , maka akan kehilangan 

tujuanya sebagai peraturan. Ia tidak mengembangkan asaspersamaan 

dan tidak pula asas kepastian hokum, dan selain itu tidak 

mengahsilkan peraturan yang direncanakan. Dalam hal tersebut 

apabilq peraturan perundang-undangan tersebut membebani 

masyarakat dan rakyat dengan berbagai kewajiban . Asas yang 

menyatakan, bahwa setiap orang dianggap mengetahui peraturan 

perundang-undangan , perlu diimbangi dengan asas ini . 

c. Asas perlakuan yang sama dalam hokum (het  

rechtsgelijkheidsbeginsel ) Asas ini para ahli menunjuk kepada tidak 

boleh adanya peraturan perundang-undangan yang ditujukan kepada 

sekelompoknorang tertentu, karena hal ini akan mengakibatkan 

adanya ketidaksamaan dan kesewenang-wenangan di depan hokum 

terhadap anggota-anggota masyarakat . Hal ini juga sudah tegas 

dinyatakan dalam Pasal  27  ayat  (1) UUD 1945 dan juga sekarang 

dimuat dalam Pasal 28A-28J UUD 1945 Setelah perubahan.. Hal 

demikian untuk mencegah praktik ketidakadilan dalam memperoleh 

pelayanan hokum; 

d. Asas kepastian hokum (hef rechtzekerheidsbeginsel) ,asas ini mula-

mula diberi nama latin yaitu asas harapan yang pada dasarnya 
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haruslah dipenuhi (het beginseldat gerechtvaardidge verwachtingen 

gehonoreerd moetenworden) yang merupakan peengkhususan dari 

asas umum tentang kepastin hokum; 

e. Asas pelaksanaan hokum sesuai keadaan individual ( het  beginsel  

van  de  individuele  rechtsbedeling ) Asas ini bermaksud memberikan 

penyelesaian yang khusus bagi hal-hal atau keadaan-keadaan 

tertentu, sehingga dengan demikian peraturan perundang-undangan 

dapat juga member jalan keluar selain bagi masalah-masalh umum 

,juga bagi masalah-masalah khusus .Asas pelaksaan hokum sesuai 

dengan keadaan individual ,asas ini bermaksud memberikan (hal.62) 

penyelessaian yang khusus bagi hal-hal atau keadaan-keadaan 

tertentu yang menyangkut kepentingan individual . 

 

Dalam perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan 

,Montesquieu dalam karyanya L’esprit des Lois sebagaimana dikutip oleh Hamid S  

Attamimi  dalam disertasinya , mengemukakan sejumlah persyaratan atau hal-hal 

yang dapat dijadikan asas-asas yakni sebagai berikut; 

a. Gaya haruspadat dan mudah;kalimat-kalimat bersifat kebesaran dan 

retorikal hanya merupakan tambahan yang membingungkan .Hal ini 

mengandung arti bahwa gaya penuturannya hendaknya npadat dan 

sederhana . Dalam hal ini pengutaraan dengan menggunakan 

ungkapan kebesaran dan retorik hanya merupakan tambahan yang 

menyesatkan dan mubazir; 

b. Istilah-istilah yang dipilih hendaknya sedapat-dapat bersifat mutlak 

dan tidak relative, dengan demikian memperkecil kemungkinan 

munculnya perbedaan pendapat yang individual ; 

c. Hukum hendaknya membatasi  diri pada hal-hal yang riil dan actual 

dengan menghindari hal-hal yang bersifat metaforis dan hipotetis; 

d. Hukum hendaknya tidak dirumuskan dalam bahasa yang tinggi, oleh 

karena ia ditujukan  
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e. Kepada  rakyat yang memiliki tingkat kecerdasan rata-rata , bahkan 

hokum tidak untuk latihan penggunaan logika melainkan hanya 

penalaran sederhana yang bias dipahami oleh orang rata-rata; 

f. Hukum hendaknya tidak merancukan pokok masalah bdengan 

pengecualian, pembatasan atau pengubahan , gunakan semua itu jika 

benar-benar diperlukan; 

g. Hukum hendaknya tidak bersifat argumentasris/dapat diperdebatkan , 

adalah berbahaya merinci alasan-alasan hokum, karena hal itu akan 

lebih menumbuhkan pertentangan-pertentangan/menimbulkan 

konflik;  

h. Lebih dari itu semua, pembentukan hokum hendaknya 

mempertimbangkan masak-masak dan mempunyai manfaat praktiss 

dan hendaknya tidak menggoyahkan sendi-sendi pertimbangan dasar 

keadilan dan hakikat permasalahan sebab hokum yang lemah tidak 

perlu dan tidak adil akan membawa seluruh system perundang-

undangan mendapat citra buruk dan menggoyahkan legitimasi 

Negara. 

Lebih lanjut terdapat delapan azas atau Principle of Legality yang dissebutkan 

oleh Lon L. Fuller dalam bukunya Morality of law yaitu; 

a. Suatu system hokum harus mengandung peraturan-peraturan. Yang 

dimaksud  disini adalah ,bahwa ia tidak boleh mengandungb sekedar 

keputusan-keputusan ad  hoc; 

b. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan; 

c. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut , oleh karena apabila yang 

demikian itu tidak ditolak, maka peraturan itu tidak bias dipakai untuk 

menjadi pedoman tingkah laku .Membolehkan pengaturan berlaku surut 

berarti  merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk berlaku bagi 

waktu yang akan dating; 

d. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bias dimengerti 

suatu system tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang 

bertentangan satu sama lain; 
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e. Suatu system tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang 

bertentangan satu sama lain ; 

f. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melbihi apa 

yang dapat dilakukan; 

g. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah-ubah perturan 

sehingga menyebabkan seorang akan kehilngan oriuentasi; 

h. Harus ada kecocokan antara peraturan yng di undangkan dengan 

pelaksanaanya sehari-hari; 

Berkaitan dengan hal tersebut ahli hokum tata Negara Belanda Koopmans juga 

mengemukakan perlunya asas-asas dalam pembentukan hokum peraturan 

perundang-undangan ,seperti halnya perlu adanya asas-asas dalam 

penyelenggaraan pemerintahan yang patut serta asas-asas dalam 

penyelenggaraan peradilan yang patut Ia membagi asas-asas tersebut 

sehubungan dengan; 

a. Prosedur yaitu pada proses pengambilan keputusan dan pengumuman 

hasil akhirnya; 

b. Bentuk dan kewenangan , yang dimaksud dengan bentuk ialah 

pembagian tertentu dari batang tubuh yang Nampak pada pasal-pasalnya 

c. Masalah kelembagaan;dan 

d. Masalah isi peraturan. 

Berkenan dengan asas-asas pembentukan hokum peraturan perundangan-

undangan di Indonesia,A.Hamid S.Attamimi,mengemukakan tiga macam asas 

yang secara berurutan disusun sebagai berikut; 

a. Cita Hukum Indonesia 

b. Asas Negara Berdasarkan Atas Hukum Dan Asas Pemerintahan 

Berdasarkan Sistem Konstitusi; 

c. Asas-asas lainnya. 

Dengan demikian, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan 

Indonesia yang patut akan mengikuti pedoman dan bimbingan yanbg diberikan 

oleh : 
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a. Cita Hukum Indonesia yangb tidak lain melainkan Pancasila(sila-sila dalam 

hal tersebut berlaku sebagai cita(idée),yang berlaku sebagai”bintang 

pemandu” 

b. Normal fundamental Negara yang tidak lain melainkan Pancasila(silasila 

dalam hal tersebut berlaku sebagai norma): 

c.  Asas Negara Brdasarkan Atas Hukuk yang menempatkan undang-undang 

sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hokum (der 

Primat des Rechts)dan asas-asas Pemerintahan berdasarkan Sistem 

Konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar batas 

penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.(hal.65) 

Asas pembentukan hokum peraturan perundang-undangan , yang patut itu 

meliputi juga 

1. Asas tujuan yang jelas 

2. Asas perlunya peraturan 

3. Asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat; 

4. Asas dapatnya dilaksanakan; 

5. Asas dapat dikenali; 

6. Asas perlakuan yang sama dalam hokum 

7. Adsas kepatian hokum; 

8. Asas pelaksanaan hokum sesuai keadaan keadaan individual. 

Mengikuti pembagian mengenai adanya asas yang formal dan asas yang material 

,maka A.Hamid.S. Attamimi cenderunga untuk membagi asas-asas pembentukan 

peraturan perundang-undangan yang patut tersebut kedalam; 

A .Asas-asas formal ,dengan perincian  

1) Asas tujuan yang jelas; 

2) Asas perlunya pengaturan 

3) Asas organ/lembaga 

4) Asas materi muatan yang tepat 

5) Asas yang dapat dilaksanakan 

6) Asas yang dapat dikenali 
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B.  Asas-asas material ,denganh perincian; 

1) Asas sesuai dengan Cita Hukum dan Norma Fundamental Negara; 

2) Asas sesuia dengan Hukum Dasar Negara 

3) Asas sesuai dengan prinsip-prinsip Negara Beradasarkan Atas Hukum; 

4) Asas sesuai dengan prinsip-prinsip Pememrintahan Berdasarkan Sistem 

Konstitusi 

Dengan mengacu pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan 

Indonesia yang patut tersebut, diharapkan terciptanaya peraturan perundang-

undangan yang baikdan dapat mencapai tujuan secara optimal dalam 

pembangunan hokum di Negara Republik Indonesia.  

 

Tatiek Sri Djatmiati mengemukakan bahwa kepastian hukum terdiri 

dari beberapa unsur. Unsur unsur tersebut terdiri dari Pertama yaitu Adanya 

suatu aturan yang konsisten yang ditetapkan oleh negara dan dapat diterapkan, 

kedua Aparat pemerintah harus menerapkan hukum tersebut secara konsisten 

dengan tetap perpegangan dan berdasarkan pada aturan tersebut. Ketiga Rakyat 

pada dasarnya harus tunduk pada ketentuan hukum.  Keempat Adanya hakim 

yang independen atau bebas dalam artian tidak memihak dan secara konsisten 

menerapkan aturan hukum tersebut, kelima Putusan hakim dapat dilaksanakan 

secara nyata.59 

  Beranjak dari hal ini maka seharusnya peraturan perundang-undangan 

yang mengatur mengenai profesi notaries harus mengedapankan kepastian 

hukum dan perlindungan hukum jadi ketika notaries mengalami permasalahan, 

maka bisa dijadikan alat untuk membela profesi notaries, sehingga kehadiran 

Peraturan Perundang-Undangan tentang jabatan notaries sungguh-sungguh 

memberikan perlindungan bagi profesi notaries. Dengan adanya perlindungan 

hukum bagi notaries dan kepastian hukum maka notaries lebih tenang dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kepastian hukum dan perlindungan 

hukum tidak lepas dari tujuan dari hukum yaitu menciptakan keadilan.Mochtar 

 
59  Tatiek Sri Djatmiati, 2002, Prinsip Izin Usaha Industri Di Indonesia, Disertasi,PPS Unair, 

Surabaya. Hal 18. 
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Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, mengatakan Keadilan merupakan unsur 

yang tidak bisa dipisahkan dari hukum sebagai perangkat asas dan kaidah yang 

menjamin adanya keteraturan (kepastian).60 Implementasi asas kepastian hukum 

menuntut terpenuhinya hal-hal sebagai berikut : 61 

a. Syarat legalitas dan konstitusionalitas, berarti tindakan pemerintah dan 

Pejabatnya bertumpu pada Perundang-Undangan dalam kerangka 

konstitusi; 

b. Syarat Undang-Undang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang 

cara pemerintah dan para Pejabatnya melakukan tindakan; 

c. Syarat Perundang-Undangan hanya mengikat warga masyarakat setelah 

diundangkan dan tidak berlaku surut (non retroaktif); 

d. Pradilan bebas, terjaminnya objektifitas, imparsialitas,adil,dan manusiawi. 

Notaris merupakan Pejabat Publik yang menjalankan profesi dalam pelayanan 

hukum kepada masyarakat yang oleh Undang-Undang Jabatan Notaris diletakkan 

dasar hukum perlindungan bagi Notaris dan masyarakat yang membutuhkan 

Akta Otentik dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Kepastian hukum 

harus menjadi nilai bagi setiap pihak dalam sendi kehidupan, di luar peranan 

negara itu sendiri dalam penerapan hukum legislasi maupun yudikasi. Setiap 

orang tidak diperkenankan bertindak semena-mena. Sehubungan dengan hal 

tersebut, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara 

normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang 

akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam Akta otektik yang dibuatnya. 

Landasan filosofis lahirnya UUJN adalah terwujudnya jaminan kepastian 

hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran, dan 

keadilan. Melaluiakta yang dibuatnya, Notarisharus dapat memberikan kepastian 

hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris. Akta otentikpada hakikatnya 

memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak 

kepada Notaris. Oleh karena itu, bukan saja Notaris yang harus dilindungi tetapi 

juga para konsumennya, yaitu masyarakat pengguna jasa Notaris. Namun 

 
60 Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu 

Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni, 2000), hal. 52-53 
61 Putri A.R., Perlindungan Hukum Terhadap Notaris, Indikator Tugas-Tugas Jabatan 

Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana, (Jakarta: Sofmedia, 2011), hal. 23 
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Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat 

dalam aktaNotaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan 

kehendak para pihak yaitu dengancara membacakannya sehingga menjadi jelas 

isi akta Notaris serta memberikan akses terhadap informasi termasuk akses 

terhadap peraturan perundangundangan yang terkait bagi para pihak 

penandatangan akta Notaris dalam menjalankan jabatannya berperan secara 

tidak memihak dan bebas (unpartiality and Independency).62  

Jimly Asshiddiqie , mengatakan bagi setiap norma hokum yang baik selalu 

dipersyaratkan adanya lima landasan keberlakuan. Kelima landasan yang 

dimaksud adalah landasan yang bersifat filosofis, sosiologis, politis, dan landasan 

juridis , serta landasan yang bersifat administrative. Empat landasan pertama, 

yaitu landasan filosofis, sosiologis politis dan juridis yang bersifat mutlak , 

sedangkan satu landasan terakhir , yaitu landasan administrative dapat bersifat 

fakultatif . Mutlak artinya harus selalu ada dalam setiap undang-undang 

.Sedangkan landasan administrative tidak mutlak harus selalu ada. Dicantumkan 

tidaknya landasan administrative itu tergantung pada kebutuhan .Bahkan 

kadang-kadang landasan filosofis juga tidak dibutuhkan secara mutlak. 

a. Landasan Filosofis 

Peraturan perundang-undangan selalu mengandung norma norma hokum 

yang diidealkan (ideal norms) oleh suatu masyarakat kerarah mana cita-cita 

luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Peraturan 

perundang-undangan dapat dikatakan memiliki landasan filosofis apabila 

rumusanya atau normanya mendapat pembenaran dikaju secara filosofis . Jadi 

alasan sesuai dengan cita-cita pandangan hidup manusia dalam pergaulan hidup 

bermasyarakat dan sesuai cita-cita kebenaran, keadilan , jalan kehidupan, filsafat 

hidup bnagsa, serta kesusilaan. Bagir Manan,mengatakan setiap masyarakat 

selalu mempunyai “rechtsidee “,yaitu apa yang meraka harapkan dari hokum 

,mislanya unttuk menjamin keadilan , ketertiban , kesejahteraan , dan 

sebagainya . Karena itu, undang-undang dapat digambarkan sebagai cermin dari 

 
62 Herlin Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, (Bandung: Citra 

Aditya Bakti, 2007), hlm. 22 
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cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang 

hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-

undang yang bersangkutan dalam kenyataan .  

Cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang hendaklah 

mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang 

bersangkutan itu sendiri .Artinya jangan sampai cita-cita filosofis yang 

terkandung dalam undang-undang tersebut justru mencerminkan falsafah 

kehidupan bangsa lain yang tidak cocok dengan cita-cit filosofis bangsa sendiri. 

Landasan Filosofis , yaitu dasar filsafat atau pandangan atau ide yang menjadi 

dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan 

(pemerintahan)kedalam suatu rencana atau draft peraturan Negara .Lampiran 1 

Undang- undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan perundang-undangan,berkaitan dengan Teknik 

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-undangan,Rancangan 

peraturan daerah provinsi dan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota, 

dijelaskan bahwa landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang 

menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangakan 

pandangan hidup , kesadaran , dan cita hokum  yang meliputi suasana kebatinan 

serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber pada Pancasila dan Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Dalam konteks kehidupan bernegara .Pancasila sebagai falsafah haruslah 

tercemin dalam pertimbangan pertimbanagn filosofis yang terkandung dalam 

setiap undang-undang.UUD NKRI tidak boleh melandasi diri beradasrkan falsafah 

hidup bangsa dan Negara lain . Artinya pancasila itulah yang menjadi landasan 

filosofis semua produk peraturan perundang-undangan  Republik Indonesia 

berdasarkan UUD 1945 . Pada prinsipnya tidak dibuat suatu peraturan 

bertentangan dengan falsafah ini. 

 

b. Landasan Sosiologis 

Landasan kedua adalah landasan sosiologis , yaitu bahwa setiap norma 

hokum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan 
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kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hokum yang sesuai dengan realitas 

kesadaran hokum masyarakat. Karena itu , dalam konsideran , harus dirumuskan 

dengan baik (31)pertimbangan –pertimbangan yang bersifat empiris sehingga 

sesuatu gagasan normative yang dituangkan dalam undang-undang benar benar 

didasrakan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hokum masyarakat. 

Dengan demikian, norma hokum yang tertuang dalm undangundang itu kelak 

dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hokum 

yang diaturnya.Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai 

nlandasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan 

umum atau kesadarn hokum masyarakat . Hal ini penting agar perundang-

undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat , tidak menjadi kalimat belaka. 

Hal ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat harus 

dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang 

bersangkutan . 

Membuat suatu aturan yang tidak sesuai denagn tata nilai , keyakinan, dan 

kesadaran masyarakattidak akan ada artinya, tidak mungkin diterapkan karena 

tidak dipatuhi dan ditaati .Hukum yang dibentuk harus sesuai dengan “hokum 

yang hidup” (living law) dalam masyarakat. Berdasarkan Lampiran I Undang-

undang Nomor 12 Tahun 2011 , dijelaskan landasan sosiologis merupakan 

pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek .Landasan 

Sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan 

masalah dan kebutuhan masyarakat Negara. Dengan demikian perlu dipahami 

bahwa tidak berarti apa yang ada pada saat ini dalam suatu masyarakat , akan 

menjadi nilai kehidupan pada masyarakat selanjutnya. Produk perundang-

undangan tidak sekedar menekankan keadaan seketika (moment opname) 

Masyarakat berubah , nilai-nilai pun berubah , kecenderungan dan masyarakat 

harus dapat di prediksi dan terakumulasi dalam peraturan perundang-undangan 

yang berorientasi masa depan. 
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c. Landasan Politis  

Landasan politis yang dimaksud disini ialah bahwa dalam konsideran 

harus pula tergambar adanya system rujukan konstitusional menurut cita-cita 

dan norma dasar yang terkandung dalam UUD 1945 sebagai sumber kebijakan 

pokok atau sumberpoliyik hokum yang melandasi pembentukan undang-undang 

yang bersangkutan  Undang-undang adalah media untuk menuangkan kebijakan 

operasional, tetapi kebijakan itu harus bersumber dari ide-ide , cita-cita dan 

kebijakan kebijakan politik politik yang terkandung dalam konstitusi, baik yang 

tertulis dalam UUD 1945 ataupun yang hidup dalam konvensi ketatanegaran dan 

kenyataan hidup bernegara dari waktu ke waktu. Hukum tidak mungkin dapat 

dipisahkan dengan politik, terutama pada masyarakat yang sedang membangun 

di mana pembangunan merupakan keputusan politik ,sedangkan pembangunan 

jelas-jelas membutuhkan legalitas dari sector hokum. 

Mahfud MD menyebutkan , fungsi dan peran hokum sangat dipengaruhi 

dan kerap kali diintervensi oleh kekuatan politik .Perkembangan karakter produk 

hokum senantiasa dipengaruhi oleh perkembangan konfigurasi politik. 

Konfigurasi politik yang demokratis maka akan melahirkan produk hokum yang 

reponsif/populidtik , sedangkan ketika konfigurasi politik bergeser ke sisi otoriter 

makamelahirkan produk hokum yang konservatif/ortodok//elitis atau  melindas  

D.LANDASAN YURIDIS 

Landasan yuridisialah ketentuan hokum yang menjadi dasar hokum dalam 

pembentukan suatu peraturan. Dalam hal ini M. Solly Lubis membagi dua macam 

landasan yuridis ,yakni: 

a. Landasan yuridis dari segi formal ,yakni landasan yang member 

kewenangan bagi intansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu 

b.  Landasan yuridis dari segi materi; ,yaitu landasan yuridis untu segi 

isia(materi) yakni dasar hokum untuk mengatur hal-hal tertentu. 

Landasan yuridis formal menjadi landasan hokum yang menjadi dasr 

kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan .Apakah kewenangan 
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seorang pejabat atau lembaga mempunyai dasar hokum yang ditentukan dalam 

peraturan perundang-undangan atau tidak 

Dasar hokum kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan sangat 

diperlukan .Tanpa disebutkan dalam peraturan perundang-undangan sangat 

diperlukan.Tanpa disebutkan dalam peraturan perundangan sebagai landasan 

yuridis formal seorang pejabat atau suatu lembaga adalah tidak berwenang 

mengeluarkan peraturan. 

Sebagai landasan yuridis formal tersebut misalnya ,Pasal 20 ayat (1)UUD 1945 

memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan rakyat untuk membuat 

undang-undang. Demikian pula ketentuan Pasal 5 ayat(2) UUD 1945 

memberikan dasar hokum dasar kewenangan kepada presiden dalam 

menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang. 

Landasan yuridis formal selain menetapkan lembaga yang berwenang 

membentuk , juga secara garis besar ditetapkan proses dan prosedur 

penetapanya . misalnya , suatu undang-undang sebelum disahkanmenjadi 

undang-undang harus mendapat persetujuan bersama terlebih dahulu dari 

Presiden dan DPR . Selain itu,walaupun RUU telah disetujui oleh Presidden tetapi 

dalam waktu 30  (hal.34) sejak persetujuan tidak disahkan oleh Presiden , maka 

RUU  tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. 

Demikian pula misalnya Peraturan Daerah , ditetapkan oleh Kepala Daerah 

setelah mendapat persetujuan bersama DPRD .Kalau suatu Peraturan Daerah 

dibuat oleh Kepala Daerah tanpa disetujui oleh DPRD maka Peraturan Daerah 

tersebut batal demi hokum. Dengan demikian jenis perturan perundang-

undangan serta lembaga yang berwenang membentuknya harus mempunyai 

landasan formal secara tegas dalam peraturan perundang-undangan / 

Tanpa landasan formal demikian , maka prinsip Negara berdasar atas hokum 

akan menjadi goyah .Oleh karena itu, dasar yuridis sangat penting dalam 

pemuatan peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan: 
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1. Adanya kewenangan untuk pembuat peraturan perundang-

undangan , karena setiap peraturan perundang-undangan harus 

dibuat oleh lembaga/badan atau pejabat yang berwenang 

2. Adanya kesesuian bentuk atau jenis peraturan perundang-

undangan dengan materi yang diatur , terutama kalau 

diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih 

tinggi atau sederajat 

3. Mengikuti tatacara/prosedur tertentu ,apabila tidak diikuti maka 

peraturan perundang-undangan tersebut dimungkinkan batal demi 

hokum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hokum mengikat , 

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi tingkatanya. Suatu undang-undang tidak boleh 

mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD . Demikian 

pula Seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan 

tingkat lebih bawah. 

Selain menentukan dasar kewenangan landasan hokum juga merupakan 

dasar keberadaan atau pengakuan dari suatu jenis (hal.35)peraturan perundang-

undangan adalah landasan yuridiis material.Landasan yuridis material menunjuk 

kepada materi muatan tertentu yang harus dimuat dalam suatu peraturan 

perundang-undangan tertentu. Pembentuk peraturan menghendaki bahwa suatu 

materi hendaknya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu 

pula. Dalam UUD 1945 disebutkan adanya materi-materi tertentu yang harus 

diatur dengan undang-undang,Isi atau substansi suatu peraturan perundang-

undangan harus sesuai dengan “wadahnya”atau jenis peraturan perundang-

perundangan .Selain itu ,isi suatu peraturan perundang—undangan tidak boleh 

bertentangan dengan isi peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih 

tinggi. 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam lampiran menjelaskan 

landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan 

bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hokum atau 

mengisi kekosongan hokum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada , 

yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hokum dan 
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rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hokum yang 

berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk 

peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hokum itu, 

antara lain peraturan yang sudah ketinggalan ,peraturan yang tidak harmonis 

atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang 

sehingga daya berlakunya lemah peraturanya sudah ada tetapi tidak memadai 

,atau peraturanya memang sma sekali belum ada. 

Landasan yuridis dalam perumusan setiap peraturan perundang-undangan 

haruslah ditempatkan pada bagian konsideran “mengingat” .Dalam konsideran 

mengingat ini harus disusun secara rinci dan tepat yaitu : 

1. Ketentuan UUD 1945 yang dijadikan rujukan termasuk, penyebutan 

pasal dan ayat atau bagian tertentu dari UUD 1945 harus ditentukan 

secara tepat; 

2. Undang-undang lain yang dijadikan rujukan dalam membentuk 

undang-undang yang bersangkutan yang harus jelas disebutka 

nomornya judulnyadan demikian pula dengan nomor ,dan tahun 

lembaran Negara dan tambhan lembaran Negara  

Biasanya penyebutan undang-undang dalam rangka konsideran “mengingat”ini 

tidak disertai dengan pentebutan pasal/ayat. 

Penyebutan pasal dan ayat hanya berlaku untuk penyebutan Undang Undang 

dasr saja .Misalnya,mengingat undang undang Nomor12 tahun 2011 tentang 

pembentukan peraturan perundang-undangan.Artinya , undang-undang itu 

dijadikan dasar juridis dalam konsideran mengingat itu sebagai suatu kesatuan 

system norma. Has Natabaya,mengatakan bahwa setiap pembentukan harus 

mendapatkan legitimasi dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berupa 

landasan formal ,konstitusional dan landasan material konstitusional.Landasan 

formal konstuitusional di maksudkan untuk memberika procedural terhadap 

pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.Dalam konteks untuk 

undang-undang, maka landasan formal konstitusional adalah pasal- pasal dalam 

UUD Negara Republik Indonsia Tahun 1945 yang memberikan sign terhadap 

prosedur pembentukan suatu peraturan perundangundangan .Untuk UUd sendiri 
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adalah Pasal 3 Jo Pasal 37 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk 

undang-undang, Pasal-pasal yang bersangkutan adalah Pasal 5 ayat(1) , Pasal 

20,Pasal 21, dan pasal 22 UUDNegara RITahun 1945.Untuk perpu adalah Pasal 

22 UUD Negara RI tahun 1945,sedangakn untyk nPP adalah Pasal 5 ayat(2)UUD 

Negara RI Tahun 1945. Untuk Perpres adalah pasal 4 ayat(1) UUD Negara RI 

Tahun 1945.Untuk Perda Pasal 18 ayat(6) UUD Negara RI tahun 1945.Semua 

pasal ini dicantumkan dalam dasar hokum, “mengingat” peraturan 

perundangundangan , sesuai dengan jenis peraturan perundang-undangan yang 

dibentuk tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut undang unfdng Nomor 12 

tahun 2011 sudah mencantumkanya,dalam lampiran II,yang dituangkan dalam 

huruf B.4 dasar hokum, butir 29-39,yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-

undang nomor 10 Tahun 2004. Landasan materil konstitusional dimaksudkan 

untuk member sign bahwa peraturan perundang-undangan yang diebntuk 

tersebut merupakan penjabaran dari pasal-pasal UUD 1945 yang juga 

dicantumkan dalam dasarhukum “mengingat” suatu peraturan perundang-

undangan yang akan dibentuk.Pencantuman pasal-pasal UUD 1945 twrsebut 

sesuai dengan materi muatan yang akan dijabarkan dalam batang tubuh 

peraturan perundang-undangan tersebut. Norma atau kaidah merupakan  

pelembagaan nila-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang bersisi 

kebolehan, anjuran atu perintah. BAik anjuran maupun perintah dapat berisi 

kaidah yang bersifat positif atau negative sehingga mencakup norma anjuran 

untuk mengerjakan atau anjuran untuk tidak mengerjakan sesuatu, dan norma 

perintah untuk melakukan sesuatu dan norma perintah untuk tidak melakukan 

sesuatu. Marida Farida Indriati S.mengatakan norma adalah suatu ukuran yang 

harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun 

dengan lngkunganya.  Menurut Hans Kelsen  : 

“A norm the validity of which cannot be derivedfrom a superior norm we 

calla a  “basic” norm. all norm whose validity may be traced back to one 

and the same basic norm form a system ofnorm, or an order.This basic 

norm consistitutes , as common source , the bond between all the 

different norm of which an order consist” 
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Suatu norma yang validitasnya tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih 

tinggi yang disebut sebagai norma dasar .Norma dasar yang menjadi sumber 

utama yang merupakan pengikat dianatara semua norma yang berbeda-beda 

yang membentuk suatu tata normative. Hans Kelsen mengatakan norma itu 

berjenjang – jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarkis, dimana 

norm,a yang dibawah berlaku , bersumber , dan berdasar, pada norma yang 

lebih tinggi , norma yang lebih tinggi lebih berlaku , bersumber dan berdasar 

pada norma yang lebih tinggi lagi ,demikian seterusnya sampai  akhirnya 

“regressus”ini berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut norma dasar 

(Grundnorm) yang tidak dapat kita telususri lagi siapa pembentuknya atau dari 

mana asalnya .Norma dasar atau Grundnorm ,basic norm,ataufundamental norm 

ini merupakan norma yang tertinggi yang berlakunya tidak berdasardan tidak 

bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi tetapi berlakunya sebagai pre  

supposed , yaitu ditatapkan lebih dahulu oleh masyarakat.Dikatakan bahwa 

norma dasar ini berlakunya tidak berdasar dan tidak bersumber pada norma 

yang lebih tinggi lagi, karena apabila norma itu berlakunya masih berdasar dan 

bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi, maka itu bukan merupakan norma 

yang tertinggi. Tata urutan atau susunan hierarki dari tata hokum suatu Negara 

dapoat dikemukakan dengan mompostulasikan norma dasar , konstitusi adalah 

urutan tertinggi di dalam suatu hokum nasional (the constitutons is highest level 

within national law) Konstitusi disini bukan dalam bentuk formal atau suatu 

dokumen resmi melainkan konstituusi dalam arti materiil yaitu peraturan-

peraturan yang mengatur pembentukan norma-norma hokum yang bersifat 

umum , khusunya pembuat undang-undang. Dalam pengetahuan ilmu hokum 

terutama  bagian-bagian yang erat hubunganya dengan pembuatan hokum (law 

makingt) , dan pelaksanaanya (law enforcement ) ,masalah sumver hokum 

merupakan suatub hal yang perlu untuk dipahami ,dianalisa dan ditimbulkan 

problema-probelma dan pemecahnnya.Sehinggs dapat diharapkan akan ada 

keserasian denganperkembangan hokum sesuai dengan kebutuhan masyarakat . 

Suatu peraturan perundangan-undangan biasanya hanaya terbatas pada asas 

yang menyebutkan misalnya, “Peraturan yang lebih rendah tidak boleh 

bertentangan  dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi 

tingakatannya , atau dalam hal UUD ada ungkapan “the supreme law of the land 
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“ . Antara lain karena tata urutan itu mempunyi konsekuensi , bahkan setiap 

peraturan perundang-undangan harus memiliki dasar hokum pada peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Peraturan perundang-

undangan tingkatan lebih rendah tidak bolej bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan  yang lebihb tinggi. Apabila ternyata peraturan perundang-

undangan yang lebih rendah tingkatanya bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan  yang lebih tinggi maka peraturan perundang-undangan 

tingkatan rendah dapat dituntut untuk dibatalkan bahkan batal demi hokum (van  

rechtswege  nietig). Undang-undang akan ditetapkan tidak boleh bertentangan 

dengan UUD sebagain peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 

tingkatanya . Kecuali dalam UUDS  1950 Prinsip(hal80) 

Atau ketentuan yang menyebutkan :”undang-undang  tidak dapat di ganggub 

gugat “ bertalian dengan ajaran “supremasi parlemen” .Disini ,UUD lebih 

dipandang sebagai “asas-asas umum” daripada sebagai kaidah hokum. 

Logemann mengtakan , setiap peraturan hokum pada hakikatnya dipengaruhi 

olehh dua unsure penting yaitu : 

1. Unsur riil, karena sifatnya yang konkret ,bersumber dari lingkungan 

dimana manusia hidup , seperti tradisi atau sifat-sifat yang dibawa 

manusia sejak lahir dengan perbedaan jenisnya. 

2. Unsur idiil, karena sifatnya yang abstrak , bersumber pada diri 

manusia itu sendiri yang bberupa “akal/pikiran” dan “perasaan” 

Aturan dasar (Grundgesetze) merupaka aturan-aturan yang masih 

bewrsifat pokok, bversfat dasar , dan biasanya merupakan landasan luas bagi 

tata hokum yang lebih terperinci lagi . Sebagai norma dasar suatu Negara 

(Staatfundamentalnorm) memberikan landasan bagi aturan dasar yang 

merupakan tatanan suatu Negara dalam bentuk undang-undang dasar atau 

konstuitusi (tertulis) ,maka aturan dasar tewrsebut pasa gilirannya  merupakan  

landasan  bagi hokum  perundang-undangan (Gesetzesrecht)yang berlaku dalam 

Negara. Biasanya aturan-aturan dasar tersebut apabila dituangkan apabila 

dituangkan dalam suatu dokumen atau tersebartersebar disebut Grundgessetze  

Isi penting bagi aturan dasar selain garis-garis besar atau pokok-pokok 
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kebijaksanaan Negara juga terutama  aturan-aturan untuk memperlakukan dan 

memberikan kekuatan mengikat kepada norma –norma hokum peraturan 

perundang-undangan , atau dengan perkataan lain menggariskan tata cara 

membentukperaturan perundang-undangan yang mengikat umum. Pengaruh 

aliran positivisme menyebutkan bahwa hokum ini semata-mata suatu system dari 

kaidah-kaidah . Hukum harus dilihat (hal,81)semurni murninya  dan dipisahkan 

dari anasir-anasir lain yang sebenarnya merupakan hokum , seperti umpamanya 

pengaruh-pengaruh sosiologis , psikologis politik dan lain-lain. Negara adalah 

suatu ketertiban kaidah (nomenordening)  yaitu suatu ketertiban Negara 

(staatsorde) . Negara adalah suatu system yang teratur. Hukum pun adalah 

suatu system yang teratur .Karenanya maka ketertiban Negara ini adalah hal 

yang sama dengan ketertiban hokum. Suatu tata hokum merupakan system 

kaidah –kiadah hokum secara hierarki ,sahnya kaidah hokum dari golongan 

tingkat yang lebih rendah tergantung atau ditentuka  oleh kaidah kaidah yang 

termasuk golongan tingkat yang lebih tinggi. 

Negara Indonesia adalah Negara hokum.Untuk mewujudkan Negara 

hokum diperlukan tatanan yang tertib antara lain pembentukan peratyran 

perundang-undangan .Sejak reformasi  tahun1998, yang merupakan tonggak 

sejarah baru dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. UUD 1945 yang 

disakralkan rezim orde baru, telah mengalami perubhan yang sangat mendasar 

mulai tahun 1999 sampai dengan 2002 (sebanyak empat kali amandemen). 

Hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam ketetapan MPRS No. 

XX/MPRS/1996 , kemudian diatur dengan ketetapan MPR  no. III/MPR/2000 

kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan terakhir 

diatur dalam Undang-Undang Nomorb 12 Tahun 2011, dalam hal ini telah 

menimbulkan kompleksitas persoalan di bidang peraturan perundangundangan 

akibat silih bergantinya aturan yang mengatur hierarki peraturan perundang-

undangan. Di dalam lapangan ilmu pengetahuan hokum,masalah sumber hokum 

merupakan suatu hal yang perlu selalu dipahami , dianalisa dan problema-

problema serta pemecahanya , terutama yang berhubungan dengan pembuatan 

hokum dan pelaksanaanya,sehingga ada (hal82)keserasian dengan 
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perkembangan hokum yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan 

masyarakatnya. Pasal  7 undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 , menyebutkan; 

Jenis dan hierarki Peraturan perundang-undangan terdiri atas: 

a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

d. Peraturan Pemerintah 

e. Peraturan Presiden 

f. Peraturan Daerah Provinsi 

g. Peraturan Daerah Kabupaten/kota/ 

Kekuatan hokum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Hierarki Peraturan Perundang-undangan 

menurut Pasal 7 tersebut dimasukan kembali  ketetapan MPR yang tidak terdapat 

dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 dan adanya pemisahan antara 

peraturan daerah yaitu Peraturan daerah Provinsi dan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota . Adapun maksud hierarki dalam Undan-undang ini dijelaskan 

dalam penjelasan Pasal  7 ayat (2) Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2011 

yaitu adalah penjejangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang lebih 

rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang 

lebih tinggi. daya mengikat suatu peraturan perundang-undangan dijelaskan 

dalam pasal 8 ayat (2) yaitu peraturan perundang-undangan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) diakui keberadaanya dan mwmpunyai kekuatan hokum 

mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.Undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maeruakan dasar dalam peraturan 

perundang-undangan . Mengenai materi yang diatur dalam satu peraturan 

perundang-undangan meliputi : Materi muatan yang harus diatur dengan 

undang-undang disebutkan dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 

2011 yang berisi : 

a) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketwebtuan Undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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b) Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan Undang-undang  

c) Pengesahan perjanjian internasional tertentu; 

d) Pemenuhan kebutuhan hokum dalam masyarakat .Berkaitan dengan 

tindak nlanjut atas putusan Mahkamah Konstistusi  dilakukan oleh DPR 

atau Presiden 

e) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi 

        Terkait dengan materi muatan peraturan pemerintah pengganti undang-

undang sama dengan materi muatan undang-undang diatur dalam Pasal 11 . 

Pasal 12 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011,menetukan materi muatan 

peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang 

sebagaimana mestinya .Lebih lanjut Pasal 13 undang-undang  Nomor 12 Tahun 

2011, mengatur  materi muatan peraturan presiden berisi materi yang 

diperintahkan oleh undang-undang ,materi untuk melaksanakan peraturan 

pemerintah,atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan 

pemerintahan .Sedangkan Pasal 14 undang-undang Nomor 12Tahun 2011, 

menjelaskan materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah 

kabupaten/kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi 

daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah 

dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih 

tinggi .Adapun materi muatan mengenai ketentuan pidana bahanya dapat dimuat 

dalam undang-undang ,Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan daerah kota . 

Namun ketentuan pidana dalam peraturan bdaerahb provinsi atau peraturan 

daerah kabupaten/kota yang berupa ancaman ppidana kurungan paling lama 6 

bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) 

             Sebagai mana perbandingan hal yang agak berbeda dalam undang-

undang yang lama yaitu Pasal 7 undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 , 

disebutkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah 

sebagai berikut : 

a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945; 

b. Undang-undang peraturan pemerintah pengganti 

c. Peraturan pemerintah; 

d. Peraturan presiden; 
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e. Peraturan daerah; 

1. peraturan daerah provinsi 

          2. peraturan daerah kabupaten/kota 

          3.peraturan desaperaturan yang setingkat 

Jenis peraturan perundang-undanagn selain sebagaimana disebutdiatas, diakui 

keberadaanya dan mempunyai kekuatan hokum mengikat sepanjang 

diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi . Kekuatab 

hokum peraturan perundang-undanagn sesuai dengan hierarki yang tersebut di 

atas . Didalam penjelasan Pasal  7 ayat (4) Undang Undang Nomor 10 tahun 

2004 disebutkan , jenis peraturan perundang-undangan selain dalam ketentuan 

ini , antara lain , peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan 

Rakyat ,DPR, DPRD , MA, MK BPK ,Bank Indonesia ,Menteri, kepala badan 

le,baga ,atau komisi setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau 

pemerintah atas perintah undang-undang , Dewan perwakilan daerah 

provinsi,dewan perwakilan daerah kabupaten/kota,bupati/walikota ,kepala desa 

atau yang setingkat ‘ 

            Dalam undang-undang tentang perbentukan peraturan perundang-

undangan ini menyebutkan materi undangundang diatur dalam pasal 8 Undang-

undang  Nomor 10 Tahun 2004 , yang  rumusan lengkapnya sebagai berikut: 

“Materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi hal-hal yang : 

a. Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD Negara RI Tahun 1945 yang meliputi: 

1. hak asasi manusia 

2. hak dan kewajiban warga Negara 

3.pelaksanaan dan penegakan kedaulatan Negara serta pembagian kekuasaan                  

4. wilayah Negara dan pembagian daerah  

                  5. kewarganegaraan dan kependudukan  

                  6. keuangan Negara 
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diperintahkan oleh suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang 

Lebih lanjut Pasal 9 undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 menyebutkan bahwa 

materi muatan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang sama dengan 

materi muatan undang-undang .Sedangkan Pasal 10 menjelaskan materi muatan 

Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang 

sebagaimana mestinya .Materi muatan peraturan presiden berisi materi yang 

diperintahkan oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan 

pemerintahan , hal tersebut disebutkan dalam Pasal 10 . 

Pasal 12 Undang-undang Nomor 10 Thun 2004 menentukan materi 

muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka 

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan , dan menampung  

kondisi serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi.Sedangkan materi muatan peraturan desa/yang setingkat berdasarkan 

Pasal 13 undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 adalah seluruh materi dalam 

rangka penyelenggaraan urusan desa atau yang setingkat serta penjabaran lebih 

lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam konteks 

hokum,wewenang yang diberikan oleh Negara ,baik diatur dalam konstitusi 

maupun peraturan dibawahnya selalu harus dapat dipertanggungjawabkan oleh 

lembaga/organ pelaksana. Oleh sebab itu, ada organ yang secara langsung 

memperoleh wewenang dari  konstitusi atau perundangan lainnya ,namun juga 

ada wewenang yang dilimpahkan oleh organ Negara yang satu kepada organ 

Negara lainnya. 

 

UUJN mengatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas 

jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenai atau 

dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi,dan kode etik jabatan 

Notaris, dan sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa dalam UUJN dan 

Kode Etik Jabatan Notaris. Mengenai pengaturan sanksi pidana diatur dalam 

peraturan sebelumnyayaitu PJN. dalam pasal 9 Ayat 1  huruf c Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 

2004 tentang jabatan Notaris tidak memiliki kepastian hukum yang jelas 

sehingga pasal ini merupakan pasal karet yang bisa ditafsirkan kemana-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

99 

 

kemana,selanjutnya adalah terkait notaries yang diberhentikan  sementara 

karena melakukan perbuatan tercela, menurut penulisa sangat tidak relevan jika 

sampai pasal tersebut dikenakan pada seorang notaries. Majelis Pengawas 

Daerah dalam hal ini harus benar-benar bisa secara bijak dalam menyikapi 

pelanggaran yang dilakukan oleh seorang notaris dikarenakan melakukan 

perbuatan tercela.  

Majelis Pengawas Daerah menyelenggarakan sidang untuk memeriksa 

adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan 

jabatan Notaris. MPD menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya 

dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam UUJN. 

Jika hasil pemeriksaan MPD menemukan pelanggaran, maka MPD tidak dapat 

menjatuhkan sanksi yang represif kepada Notaris melainkan hanya dapat 

melaporkan kepada MPW. MPW dapat melakukan langkah preventif dengan 

menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas 

laporan masyarakat yang disampaikan melalui MPW dan memanggil Notaris 

sebagai terlapor untuk dilakukan pemeriksaan, MPW juga memeriksa dan 

memutus hasil pemeriksaan MPD. MPW dapat melakukan langkah represif, yaitu 

menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis dan sanksi ini bersifat 

final, dan mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada MPP berupa 

pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, atau 

pemberhent ian dengan tidak hormat. MPP tidak melakukan tindakan preventif, 

tapi menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan 

dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti, tapi 

tindakan represif berupa penjatuhan sanksi pemberhentian sementara, dan 

mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat 

kepada Menteri.  

Sebelum menjatuhkan sanksi administrative berupa pemberhentian 

dengan tidak hormat terhadap Notaris tersebut, ditempuh dulu penjatuhan 

sanksi berupa teguran lisan atau tertulis, untuk kemudian mengusulkan 

pemberian sanksi pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 

(enam) bulan dan selanjutnya mengusulkan untuk pemberhentian dengan tidak 

hormat dari jabatannya. Hal tersebut dapat dilakukan untuk memberikan 
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kesempatan kepada yang bersangkutan untuk membela diri dan memperbaiki 

diri,dari proses sedemikian ini perlu diketahui bahwa sebenarnya MPD 

mempunyai peran penting dalam proses penegakan hukum serta pelrindungan 

hukum bagi notaries, MPD bertugas mengawal proses kegiatan yang dilakukan 

oleh dalam konteks menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai notaries. 

Tidak hanya itu aja dengan adanya peran MPD dalam mengawasi proses aktifitas 

notaries dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya diharapkan dapat 

kritis dan tidak hanya mengawasi notaries akan tetapi juga membantu notaries 

dalam memperjuangkan hak-haknya dalam rangka mendapatkan kepastian 

hukum terkait adanya pasal-pasal dalam UUJN maupun dalam UUJNP yang dapat 

merugikan notaries.  

Profesi notaries sebagai profesi yang terhormat,maka dari itu harus dijaga 

martabat dan kehormatannya dan selalu mengedepankan prinsip kepastian 

hukum dan keadilan agar profesi notaries tetap dianggap profesi yang terhormat 

dan tetap menjadi profesi yang disegani oleh masyarakat serta dapat selalu 

membantu masyarakat dalam memperoleh keadilan dan kepastian hukum. Salah 

satu fungsi dari hukum ialah Sebagai alat untuk melindungi kepentingan manusia 

atau sebagai perlindungan kepentingan manusia. Upaya yang semestinya 

dilakukan guna melindungi kepentingan manusia ialah hukum harus dilaksanakan 

secara layak. Pelaksanaan hukum sendiri dapat berlangsung secara damai, 

normal tetapi dapat terjadi pula karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum 

yang telah dilanggar tersebut haruslah ditegakkan, dan diharapkan dalam 

penegakan hukum inilah hukum tersebut menjadikan kenyataan.63 

Asas legalitas yang kerap dianggap sebagai asas yang memberikan suatu 

kepastian hukum hendaknya harus diwujudkan. Notaris sebagai profesi yang 

menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang membutuhkan keadilan, maka 

dalam hal ini profesi notaries harus juga didukung oleh perangkat hukum yang 

jelas dan tidak menimbulkan kerugian bagi  notaries. Jadi kesimpulannya yaitu 

terkait pasal 9 Ayat 1  huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris 

 
63 Analisis Terhadap Metode Penemuan Hukum”, http://mknunsri.blogspot.com/2010/03/analisis-

terhadap-metode-penemuan-hukum.html  diakses pada tanggal 20 Juni 2019 pukul 08.00 WIB 
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yaitu mengenai pemberhentian sementara notaries karena melakukan perbuatan 

tercela sama sekali tidak mengandung kepastian hukum yang jelas, hal ini 

tentunya sangat merugikan seseorang yang memegang profesi sebagai notaries. 

Peran majelis Pengawas tingkat daerah sampai pusat sangat dibutuhkan demi 

terlaksananya kepastian hukum yang jelas bagi profesi notaries,pasal-pasal 

seperti yang tercantum dalam pasal 9 Ayat 1  huruf c Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 

tentang jabatan Notaris merupakan pasal yang tidak jelas yang dapat 

menimbulkan konflik baik secara pribadi bagi seorang notaries bahkan juga bisa 

merambah ke organisasi.Tujuan dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan 

adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum dan keadilam bukan malah 

menimbulkan konflik hukum bahkan menimbulkan kerugian,dalam hal ini menjadi 

tamparan keras buat para legislator dan dijadikan koreksi kedepannya dalam 

membuat suatu peraturan perundang-undangan harus menjadi lebih baik. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN  

1. Unsur-unsur perbuatan tercela yaitu : 

a.  Adanya perbuatan melawan hukum, dalam hal ini Tolok ukur 

perbuatan tercela menurut Pasal 9 Ayat 1  huruf c Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 

tahun 2004 tentang jabatan Notaris adalah perbuatan yang melawan 

hukum. Dalam konteks hukum perdata, perbuatan tercela masuk dalam 

perbuatan melawan hukum ketika memenuhi kualifikasi unsur-unsur 

perbuatan melawan hukum sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1365 

KUHPerdata yaitu adanya suatu perbuatan,perbuatan tersebut melawan 

hukum,adanya kesalahan dari pihak pelaku,adanya kerugian bagi korban 

dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. 

Sedangkan dalam konteks hukum pidana, kualifikasi perbuatan tercela 

yaitu perbuatan  melawan hukum  formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan 

dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang undang, dan 

perbuaatan melawan hukum materiil, yaitu sesuatu perbuatan  “mungkin” 

melawan hukum, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam 

dengan hukuman oleh undang-undang. melainkan juga asas-asas umum 

yang terdapat di dalam lapangan hukum. 

b. Perbuatan tersebut bertentangan dengan moral,rasa keadilan dan 

kesulsilaan 

      c. Adanya pelanggaran terhadap kepatutan,kecermatan dan kehati-hatian 

dalam bermasyarakat. 

2.  parameter “perbuatan tercela” sangat luas, karena meliputi norma 

agama, norma kesusilaan dan norma adat, sangat sulit dicarikan tolok-

ukurnya, mengingat beranekaragamnya norma agama, norma kesusilaan, 

dan noma adat yang ada di Indonesia. Selain itu juga batasan mengenai 

makna perbuatan tercela tidak ada sehingga menimbulkan banyak sekali 

persepsi. Penggunaan frase ”perbuatan tercela” sebagai alasan 

pemberhentian sementara notaris sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, 

telah terjadi ketidaksempurnaan perumusan, karena memiliki arti-ganda, 
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kekaburan dan terlalu luas. Pasal 9 Ayat 1  huruf c Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 

tentang jabatan  Notaris tidak memiliki kepastian hukum yang jelas sehingga 

pasal ini merupakan pasal karet yang bisa ditafsirkan kemana-

kemana,selanjutnya adalah terkait notaries yang diberhentikan  sementara 

karena melakukan perbuatan tercela, sangat tidak relevan jika sampai pasal 

tersebut dikenakan pada seorang notaris. 

 

5.2  SARAN 

 Menurut saya perumusan norma yang abstrak dan kabur seperti di atas, 

tidak sesuai dengan asas kepastian hukum dan asas-asas pembentukan 

perundangan-undangan yang baik. Dalam pasal 9 ayat 1 huruf c Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004 Tentang Jabatan Notaris harus diajukan yudisial review ke mahkamah 

konstitusi, karena makna perbuatan tercela itu sangat abstrak dan samar 

sehingga menurut peneliti sangat menghambat kerja notaris dalam melakukan 

tugas dan tanggung jawabnya sebagai notaries. 
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